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ABSTRAK

Moh.  Toharudin.   2018.  Pengembangan Model Manajemen  Pelatihan Guru  Sekolah
Dasar Inklusif Berbasis Kebutuhan di Kabupaten Brebes. Disertasi. Program Studi
Manajemen Kependidikan. Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Promotor
Prof. Dr. Totok Sumaryanto F, M.Pd.,  Kopromotor Prof. Dr. Rasdi Ekosiswoyo,
M.Sc., Anggota Promotor Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd.

Kata Kunci: model, manajemen pelatihan, SD inklusif.

Pendidikan inklusif  adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas  yang
sama. Pelayanan pembelajaran kepada siswa berkebutuhan khusus pada sekolah dasar
inklusif dibutuhkan guru yang kompeten. Untuk mewujudkan kompetensi guru sekolah
dasar inklusif tentunya melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru sekolah
dasar inklusif.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model faaktual manajemen
pelatihan  guru sekolah  dasar  inklusif  di  Kabupaten Brebes,  mengembangkan model
manajemen  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  berbasis  kebutuhan,  dan  menguji
kelayakan model pelatihan guru sekolah dasar inklusif.

Metode yang digunakan adalah Reseach and Development  (R&D), produk yang
dikembangkan berupa panduan manajemen pelatihan. Sumber datanya yaitu guru kelas
pada sekolah dasar inklusif berjumlah  24  orang  pada  4  sekolah  dasar  inklusif.
Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, angket, dan tes. Analisis data
tahap faktual menggunakan analisis deskriptif  interaktif,  analisis  data  tahap
pengembangan model dan tahap pengujian kelayakan model menggunakan uji t. 

Hasil  penelitian ini  yaitu:  (1)  model faktual  manajemen pelatihan guru sekolah
dasar inklusif belum didasarkan atas kebutuhan Bersama anatara penyelenggara, peserta
dan instruktur pelatihan; (2)  pengembangan  model manajemen pelatihan guru sekolah
dasar  inklusif  dengan  menganalisis  kebutuhan  terintegrasi  antara  guru  inklusif,
instruktur dan penyelenggara pelatihan, mengembangkan modul pelatihan, menerapkan
metode pelatihan dengan mastery learning, serta adanya tindak lanjut pasca evaluasi; (3)
Model  manajemen  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  berbasis  kebutuhan  layak
diterapkan di Kabupaten Brebes.

Disarankan  kepada  (1)  Dinas  pendidikan  Kabupaten  Brebes  dan  Forum
Komunikasi Sekolah Inklusif Kabupaten Brebes selaku penyelenggara pelatihan guru
sekolah  dasar  inklusif dapat  menggunakan  hasil  penelitian  ini  sebagai  panduan
penyelenggaraan  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif;  (2)  Kepala  sekolah  dasar
inklusif dapat menggunakan model ini untuk meningkatkan kualitas guru sekolah dasar
inklusif; (3) Guru sekolah dasar inklusif dapat menggunakan model ini untuk panduan
dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah dasar inklusif;  (4) Penelitian ini  dapat
mengembangkan  model  manajemen  pelatihan  pada  tingkatan  yang lebih  tinggi  baik
SLTP maupun SLTA. 
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ABSTRACT

Moh. Toharudin. 2018. Development of Management Model of Need-Based Inclusive
Primary  School  Training  in  Brebes  Regency.  Dissertation.  Educational
Management  Study  Program.  Postgraduate,  Semarang  State  University.
Promoter Prof. Dr. Totok Sumaryanto F, M.Pd., Kopromotor Prof. Dr. Rasdi
Ekosiswoyo, M.Sc., Promoter Member Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd.

Keywords: model, training management, elementary inclusive

Inclusive  education  is  a  school  that  accommodates  all  students  in  the
same  class.  Learning  services  for  students  with  special  needs  in  inclusive
primary  schools  need  competent  teachers.  To  realize  the  competence  of
inclusive primary school teachers, of course, through training that suits the needs
of inclusive elementary school teachers.  This study aims to develop a needs-
based inclusive primary school teacher training management model in Brebes
Regency.

The method used is Research and Development (R & D), the product
developed is a training management guide. The data sources are class teachers in
inclusive elementary schools totaling 24 people. Data collection uses interviews,
observations and questionnaires. The preliminary data analysis using interactive
descriptive  analysis,  data  analysis  of  the  model  development  stage  and  the
testing phase of model effectiveness using the t test.

The results of this study, namely: (1) the factual model of management of
inclusive primary school teacher training that has been held in Brebes Regency
is in the poor category; (2) the development of inclusive primary school teacher
training  management  models  that  are  needed  by  inclusive  primary  school
teachers; (3) A need-based inclusive elementary school teacher training training
model is implemented in Brebes Regency.

It  is recommended to (1) the Brebes District  education office and the
Brebes  District  Inclusive  School  Communication  Forum  as  the  training
organizer to use the results of this study as a guide to the implementation of
inclusive  primary  school  teacher  training;  (2)  Inclusive  primary  school
principals can use this model to improve the quality of inclusive primary school
teachers;  (3)  Inclusive  elementary  school  teachers  can  use  this  model  for
guidance in implementing inclusive primary school learning; (4) This research
can  develop  a  training  management  model  at  higher  levels  both  SLTP  and
SLTA.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Guru  sekolah  dasar  inklusif merupakan  perkembangan  terkini  dari

model pendidikan bagi anak yang berkelainan. Guru sekolah dasar inklusif

adalah  salah  satu program dari  kebijakan pemerintah  dalam memberikan

pelayanaan  bagi  anak  berkebutuhan  khusus untuk menempuh pendidikan

reguler seperti anak-anak normal lainnya. Untuk menuntaskan wajib belajar

sembilan  tahun,  maka  perlu  peningkatan  perhatian  terhadap  anak

berkebutuhan  khusus,  baik  yang  telah  memasuki  sekolah  reguler  tetapi

belum  mendapatkan  layanan  pembelajaran  yang  sesuai  dengan

kebutuhannya,  maupun  yang  belum  mengenyam  pendidikan  sama  sekali

karena tidak diterima disekolah dasar  terdekat  atau karena lokasi  Sekolah

Luar Biasa jauh dari  tempat tinggalnya, karena pada kenyataanya di dalam

masyarakat terdapat anak reguler dan anak berkebutuhan khusus yang tidak

dapat  dipisahkan  sebagai  suatu  komunitas.  Berdasarkan  Undang-Undang

Dasar 1945 (Amandemen) Pasal 31 Ayat 1, 2 dan 3 bahwa :

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara
wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kegidupan  bangsa  yang
diatur dengan undang-undang.

Hal ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Pasal 48 dan 49 bahwa:

1
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Pemerintah  wajib  menyelenggarakan  pendidikan  dasar  minimal  9
(sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, Pemerintah, Keluarga, dan
Orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada
anak untuk memperoleh pendidikan.

Tujuan pendidikan yang mulia itu hendaknya dijadikan motivasi untuk

terus  berusaha  mewujudkan  cita-cita  pendidikan  yang  ideal.  Dalam

mewujudkan cita-cita tersebut perlu adanya kerjasama yang baik dari

berbagai  elemen  pendidikan  terutama pemerintah  yang  dalam  hal  ini,

memegang  peranan penting dalam upaya pemerataan pendidikan nasional

secara menyeluruh.

Pemerintah telah membuat suatu kebijakan yang mana dalam

kebijakan tersebut berisi mengenai solusi-solusi  terbaik dalam mengatasi

masalah-masalah pendidikan yang dihadapi.  Sebagaimana  penjelasan pada

pasal15tentang pendidikan  khususyang  menyebutkan  bahwa  “Pendidikan

Khusus  merupakan  pendidikan  untuk  peserta didik yang  berkelainan atau

peserta didik yang  memiliki kecerdasan  luar biasa yang diselenggarakan

secara inklusi atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan

dasar dan menengah”. Hal inilah yang  memungkinkan terobosan  bentuk

pelayanan pendidikan  bagi anak berkelainan  berupa penyelenggaraan

pendidikan inklusi.

Seiring  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  zaman,  reformasi

kelembagaan yang  melayani anak yang  mempunyai kelainan telah banyak

dilakukan.  Pada masa sebelumnya  bentuk kelembagaan yang  melayani

pendidikan anak yang berkelainan masih banyak yang bersifat segregasi atau

terpisah dari masyarakat pada umumnya. Selama  ini pendidikan bagi  anak
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berkelainan disediakan dalam tiga macam lembaga pendidikan yaitu Sekolah

Luar Biasa/ Sekolah Berkelainan (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB),

dan  Pendidikan  Terpadu.  Inklusif  merupakan  salah  satu  bentuk layanan

pendidikan  bagi  anak  yang  berkelainan  yang  dipandang  ideal  untuk

dilaksanakan.  Disekolah  inklusif,  siswa  memiliki  kemampuan  heterogen

karena  siswa  inklusif  disamping  anak-anak  normal  juga  anak-anak  yang

berkelainan  baik  secara  fisik,  sosial,  emosional  dan  sensorisneurologis.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2009 bahwa guru sekolah dasar

inklusif adalah pendidikan bagi siswa yang memiliki kelainan dan memiliki

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. 

Melalui peraturan diatas maka  Kementrian Pendidikan Nasional

Republik  Indonesia  mengeluarkan  program  dalam  penyelenggaraan  guru

sekolah  dasar  inklusif, pasal 6 yang  menyatakan bahwa:  (1)  Pemerintah

kabupaten/ kota  menjamin  terselenggaranya guru  sekolah  dasar  inklusif

sesuai dengan kebutuhan siswa; (2)  Pemerintah kabupaten/ kota menjamin

tersedianya  sumber  daya guru  sekolah  dasar  inklusif pada  satuan guru

sekolah dasar inklusif; (3) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu

tersedianya sumber daya guru sekolah dasar inklusif.  Istilah inklusif  adalah

falsafah pendidikan dan menjadi bagian dari keseluruhan, dimana anak-anak

diberi  kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh di  lingkungan sekolah

dan  masyarakat. Guru  sekolah  dasar  inklusif merupakan  perkembangan

terkini  dari  model  pendidikan  bagi  anak  yang berkelainan.  Guru  sekolah

dasar  inklusif adalah salah  satu program dari  kebijakan pemerintah untuk
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memberikan pelayanaan bagi  anak berkebutuhan khusus untuk menempuh

pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya.

Untuk menuntaskan wajib  belajar  sembilan  tahun, maka  perlu

peningkatan perhatian  terhadap  anak berkebutuhan khusus, baik  yang telah

memasuki sekolah reguler (sekolah dasar) tetapi belum mendapatkan layanan

pembelajaran  yang  sesuai  dengan  kebutuhannya,  maupun  yang  belum

mengenyam pendidikan sama sekali karena tidak diterima di SD terdekat atau

karena lokasi SLB jauh dari  tempat tinggalnya, karena pada kenyataanya di

dalam masyarakat terdapat anak reguler dan anak berkebutuhan khusus yang

tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas.

Konsep dasar guru sekolah dasar inklusif dimaksudkan sebagai sistem

pengembangan  kompetensi  guru  pembimbing  khusus, pendidikan yang

mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak

sebayanya di sekolah regular yang  dekat  dengan tempat  tinggalnya.

Semangat penyelenggaraan guru sekolah dasar inklusif adalah memberikan

kesempatan atas  akses yang  seluas-luasnya  kepada semua anak untuk

memperoleh pendidikan yang bermutudan sesuai dengan kebutuhan individu

siswa berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Pihak sekolah dituntut untuk

melakukan  penyesuaian  baik  dari  segi  kurikulum,  sarana  prasarana

pendidikan,  maupun  sistem  pembelajaran  yang  disesuaikan  dengan

kebutuhan individu siswa berkebutuhan khusus (DirektoratPLB, 2007: 4).

Sementara  itu  Lay  Kekeh  Marthan  (2007:145)  mengartikan  bahwa

guru sekolah dasar inklusif adalah memberikan kesempatan kepada semua
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anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum bersama anak lainnya

dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing anak dan didasarkan pada

keunikan  dan  karakteristik  individu.  Sementara  itu  Stainback  (dalam

Tarmansyah,  2007:82)  mengemukakan bahwa:  guru sekolah dasar  inklusif

adalah  sekolah  yang  menampung semua siswa di  kelas yang sama.

Selanjutnya  menurut Staub  dan Peck  (dalam  Tarmansyah,  2007:  83)

menyatakan bahwa  guru  sekolah  dasar  inklusif  adalah  penempatan  anak

berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler.

Namun realitas  di lapangan,  berdasarkan hasil  wawancara  peneliti  dengan

pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, bahwa sekolah inklusif menolak

pada siswa berkebutuhan khusus yang masuk kategori kelainan berat. Sekolah

inklusif yang ditunjuk hanya mau menampung siswa berkelainan ringan dan

sedang.

Konsekuensi  sekolah  yang  menerapkan  inklusif  adalah  pihak  guru

harus mampu memodivikasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta

didik.  Hasil penelitian Tee (2005) menjelaskan bahwa perubahan kurikulum

pendididkan yang mampu menghasilkan out come yang bersikap mandiri dan

berjiwa  wirausaha,  pembiasaan  belajar  sepanjang  hidup,  berpikir  global,

mampu  memahami  dan  menghormati  perbedaan  menjadi  sebuah  budaya.

Setiap sekolah harus mempunyai visi yang mampu melihat setiap potensi pada

anak  agar  dapat  dikembangkan  secara  penuh.  Simpulan  penelitian  di  atas

sangatlah ideal bila dapat diterapkan dalam system pendidikan di Indonesia.

Penyusunan kurikulum pendidikan sangatlah perlu memperhatikan penanaman
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nilai-nilai  karakter  dalam  setiap  matapelajaran.  Ali,  Manisah  Mohd;

Mustapha,  Ramlee;  Jelas,  Zalizan  Mohd.  (2006),  yang  melaksanakan

penelitian persepsi guru guru sekolah dasar inklusif di Malaysia, bahwa sikap

dan pandangan guru-guru sekolah dasar inklusif pada penyelenggaraan guru

sekolah dasar inklusif positif/menerima dengan baik. Mereka sepakat bahwa

siswa  inklusif  berhak  memperoleh  layanan  pendidikan  yang  sama  dengan

siswa pada umumnya dan mereka berhak untuk berkomunikasi dengan siswa

lainnya.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Valeo dari Ryeson University

(2008),  bahwa  terdapat  perbedaan  persepsi  antara  guru  dan  administrator

dalam  penyelenggaraan  guru  sekolah  dasar  inklusif,  guru  merasa  frustasi

karena  tuntutan  kurikulum  dan  keterbatasn  waktu.  Kerjasama  antara  guru

kelas dengan guru pembimbing khusus juga masih belum optimal. Dari dua

hasil  penelitian  tersebut  adanya  kontradiksi  hasil  penelitian  bahwa

penyelenggaraan guru sekolah dasar inklusif didukung oleh guru, sementara

hasil penelitian yang lainnya guru tidak mendukung terhadap penyelenggaraan

guru sekolah dasar inklusif.

Beberapa  penelitian  mengungkapkan  bahwa  pelatihan  yang  efektif

mampu meningkatkan  prestasi  kerja  sebagaimana  Moses  (2011:75)  adanya

hubungan yang sangat tinggi antara pelatihan dan prestasi kerja sebesar 87%

sedangkan sisanya 13% dipengaruhi oleh faktor lain. Begitu juga dengan hasil

penelitiannya  Fox  dan  Ysseldyke  dalam  Valeo  (2008)  yang  mencatat

kurangnya  waktu  sebagai  keprihatinan  dikalangan  guru.  Karena  itu  guru
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sekolah  regular  di  sekolah  guru  sekolah  dasar  inklusif,  perlu  diberikan

tambahan pelatihan.  Hal ini diperkuat juga dengan pendapat Gonzalez Gill,

dkk (2013:783), dalam survey kebutuhan pelatihan, menyimpulkan bahwa 200

guru  di  sekolah  penyelenggara  guru  sekolah  dasar  inklusif  membutuhkan

berbagai  pelatihan  terutama  berkaitan  dengan  isue-isue  pengelolaan  kelas

inklusif dan metode pembelajaran. Hasil penelitian Fox dan Yseldyke ini yang

menjadi salah satu dasar peneliti, bahwa guru-guru sekolah dasar inklusif di

Kabupaten  Brebes  masih  sangat  minim  sekali  dalam  pemahaman  terhadap

pelaksanaan pembelajaran guru sekolah dasar inklusif  dikarenakan kegiatan

pelatihan yang diselenggarakan bukan atas dasar kebutuhan guru. 

Pelaksanaan pelayanan bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus

terutama  pada  sekolah  dasar,  maka  dibutuhkan  guru  yang  memiliki

kemampuan  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  oleh  sekolah  tersebut.  Guru

yang  mempunyai  kompetensi  dibidang  penanganan  anak-anak  yang

berkebutuhan khusus, tentunya melalui pelatihan guru sekolah dasar inklusif

yang  diberikan  kepada  seluruh  guru  khususnya  di  sekolah  dasar  secara

kontinyu.

Peran  guru sangatlah  penting  dalam tercapainya  tujuan pendidikan,

khususnya pada sekolah dasar inklusif. Mutu peserta didik bergantung pada

kualitas guru. Karena itu guru harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan

standar nasional pendidikan, agar guru dapat menjalankan tugas dan perannya

dengan  baik.  Kompetensi  adalah  kumpulan  pengetahuan,  perilaku,  dan

ketrampilan yang harus dimiliki  guru untuk mencapai  tujuan pembelajaran
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dan pendidikan. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan,

dan  belajar  mandiri  dengan  memanfaatkan  sumber  belajar  (Echols  dan

Shadily, 2002:132). 

Menurut  Mulyasa  (2007),  ”Kompetensi  guru merupakan  perpaduan

antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial,  dan spiritual yang

secara kafah membentuk kompetensi  standar profesi  guru, yang mencakup

penguasaan  materi,  pemahaman  terhadap  pesrta  didik,  pembelajaran  yang

mendidik,  pengembangan  pribadi  dan  profesionalitas.  “Kompetensi  terkait

dengan  kemampuan  beradaptasi  terhadap  lingkungan  kerja  baru,  di  mana

seseorang dapat menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan kemampuan

yang  dimilikinya.  Debling  (1995:80)  menulis,  “Competence  is  a  broad

concept which embodies the ability to transfers skills and knowledge to new

situations  withinthe  occupational  area”.  Pengertian  lainnya  tentang

kompetensi merujuk pada hasil kerja (out put), individu maupun kelompok.

Kompetensi  berarti  kemampuan  mewujudkan  sesuatu  sesuai  dengan  tugas

yang  diberikan  kepada  seseorang.  Tuxworth  (1995:13)  mengutif  pendapat

Burke, dkk.tentang kompetensi, “Competency statements describe outcomes

expected  from the  performance of  professionally  related  functions,  or  the

performance of those functions,” Mansfield (1995:28) menulis, “Competence

is about performance”. 

Dari  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kompetensi

merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, ketrampilan,

dan sikap yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat
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bagi diri dan lingkungannya. Ketiga aspek kemampuan ini saling terkait dan

mempengaruhi satu sama lain.

Kenyataan di lapangan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan

kepala  sekolah  dan guru di  sekolah  dasar  inklusif  bahwa guru  di  sekolah

dasar  inklusif  di  Kabupaten  Brebes  kebanyakan  belum  sesuai  dengan

kompetensinya.  Guru-guru  di  sekolah  dasar  inklusif  berlatar  belakang

pendidikan guru kelas yang hanya diberikan pelatihan dan pembinaan terkait

dengan  guru  sekolah  dasar  inklusif,  diperparah  lagi  bahwa  pelaksanaan

pelatihan guru sekolah dasar inklusif hanya belum sesuai dengan kebutuhan

guru sekolah dasar inklusif. Sebagaimana pendapat Sudarwan Danim (2002)

bahwa  salah  satu  ciri  krisis  pendidikan  di  Indonesia  adalah  guru  belum

mampu  menunjukkan  kinerja  (work  performance)  yang  memadai.  Hal  ini

menunjukkan bahwa kinerja  guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat

penguasaan kompetensi yang memadai, oleh karena itu perlu adanya upaya

yang komprehensif guna meningkatkan kompetensi guru.

Rendahnya  kompetensi  guru  sekolah  dasar  inklusif  bukan  karena

mereka  tidak  pernah  diberikan  pelatihan,  akan  tetapi  disebabkan  karena

fungsi manajemen pelatihan yang selama ini diselenggarakan perlu adanya

perbaikan.  Temuan  awal  penyelenggaraan  pelatihan  guru  sekolah  dasar

inklusif  yang  selama  ini  diselenggarakan  di  Kabupaten  Brebes  terdapat

beberapa  kekurangan,  antara  lain:  (1)  perencanaan  pelatihan  yang  tidak

disesuaikan dengan kebutuhan peserta yaitu guru sekolah dasar inklusif, (2)

pelaksanaan pelatihan waktunya singkat,  (3) model pelatihan inklusif yang
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dilaksanakan  menggunakan pendekatan teacher centered learning, (4) tindak

lanjut evaluasi pelatihan yang kurang jelas.

Berdasarkan  observasi  awal  dan  wawancara  peneliti  di  lokasi

penelitian, bahwa jumlah guru sekolah dasar inklusif di SD Negeri Klampok

01 sebanyak 15 guru dan 1 kepala sekolah, SDN Brebes 02 sebanyak 13 guru

dan  1  kepala  sekolah,  SDN  Tanjung  01  sebanyak  9  guru  dan  1  kepala

sekolah, dan SDN Kalierang 03 Bumiayu sebanyak 10 guru dan 1 kepala

sekolah sejatinya hanyalah guru kelas dan guru mata pelajaran yang ditunjuk

untuk  mengikuti  pelatihan  pendididkan  inklusif  di  Kabupaten  Brebes.

Tentunya  sangat  sedikit  kompetensi  yang  didapatkan  hanya  waktu  yang

singkat  sekali.  Ditambah  pelatihan  yang  diselenggarakan  hanya

mengorientasikan  pada  pengetahuan  dasar  guru  sekolah  dasar  inklusif.

Bahkan  tidak  adanya  buku panduan  untuk  guru  pada  saat  pelatihan  guru

sekolah dasar inklusif.

Penyelenggaraan guru sekolah dasar inklusif tingkat Sekolah Dasar

di  Kabupaten  Brebes  ada  empat,  yaitu  SD Negeri  Brebes  02,  SD Negeri

Klampok 01 Kec. Wanasari, SD Negeri Tanjung 01 Kec. Tanjung dan SD

Negeri  Kalierang  03  Kec.  Bumiayu.  Keempat  Sekolah  Dasar  tersebut

merupakan percontohan dalam penyelenggaraan guru sekolah dasar inklusif

yang sudah terlaksana sejak tahun 2005. Berdasarkan data tahun 2014 yang

tercatat  di  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Brebes  terdapat  1.304  anak

berkebutuhan  khusus  dan  153  anak  berkebutuhan  khusus  ada  di  sekolah

inklusif dan diyakini masih banyak anak berkebutuhan khusus yang berada
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di  sekolah  umum sehingga  anak  berkebutuhan  khusus  memiliki  kesulitan

dalam  mengikuti  pendidikan,  karena  sekolah  umum  belum  memiliki

kesiapan  dalam  memberikan  layanan  pendidikan  kepada  mereka.  Anak

berkebutuhan  khusus  di  sekolah  dasar  Kabupaten  Brebes  meliputi

keterbatasan:  slow learner,  kesulitan belajar, tuna grahita ringan, autis,  low

vision,  tuna  rungu,  tuna  daksa,  hiperaktif,  hambatan  perilaku,  gangguan

emosi, down sindrom, dan tuna wicara. Namun yang terjadi bahwa kualitas

tenaga pendidik di sekolah inklusif menjadi suatu permasalahan yang sangat

urgen, karena kegiatan belajar  mengajar  akan berhasil  jika kualitas tenaga

pendidik tercukupi.

Pengamatan  peneliti  pada  dokumen  profil  sekolah  dasar  inklusif

Kabupaten Brebes, bahwa SD Negeri Brebes 02 memiliki jumlah 330 siswa

dan  5  siswa  berkebutuhan  khusus  dengan  jenis  kebutuhan  slow  learner,

kesulitan  belajar,  hambatan  perilaku,  gangguan  emosi,  serta  12  guru.  SD

Negeri Klampok 01 memiliki 318 siswa dan 31 siswa berkebutuhan khusus

dengan jenis kebutuhan slow learner,  kesulitan belajar, tuna grahita ringan,

serta  15  guru.  SD  Negeri  Tanjung  01  memiliki  228  dan  23  siswa

berkebutuhan khusus dengan jenis kebutuhan kesulitan belajar, tuna grahita

ringan, autis,  low vision,  tuna rungu, tuna daksa, down sindrom, dan tuna

wicara, serta memiliki 9 guru. SD Negeri Kalierang 03 Bumiayu memiliki

266 siswa dan 27 siswa berkebutuhan khusus dengan jenis kebuthan  slow

learner,  kesulitan belajar, tuna grahita ringan, autis,  low vision,  tuna rungu,
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tuna daksa, hiperaktif, hambatan perilaku, gangguan emosi, down sindrom,

dan tuna wicara, serta 10 guru. 

Menurut  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  bahwa  untuk

melakukan  pembinaan  guru,  yakni  dengan  melalui  tiga  hal,  yaitu:  uji

kompetensi,  PKG (Penilaian  Kinerja  Guru),  dan  pendidikan  dan pelatihan

secara  berkelanjutan  dan  berjenjang,  sehingga  kualitas  guru  semakin

meningkat.  Pola  pembinaan  guru  ini  merupakan  salah  satu  amanat  dari

Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen,  dan

Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional

Pendidikan. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat

menjembatani guru untuk selalu mengembangkan keprofesiannya. 

Kemampuan  kognitif  dan  keterampilan  guru  pada  sekolah  dasar

inklusif di Kabupaten Brebes untuk mampu memberikan layanan pada siswa

berkebutuhan khusus di Kabupaten Brebes merupakan suatu kebutuhan dan

harus  dikembangkan  secara  berkelanjutan.  Hal  tersebut  dapat  dipahami

karena  layanan  pembelajaran  pada  sekolah  dasar  inklusif  di  Kabupaten

Brebes  selama ini  belum mengorientasikan  pada  potensi  dan  minat  siswa

berkebutuhan khusus. Rendahnya layanan pembelajaran pada sekolah dasar

inklusif disebabkan karena pelatihan guru sekolah dasar inklusif yang selama

ini  diselenggarakan  belum mampu  untuk  memberikan  bekal  kepada  guru

untuk  mampu  memberikan  layanan  yang  mengorientasikan  potensi  dan

minat siswa berkebutuhan khusus.
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas memberikan gambaran bahwa

peningkatan kompetensi guru sekolah dasar inklusif masih perlu penanganan

yang serius. Upaya yang telah dilakukan pemerintah baik melalui dana dari

APBN  maupaun  APBD  telah  banyak  dikucurkan  demi  peningkatan

kompetensi  guru  inklusif  khususnya  jenjang  sekolah  dasar,  diantaranya

penyelenggaraan dikat-dilkat,  workshop, seminar,  pembinaan dan pelatihan

antara  lain  melalui  uji  kompetensi  guru,  penilaian  kinerja  guru,  dan

pengembangan  keprofesian.  Tetapi  upaya-upaya  ini  belum  mampu

mengatatasi  permasalahan  utama  terkait  dengan  meningkatnya  kompetensi

guru di  sekolah dasar  inklusif.  Hal  ini  perlu dipahami  karena strategi  dan

manajemen penyelenggaraan pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan

yang diperlukan oleh guru. Padahal manajemen pendidikan dan pelatihan itu

merupakan alternatif yang strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan dan

pelatihan agar tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Pelatihan menurut Rothwell (1996:26) adalah:  ”trainning is the field

of  activitythat  focus  on  identifying,  assuring,  and  heping  develop,  throuh

planedlearning,  the  key  competencies  that  enable  individuals  to  perform

current of future jobs”. Pelatihan adalah aktivitas yang berfokus pada upaya

mengidentifikasi,  menjamin, dan membantu untuk mengembangkan melalui

perencanaan  pembelajaran,  kompetensi  pokok  yang  memungkinkan

seseorang mampu menampilkan pekerjaan pada masa yang akan datang, oleh

karena  itu  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  harus  diperhatikan

kualitas dan manajemennya. 
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Gaffar  dan  Nurdin  (2008:569)  menyatakan  bahwa  kelemahan  dari

sistem  pendidikan  dan  pelatihan  adalah  disebabkan  lemahnya  manajemen

pelatihan  pada  semua  tingkatan,  baik  level  makro,  mezo,  maupun  mikro.

Pendapat  ini  sejalan dengan hasil  studi lapangan diperoleh  informasi yang

menyatakan bahwa penyelenggaraan pelatihan guru sekolah dasar inklusif di

Kabupaten  Brebes  yang  berjalan  selama  ini  masih  banyak  kekurangan

terutama  terkait  dengan  manajemen  penyelenggaraan  pendidikan  dan

pelatihan. Pada tahap awal pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan proses

needs  assesment yang  tepat  terkait  dengan  kebutuhan  peningkatan

kompetensi guru Sekolah Dasar inklusif. 

Berdasarkan  penelitian  pendahuluan  diperoleh  informasi  bahwa

penyelenggaraan  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  dilaksanakan  atas

dasar  program  kerja  semata  melainkan  bukan  atas  dasar  kebutuhan  guru

sekolah  dasar  inklusif,  juga  peserta  pelatihan  tidak  diukur  kemampuannya

baik  pada  saat  sebelum  pelatihan  maupun  selesai  pelatihan. Pelaksanaan

pelatihan guru sekolah dasar inklusif bagi guru pada sekolah dasar inklusif

yang selama ini diikuti hanya memberikan bekal pada kebutuhan dasar Anak

Berkebutuhan  Khusus  dan  belum  mengorientasikan  pada  potensi  siswa,

sehingga  perlu  adanya  pengembangan  pelatihan  yang  sesuai  dengan

kebutuhan siswa berkebutuhan khusus tersebut. Pelatihan guru sekolah dasar

inklusif  hanya  memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan  dasar  untuk

melayani peserta didik berkebutuhan khusus. (W.GPK.1-4.21-12-2016).   
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Hal  ini  yang  menarik untuk diteliti, bahwasanya kegiatan pelatihan

yang selama ini diselenggarakan di Kabupaten Brebes belum sepenuhnya

sesuai  dengan  prinsip  manajemen  pelatihan  yang  sebenarnya  dan  tidak

diselenggarakan  atas  dasar  kebutuhan  guru  pada  sekolah  dasar

penyelenggara  guru  sekolah  dasar  inklusif.  Hal  ini  merupakan  tantangan

tersendiri  bagi  guru  untuk  bias  berhasil  dalam  pelaksanaan  proses

pembelajaran pada sekolah dasar inklusif.

Maka  dari  itu peneliti  bermaksud  untuk  menemukan  solusi

permasalahan dalam mengembangkan model pelatihan bagi guru sekolah

dasar inklusif  di Kabupaten Brebes. Berdasarkan paparan tersebut,  maka

penulis  bermaksud  meneliti  tentang  “Pengembangan  Model  Manajemen

Pelatihan  Guru  Sekolah  Dasar  Inklusif  Berbasis  Kebutuhan  di  Kabupaten

Brebes”.

1.2 Identifikasi Masalah 

Berpijak  dari  latar  belakang  tersebut  dapat  diidentifikasi  beberapa

masalah sebagai berikut :

1.2.1 Pelatihan  guru inklusif  yang sudah diselenggarakan  belum memberikan

bekal  yang  cukup  bagi  guru  sekolah  dasar  inklusif  dalam memberikan

layanan pembelajaran pada siswa berkebutuhan khusus.

1.2.2 Penyelenggaraan  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  didasarkan  pada

proyek pelatihan bukan atas dasar kebutuhan.
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1.2.3 Penyelenggaraan  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  yang  selama  ini

diselenggarakan belum menerapkan manajemen yang efektif dan efesien.

1.2.4 Rendahnya  kompetensi  guru  sekolah  dasar  inklusif  dalam  bidang

penyusunan kurikulum,  identifikasi  siswa berkebutuhan khusus,  metode

pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusif.

1.2.5 Keterampilan  mengajar  guru  sekolah  dasar  inklusif  pada  siswa

berkebutuhan khusus masih sangat rendah.

1.2.6 Rendahnya keterampilan guru sekolah dasar inklusif  dalam menerapkan

model  pembelajaran  dan  penggunaan  media  pembelajaran  pada  siswa

berkebutuhan khusus.

1.2.7 Guru sekolah dasar inklusif kurang memahami keberagaman karakteristik

pada siswa berkebutuhan khusus.

1.2.8 Pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas

Pendidikan  Kabupaten  Brebes  maupun  dari  Forum  Sekolah  Inklusif

Kabupaten Brebes belum ada pengukuran terhadap peserta pelatihan baik

pre test ataupun post test. 

1.2.9 Materi  pelatihan  sekolah  dasar  inklusif  tidak  sesuai  dengan  tujuan

pelaksanaan pelatihan. 

1.2.10 Bunga  rampai  materi  yang  disampaikan  oleh  instruktur  pelatihan  guru

sekolah dasar inklusif, sehingga tidak adanya kesinambungan materi dari

masing-masing instruktur. 

1.2.11 Pelaksanaan  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  belum  berdasarkan

kebutuhan guru sekolah dasar inklusif.
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1.2.12 Penyelenggaraan  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  belum  sesuai

dengan prinsip manajemen pelatihan yang ada.

1.2.13 Belum adanya panduan pengelolaan pelatihan guru sekolah dasar inklusif.

1.2.14 Belum ada model pelatihan guru sekolah dasar inklusif yang sesuai dengan

kebutuhan peserta pelatihan.

1.3 Cakupan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka penelitian ini dibatasi

pada pengembangan model manajemen pelatihan guru sekolah dasar inklusif

berbasis kebutuhan di Kabupaten Brebes. Agar penelitian ini menghasilkan

model pelatihan yang efektif maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai

berikut:

1.3.1 Model  manajemen  pelatihan guru sekolah dasar inklusif ditujukan untuk

guru sekolah dasar di Kabupaten Brebes yang pernah mengikuti pelatihan

guru sekolah inklusif.

1.3.2 Model pelatihan guru sekolah dasar inklusif dirancang dan dilaksanakan

berdasarkan  prinsip  manajemen  pelatihan  ADDIE/  analysis (analisis

kebutuhan  pelatihan),  desain (perancangan  pelatihan),  direction

(pengembangan  pelatihan),  implementation (pelaksanaan  pelatihan),  dan

evaluation (evaluasi pelatihan).

1.3.3 Pelatihan guru sekolah dasar inklusif  ditekankan pada pemahaman guru

sekolah  dasar  tentang  identifikasi  siswa  berkebutuhan  khusus,

pengembangan  kurikulum  yang  dimodivikasi  dengan  kebutuhan siswa
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berkebutuhan  khusus,  keterampilan  menggunakan  media  dan  model

pembelajaran serta penilaian pembelajaran.

1.3.4 Modul manajemen pelatihan guru sekolah dasar inklusif adalah pedoman

pelatihan  bagi  penyelenggara  (Dinas  Pendidikan Kabupaten  Brebes dan

Pengurus Forum Sekolah Inklusif Kabupaten Brebes).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar  belakang masalah dan identifikasi  masalah di atas

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Bagaimana model faktual manajemen pelatihan guru sekolah dasar inklusif

di Kabuapaten Brebes? 

1.4.2 Bagaimana pengembangan model manajemen pelatihan guru sekolah dasar

inklusif berbasis kebutuhan di Kabupaten Brebes?

1.4.3 Bagaimana  kelayakan  model  manajemen  pelatihan  guru  sekolah  dasar

inklusif berbasis kebutuhan di Kabupaten Brebes?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian secara

umum  adalah  untuk  mengembangkan  model  manajemen  pelatihan  guru

sekolah  dasar  inklusif  berbasis  kebutuhan  di  Kabupaten  Brebes.  Model

pelatihan tersebut untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan

pelatihan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  guru  sekolah  dasar  inklusif  di

Kabupaten Brebes. Adapun tujuan secara khusus sebagai berikut:
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1.5.1 Menganalisis  model  faktual  manajemen  pelatihan  guru  sekolah  dasar

inklusif di Kabuapaten Brebes.

1.5.2 Menganalisis  pengembangan  model  manajemen  pelatihan  guru  sekolah

dasar inklusif berbasis kebutuhan di Kabupaten Brebes.

1.5.3 Menganalisis  kelayakan model manajemen pelatihan guru sekolah dasar

inklusif berbasis kebutuhan di Kabupaten Brebes.

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian dan pengembangan ini perlu segera dilaksanakan mengingat

manfaatnya yang sangat besar baik manfaat teoretis maupun praktis, yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah diharapkan akan menghasilkan

sintesis mengenai model manajemen pelatihan guru sekolah dasar inklusif

berbasis kebutuhan.

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat  penelitian  ini  secara  praktis,  dapat  dijadikan  kajian,  dan

masukan bagi pemegang kabijakan, bagi individu, organisasi, dan lembaga

pendidikan terutama penyelenggara pelatihan guru sekolah dasar inklusif

baik Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, maupun Forum Sekolah Dasar

Inklusif Kabupaten Brebes.

1.6.2.1 Bagi  guru  kelas  pada  sekolah  dasar  inklusif,  hasil  penelitian  ini  dapat

digunakan  sebagai  referensi  dan  panduan  dalam  melaksanakan
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perencanaan  pembelajaran  (pengembagan  kurikulum  inklusif,  Rencana

Pelaksanaan  Pembelajaran  dan  silabus),  pelaksanaan  pembelajaran

(penerapan  metode  pembelajaran,  penggunaan  media  pembelajaran  dan

strategi pembelajaran), dan penilaian pembelajaran (ulangan harian, ujian

tengah semester dan ujian akhir semester)  di sekolahnya masing-masing.

1.6.2.2 Bagi sekolah penyelenggara guru sekolah dasar inklusif, hasil penelitian

ini  dapat  digunakan  sebagai  model  peningkatan  kualitas  guru  sekolah

dasar  inklusif  dalam  menyelenggarakan  pelatihan  guru  inklusif  dengan

fungsi  manajemen  seperti  (perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan

dan  pengawasan,  serta  evaluasi),  yang  efektif  dan  efisien  dalam

mengembangkan potensi siswa berkebutuhan khusus.

1.6.2.3 Bagi Dinas Pendidikan dan Forum Sekolah Inklusif, sebagai acuan dalam

menyelenggarakan  pelatihan  guru  sekolah  inklusif  yang  sesuai  dengan

kebutuhan peserta agar mutu guru sekolah dasar inklusif meningkat.

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan

Berikut  diuraikan  spesifikasi  produk  yang  dikembangkan  dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini pada dasarnya berusaha

menghasilkan  sebuah  produk  berupa  model  manajemen  pelatihan  guru

sekolah  dasar  inklusif  berbasis  kebutuhan.  Produk yang  dihasilkan  adalah

panduan manajemen pelatihan guru sekolah dasar inklusif berbasis kebutuhan

dan  paket  pelatihan.  Model  manajemen  pelatihan  yang  dihasilkan  adalah

model manajemen pelatihan berdasarkan prinsip manajemen ADDIE. Paket
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pelatihan yang dihasilkan adalah panduan pelatihan, buku panduan instruktur,

buku panduan peserta, dan modul pelatihan guru sekolah dasar inklusif bagi

guru sekolah dasar.

Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa model  pelatihan

guru sekolah dasar inklusif bagi guru sekolah dasar yang dikembangkan ini

lebih  menekankan  pada  upaya  untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan

kemampuan  dan  keterampilan  guru  sekolah  dasar  dalam  melaksanakan

pembelajaran pada siswa berkebutuhan khusus secara praktis, bukan sekedar

mengembangkan  dan  meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilan  guru

sekolah dasar pada tataran teoritis.

Secara  ringkas,  spesifikasi  produk  berupa  model  pelatihan  guru

sekolah dasar inklusif  bagi guru sekolah dasar ini  dapat diuraikan sebagai

berikut:

1.7.1 Produk penelitian berupa model pelatihan guru sekolah dasar inklusif bagi

guru  sekolah  dasar.  Model  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai

pedoman dalam kegiatan pengembangan dan keterampilan mengajar guru

sekolah dasar inklusif yang efektif.

1.7.2 Paket  pelatihan  yang  terdiri  dari  panduan  manajemen  pelatihan  guru

sekolah  dasar  inklusif  bagi  penyelenggara,  buku  panduan  instruktur

pelatihan guru sekolah dasar inklusif, dan buku panduan peserta pelatihan

guru sekolah dasar inklusif.
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1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

Dalam penelitian ini dikemukakan asusmsi-asumsi sebagai berikut:

1.8.1 Pelatihan guru sekolah dasar inklusif yang efektif adalah pelatihan yang

mampu  memfasilitasi  peningkatan  kemampuan  peserta  dalam

mengimplementasikan  pengetahuan  dan  keterampilan  selama  mengikuti

pelatihan.  Sharma  (2013:16)  menjelaskan  bahwa  keefektifan  pelatihan

adalah sejauh mana para peserta pelatihan dapat belajar dan menerapkan

pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperoleh  selama  pelaksanaan

pelatihan.

1.8.2 Tugas instruktur dalam kegiatan pelatihan guru sekolah dasar inklusif pada

prinsipnya  adalah  memfasilitasi  proses  pembelajaran  yang  efektif  dan

interaksi sehingga mampu meningkatkan potensi peserta pelatihan secara

optimal.

1.8.3 Pelatihan guru sekolah dasar inklusif yang diberikan akan meningkatkan

pengetahuan, pemahaman dan keterampilan guru dalam mengidentifikasi

siswa  berkebutuhan  khusus,  mengembangkan  kurikulum,  Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran, silabus dan keterampilan menggunakan media

pembelajaran serta evaluasi pembelajaran siswa berkebutuhan khusus.

Berdasarkan  asumsi  tersebut  maka pelatihan  guru  sekolah  dasar

inklusif  akan  memberikan  peluang  yang  besar  terwujudnya  kegiatan

pembelajaran  yang  berkualitas  dapat  mengembangkan  potensi  siswa

berkebutuhan khusus.
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Saat  ini  guru  sudah pernah  dan  sering  diberikan  pelatihan  guru

sekolah  dasar  inklusif,  namun kinerja  guru dalam melaksanakan proses

pembelajaran pada siswa berkebutuhan khusus masih cenderung kurang

optimal. Oleh karena itu, perlu adanya model pelatihan guru sekolah dasar

inklusif  yang  lebih  komprehensif  agar  dapat  meningkatkan  dan

mengembangkan  keterampilan  mengajarnya,  yang  dapat  memfasilitasi

guru-guru  sekolah  dasar  untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan

kemampuan, keterampilan dan sikap guru baik pada tataran teori maupun

praktik.

Model pelatihan guru sekolah dasar inklusif  yang dikembangkan

saat  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan

pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  guru  dalam  rangka  memberikan

layanan  pembelajaran  pada  siswa  berkebutuhan  khusus.  Peningkatan

kompetensi guru sekolah dasar ini akan berpengaruh pada kualitas hasil

belajar  peserta  didik.  Akan tetapi  model  yang dikembangkan ini  masih

terdapat berbagai keterbatasan. 

Keterbatasan  model  manajemen  pelatihan  guru  sekolah  dasar

inklusif yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

1.8.1 Dari segi subjek uji coba, hanya diuji cobakan pada 24 guru sekolah dasar

yang  berasal  dari  sekolah  dasar  di  Kabupaten  Brebes  yang  pernah

mengikuti pelatihan guru sekolah dasar inklusif.

1.8.2 Modul  yang  dibuat  materinya  terbatas  hanya  pada  identifikasi  siswa

berkebutuhan  khusus,  pengembangan  kurikulum,  Rencana  Pelaksanaan
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Pembelajaran,  silabus  yang  disesuaikan  dengan  siswa  berkebutuhan

khusus,  model  pembelajaran,  media  pembelajaran  dan  strategi

pembelajaran serta evaluasi pembelajaran.

1.8.3 Terkait dengan tahapan pengembangan model manajemen pelatihan, maka

penelitian ini hanya mengadopsi sebagian dari 10 langkah pengembangan

model penelitian. Dalam hal ini tahapan pengembangan model dilakukan

hanya sampai pada tahap uji coba kelompok besar.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, 

DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Kajian Pustaka

Sebagai bahan kajian bagi pembahasan penelitian tentang pengembangan

model pelatihan guru sekolah dasar inklusif berbasis kebutuhan bagi guru SD

inklusif di Kabupaten Brebes akan dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu

yang relevan sebagai berikut.

Thathong  (2003:87)  meneliti  tentang  Penerapan  Prinsip  Penelitian

Tindakan dalam Mengembangkan Potensi Guru menunjukkan bahwa melalui

proyek pelatihan, para peneliti dan peserta telah mengembangkan harga diri,

team building,  berbagi, kerja kolaboratif dan rasa memiliki. Selain itu, para

peserta  telah  memperoleh  keterampilan  dalam  proses  belajar  mengajar

terutama  membangun  media  pembelajaran,  pembelajaran  kooperatif  dan

melakukan penelitian kelas untuk meningkatkan pengajaran mereka. 

Hasil penelitian Tee (2005:19) menjelaskan bahwa perubahan kurikulum

pendidikan yang mampu menghasilkan  out come yang bersikap mandiri dan

berjiwa  wirausaha,  pembiasaan  belajar  sepanjang  hidup,  berpikir  global,

mampu  memahami  dan  menghormati  perbedaan  menjadi  sebuah  budaya.

Setiap sekolah harus mempunyai visi yang mampu melihat setiap potensi pada

anak  agar  dapat  dikembangkan  secara  penuh.  Simpulan  penelitian  di  atas

sangatlah ideal bila dapat diterapkan dalam system pendidikan di Indonesia.

25
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Penyusunan kurikulum pendidikan sangatlah perlu memperhatikan penanaman

nilai-nilai karakter dalam setiap matapelajaran. 

Pelatihan  pendidikan  inklusif  berbasis  potensi  siswa  berkebutuhan

khusus merupakan pelatihan dengan memodivikasi materi pelatihan agar guru

SD  inklusif  mampu  menganalisis  potensi  yang  dimiliki  siswa  dan  dapat

mengarahkan  serta  mengembangkannya.Ali,  Manisah  Mohd;  Mustapha,

Ramlee;  Jelas,  Zalizan  Mohd.  (2006:89).  Studi  Kasus  pada  persepsi  guru

pendidikan inklusif di Malaysia. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

penelitian ini  menggunakan statistik deskriptif  kuantitatif  dengan responden

sejumlah  235  orang  guru.  Sejumlah  pertanyaan  yang  diberikan  kepada

persepsi guru di sekolah dasar inklusif terkait  dengan sikap dan pandangan

pendidikan  inklusif.  Secara  umum sikap dan pandangan guru-guru sekolah

dasar  inklusif  pada  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  positif/menerima

dengan  baik.  Mereka  sepakat  bahwa  siswa  inklusif  berhak  memperoleh

layanan  pendidikan  yang  sama  dengan  siswa  pada  umumnya  dan  mereka

berhak untuk berkomunikasi dengan siswa lainnya.

Harris  dan  Sass  (2007:205),  melakukan  penelitian  tentang  efek  dari

pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas guru untuk meningkatkan prestasi

siswa.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pelatihan  guru  hanya

mempengaruhi  dua  produktifitas  belajar.  Pertama,  pengembangan  profesi

guru,  secara  positif  berhubungan  dengan  produktifitas  matematika  pada

sekolah menengah dan tinggi. Kedua, guru yang lebih berpengalaman tampil

lebih efektif  dalam mengajar matematika dan membaca pada sekolah dasar
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dan sekolah menengah, dan tidak ada bukti bahwa pelatihan bakat skolastik

guru mempengaruhi kemampuan mereka untuk meningkatkan prestasi siswa.

Komba dan Nkumbi (2008:93) melakukan penelitian untuk mengetahui

apakah  pelatihan  pengembangan  profesi  guru  dapat  meningkatkan

profesionalitas  guru,  akademis,  dan  teknis  di  Tanzania.  Hasil  penelitian

menunjukan  bahwa  pengembangan  profesi  guru  menggabungkan  dua

komponen  yakni  peningkatan  kualifikasi  akademik  dan  pengembangan

profesional guru. Hasil temuan penelitian ini memiliki implikasi untuk teori,

kebijakan, dan penelitian lebih lanjut. Sejauh teori yang bersangkutan dalam

penelitian ini merupakan kontribusi yang signifikan terhadap pengertian dari

pengembangan  profesi  guru  di  negara  yang  sedang  berkembang,  di  mana

pengetahuan pedagogis umum lebih diutamakan dari pada pengetahuan guru

tentang  materi  pelajaran.  Pengembangan  profesi  guru  di  Tazmania  kurang

terkoordinasi dan jarang dianggarkan. Sehingga model untuk pengembangan

profesi guru di Tanzania berbeda dengan model yang diusulkan oleh Rogan

dan Greyson bahwa memerlukan tambahan kualifikasi akademik dasar sebagai

komponen  penting  dari  program  pengembangan  profesi  guru.  Hal  ini

khususnya terjadi karena sekitar 31,3 persen dari guru-guru di sekolah dasar

belum mencapai kualifikasi yang dibutuhkan.

Hasil Penelitian Santyasa (2008:76), tentang keberadaan dan kepentingan

pengembangan  model-model  pelatihan  untuk  pembinaan  profesi  guru,

menunjukkan bahwa tidak ditemukannya model-model pelatihan yang standar.

Rencana  dan  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  yang  dibuat  guru  belum
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mencerminkan penerapan pembelajaran  dan asesmen inovatif,  lesson study,

dan pendidikan inklusif. Pengetahuan konseptual guru tentang pembelajaran

dan  asesmen  inovatif,  lesson  study,  dan  pendidikan  inklusif  berkategori

kurang.  Perolehan belajar  siswa berkategori  kurang.  Kepala sekolah sangat

mendukung pengembangan model pelatihan untuk pembinaan profesi guru.

Valeo  dari  Ryeson  University  (2008:64),  meneliti  tentang  sistem

dukungan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  bahwa  terdapat

perbedaan  persepsi  antara  guru  dan  administrator  dalam  penyelenggaraan

pendidikan  inklusif,  guru  merasa  frustasi  karena  tuntutan  kurikulum  dan

keterbatasn  waktu.  Kerjasama  antara  guru  kelas  dengan  guru  pembimbing

khusus juga masih belum optimal.

Fox dan Ysseldyke  dalam Valeo  (2008:65)  yang mencatat  kurangnya

waktu sebagai keprihatinan dikalangan guru. Karena itu guru sekolah regular

di sekolah pendidikan inklusif,  perlu diberikan tambahan pelatihan.  Hal ini

diperkuat juga dengan pendapat Gonzalez Gill, dkk (2013:783), dalam survey

kebutuhan  pelatihan,  menyimpulkan  bahwa  200  guru  di  sekolah

penyelenggara pendidikan inklusif membutuhkan berbagai pelatihan terutama

berkaitan  dengan  issue-isue  pengelolaan  kelas  inklusif  dan  metode

pembelajaran.

Pendidikan inklusif di beberapa Negara Selatan pada umumnya termasuk

paradigma baru.  Di  Hongkong misalnya,  pendidikan inklusif  dimulai  sejak

tahun  1997.  Menurut  penelitian  McBrayer  &  Wong  (2013:1520),

implementasi  pendidikan  inklusif  menyangkut  perubahan  nilai,  karena  itu
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untuk  mengatasi  kesulitan  teknis  di  lapangan,  pemerintah  mengeluarkan

kebijakan  dalam  skema  kemitraan  antara  sekolah  dengan  pusat  sumber.

Banyak  alasan  mengapa  kepala  sekolah  berpartisipasi  dalam  pendidikan

inklusif.  Penelitian  ini  menyimpukan  bahwa kesediaan  kepala  sekolah  ikut

berpartisipasi  karena  alasan  agama,  visi  bersama  dan  adanya  kemitraan

dengan guru lain dalam komunitas lingkungan. 

Sunaryo, (2009:112)  melaksanakan  penelitian  di  Bandung  tentang

implementasi pendidikan inklusif, diantaranya adalah (1) masih dipahaminya

pendidikan  inklusif  secara  dangkal,  yaitu  semata-mata  memasukan  anak

berkebutuhan khusus ke sekolah regular tanpa upaya untuk mengakomodasi

kebutuhan  khususnya;  (2)  munculnya  label-label  khusus  yang  sengaja

diciptakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang cenderung membentuk

sikap eksklusivisme, seperti sekolah unggulan, sekolah bertaraf internasional,

sekolah akselerasi, sekolah favorit, sekolah percontohan dan lain-lain. Kondisi

ini tentu berdampak pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebagai

sekolah  kelas  dua  karena  menerima  Anak  Berkebutuhan  Khusus  dianggap

sama  dengan  special  school  (SLB);  (3)  masih  terbatasnya  perhatian  dan

keseriusan  pemerintah,  terutama  beberapa  pemerintah  daerah  dalam

mempersiapkan  pendidikan  inklusif  secara  matang  dan  komprehensif,  baik

dari aspek sosialisasi, penyiapan sumber daya, maupun uji coba pembelajaran

sehingga hanya terkesan program eksperimental.

Rudiyati,  Sari.  (2010:76).  Peningkatan  Kompetensi  Guru  Sekolah

Inklusif dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Pendidikan Khusus Melalui
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Pembelajaran  Kolaboratif.  Journal.uny.ac.id  FIP  Universitas  Negeri

Yogyakarta:  Hasilnya  sebagai  berikut:  Penelitian  tindakan  di  10  Sekolah

Dasar  Inklusif  dengan  subyek  penelitian  20  guru  reguler  dan  10  guru

pembimbing khusus. Siklus 1 berupa pelatihan dan workshop dan siklus ke-2

berupa  pendampingan  pelaksanaan  pembelajaran  kolaboratif.  Temuannya

bahwa  pembelajaran  kolaboratif  terbukti  dapat  meningkatkan  kompetensi

profesional  guru  sekolah  inklusif  dalam  penanganan  anak  berkebutuhan

pendidikan khusus.

Hasil  Penelitian Nitiasih dkk (2010:46),  tentang pengembangan model

pelatihan tindakan kelas reflektif  berbasis  kompetensi,  menunjukkan bahwa

model  pelatihan  reflektif  dengan sintaks  (a)  receive  knowledge (pemberian

informasi),  b)  Previous  experiencial  knowledge (refleksi),  (c)  Practice (d)

Reflect (refleksi),  (e)  Proffesional  competence (Perbaikan  proposal)  dapat

meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun proposal PTK. Berdasarkan

hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasi para penyelenggara pelatihan

untuk menggunakan model ini dalam melakukan pelatihan PTK untuk guru-

guru di SD, SMP maupun di SMU.

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Gherghut  di  Rumania  (2010:711)

menyimpulkan bahwa sikap dan persepsi guru terhadap pendidikan inklusif

cukup positif, tetapi pada saat yang sama belum mampu mengubah layanan

pendidikan  yang  lebih  fleksibel  dan  terbuka  untuk  semua  anak.  Penelitian

tentang sikap dan persepsi guru terhadap pendidikan inklusif yang dilakukan

Emam dan Mohamed (2011:116) di Mesir, menemukan bahwa sikap positif



31

yang  hanya  dimiliki  oleh  guru  yang  lebih  berpengalaman,  sementara  guru

yang  belum  berpengalaman  cenderung  bersikap  kurang  positif.  Tidak  ada

perbedaan  sikap guru  SD dan guru  TK,  tetapi  guru  SD ternyata  memiliki

kemampuan manajerial yang lebih baik dari guru TK. 

Sunardi,  dkk  (2011:121)  telah  mengkaji  184  sekolah  penyelenggara

pendidikan inklusif di beberapa provinsi di Indonesia. Ada tujuh aspek yang

diukur  untuk  menggambarkan  kinerja  sekolah  berdasarkan  kriteria  ideal

sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, anatara lain: (1) aspek manajemen

dan kelembagaan; (2) aspek kesiswaan; (3) aspek identifikasi dan assesmen;

(4)  aspek kurikulum;  (5)  aspek pembelajaran;  (6)  aspek penilaian;  dan  (7)

aspek dukungan.  Berdasarkan aspek-aspek tersebut,  tingkat  kinerja  sekolah

penyelenggara pendidikan inklusif ternyata belum optimal sesuai dengan yang

diharapkan.  Secara  deskriptif,  skor  yang dicapai  dari  masing-masing aspek

manajemen sekolah yang diukur menunjukkan bahwa: (1) aspek manajemen

kelembagaan  61%;  (2)  aspek  kesiswaan  38%;  (3)  aspek  identifikasi  dan

assesmen 46,6%; (4) aspek kurikulum 34,6%; (5) aspek pembelajaran 63,6%;

(6)  aspek  penilaian  69,4%;  dan  (7)  aspek  dukungan  67,9%.  Temuan  ini

mengindikasikan  bahwa  di  lapangan  masih  banyak  permasalahan  dalam

implementasi pendidikan inklusif.

Jahangir,  (2012:87)  melakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk

meningkatkan  kompetensi  guru  melalui  pelatihan  dalam  jabatan.  Hasil

penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  pelatihan  dalam  jabatan  efektif  untuk

meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru dan mempengaruhi
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secara positif terhadap kinerja guru tersebut dan hasil belajar siswa.Penelitian

Unianu  (2012:900)  di  Rumania  antara  lain  menemukan  bahwa  belum ada

pemahaman yang sama antar para guru di sekolah regular tentang pendidikan

inklusif  dan  pendidikan  terpadu.  Dalam  hal  konsep-konsep  dasar  tentang

pendidikan  inklusif,  juga  ditemukan  bahwa  guru-guru  senior  lebih  baik

pemahamannya dibanding dengan guru-guru muda/yunior.

Berdasarkan temuan studi kasus kualitatif,  Mukhopadhyay (2012:213),

menjelaskan pengalaman para pemangku kepentingan tentang dimasukannya

peserta  didik  berkebutuhan  khusus  di  sekolah  umum  di  Wilayah  tengah

Selatan Botswana. Beberapa pemangku kepentingan dari 6 (enam) SD inklusif

dilibatkan dalam penelitian ini, yaitu kepala sekolah, guru pendidikan umum,

peserta  didik  penyandang  cacat,  dan  rekan-rekan  mereka.  Hasil  penelitian

menunjukkan bahwa sebagian besar guru lebih suka menyertakan ABK yang

ringan  daripada  yang  berat  dalam  proses  pembelajaran,  kepala  sekolah

menyatakan  prihatin  karena  tidak  adanya  pelatihan  yang  memadai  dalam

pendidikan khusus, kurangnya sumber daya, dan tingginya rasio murid guru

sebagai hambatan untuk keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif.

Supraptono  (2013:67)  meneliti  tentang  penerapan  sistem  pelatihan

partisipatif  pada peserta  pelatihan  ternyata  mampu membuka wawasan dan

keaktifan  dalam  bertukar  pengetahuan.  Hal  ini  disebabkan  dorongan  dan

keinginan beraktualisasi  secara professional.  Rajasekar  dan Khan (2013:27)

meneliti  kondisi  fungsi  pelatihan  dan  efektivitas  pelatihan  di  sebelas

organisasi  Pemerintah  Oman  yang  bertujuan  untuk  membangun  dan
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mengembangkan  tenaga  kerja  yang  kompeten  dengan  penempatan  tenaga

kerja. Hasil penelitiannya adalah ada kebutuhan yang kuat untuk menyusun

HRD dan pelatihan kerangka terpadu yang akan mampu membangun model

pelatihan dan pengembangan di organisasi Pemerintah Oman dan mendorong

fleksibilitas, kreativitas, pembelajaran tim dan kolaborasi di antara karyawan

di tempat kerja.

Pengembangan potensi siswa berkebutuhan khusus agar dapat terealisasi

setelah diberikannya pelatihan juga dengan cara pembelajaran kolaboratif dan

partisipatif di masing-masing sekolah dasar inklusif. Elisa, Syafrida., Wrastari,

Tri, Aryani. (2013:97) melaksanakan penelitian tentang sikap guru terhadap

pendidikan  inklusi  ditinjau  dari  faktor  pembentuk  sikap,  adapaun  hasilnya

adalah penelitian pada 4 (empat) sekolah dasar inklusi di Surabaya. Penelitian

kualitatif  dengan  teknik  wawawancara  mendalam  sedangkan  analisis  data

dengan analisis tematik dengan melakukan koding/pengkodean terhadap hasil

transkrip wawancara dan catatan lapangan. Hasilnya sikap guru yang terdiri

dari  sikap  positif  yaitu  menerima  terhadap  pendidikan  inklusif  dan  sikap

negatif yakni menolak pendidikan inklusif. Faktor yang muncul adalah latar

belakang  guru,  pandangan  terhadap  anak  berkebutuhan  khusus,  tipe  guru,

tingkat  kelas,  keyakinan  guru,  pandangan  sosio-politik,  empati  guru  dan

gender.  Kedua  faktor  pengalaman,  terdiri:  mengajar  siswa  berkebutuhan

khusus dan pengalaman kontak dengan anak ABK. Ketiga faktor pengetahuan,

yaitu:  level  pendidikan guru,  pelatihan,  pengetahuan dan kebutuhan belajar
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guru. Keempat faktor lingkungan pendidikan, terdiri dukungan sumber daya,

dukungan ortu, keluarga dan sistem sekolah.  

Indriawati,  Prita  (2013:85)  meneliti  tentang  Implementasi  Kebijakan

Tugas Guru Pembimbing Khusus Pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri se-

Kecamatan  Junrejo  Batu.  Hasil  penelitiannya  adalah  sebagai  berikut:

penelitian  dengan  metode  kualitatif  pengungkapan  data  dengan  cara

wawancara mendalam pada SD penyelenggara inklusif di Kecamatan Junrejo

Batu  tentang,  (1)  kepemimpinan  kepala  SD Inklusif  di  Kecamatan  Junrejo

Batu,  (2)  pelaksanaan  supervisi/  pengawasan  kepada  guru  di  SD  Inklusif

Kecamatan  Junrejo  Batu,  dan (3)  Kompetensi  guru pembimbing  khusus  di

SDN Inklusif Kecamatan Junrejo Batu.

Penelitian  dilakukan  Tchapchet  et  al.  (2014:39),  meneliti  partisipasi

karyawan sebuah Universitas Teknologi di Afrika Selatan. Universitas sebagai

bagian dari sistem universitas publik yang dihadapkan pada tantangan yang

berbeda dari universitas yang lebih komprehensif dan tradisional. Pertanyaan

dalam  penelitian  ini  adalah  sejauh  mana  karyawan  terintegrasi  dalam

pengelolaan  fakultas?  Apakah  partisipasi  karyawan  meningkatkan

produktivitas?  Apakah  ada  platform  untuk  partisipasi  karyawan?  Temuan

penelitian  menunjukkan  bahwa  dampak  positif  berupa  efektivitas,  efisiensi

dan  produktivitas  dari  fakultas  di  lembaga  perguruan  tinggi  tersebut

disebabkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Produktivitas

kelembagaan  adalah  tujuan  dasar  dari  manajemen  dalam  lingkungan
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pendidikan tinggi. Hal ini karena produktivitas yang lebih tinggi (lulusan) di

depan umum setiap perguruan tinggi akan menarik siswa baru. 

Penelitian yang dilakukan Abdulai, et al. (2014:120), aspek yang diteliti

adalah hubungan antara partisipasi  karyawan dalam pengambilan keputusan

dan produktivitas di Naara Rural Bank dan Builsa Community Bank. Metode

penelitian campuran yang digunakan untuk penelitian karena sifat yang khas.

Dengan  demikian  pendekatan  pengumpulan  data  kualitatif  dan  kuantitatif.

Teknik  pengambilan  sampel  sederhana  dan  purposive  digunakan  untuk

mendapatkan sampel dari 80 responden untuk penelitian. Dua set instrumen

yang digunakan dalam penelitian ini: kuesioner yang terdiri dari 40 item dari

kedua  pertanyaan  terbuka  dan  pertanyaan  tertutup  pada  berbagai  skenario

partisipasi karyawan dan panduan wawancara yang terdiri dari sepuluh item.

Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  SPSS  dan  Sistem  Analisis

Statistik (SAS). Analisis kuantitatif  menunjukkan hubungan yang signifikan

antara  produktivitas  dan berbagai  bentuk partisipasi,  menggunakan uji  chi-

square pada tingkat kepercayaan 95%. Disimpulkan dari penelitian bahwa 76

responden  dari  80  yang  mewakili,  bahwa  produktivitas  dipengaruhi  oleh

partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan.

Eko Adinuryadin (2014:138), bahwa  peer training dapat meningkatkan

kemampuan  guru  dalam  melaksanakan  pembelajaran  saintifik. Peneliti

merekomendasikan kepada para trainer dan pengawas agar peer training dapat

dijadikan referensi untuk kegiatan pelatihan, baik di lingkup satu maupun be-

berapa sekolah. Hal penting yang peneliti sarankan dalam peer training yaitu
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hendaknya peer training dilaksanakan sesuai alokasi hari MGMP sekolah agar

tidak mengganggu aktivitas guru dalam mengajar.

Penelitian  dilakukan  Kusumaningrum,  et  al.  (2014:223),  aspek  yang

diteliti  adalah  mengembangkan  model  manajemen  pelatihan  berbasis

partisipatif  untuk  meningkatkan  profesionalisme  guru  mendayagunakan  e-

learning Rumah Belajar. Subyek penelitian adalah Pengawas Sekolah sebagai

pengguna  produk  dan  guru  kimia  SMA  Kota  Semarang  sebagai  peserta

pelatihan.  Tujuan  penelitian  adalah  pengembangan  model  manajemen

pelatihan  berbasis  partisipatif  untuk  meningkatkan  profesionalisme  guru

mendayagunakan  e-learning rumah  belajar.  Pendekatan  penelitian  adalah

Research  and  Development  (R&D).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa

profesionalisme guru kimia dalam mendayagunakan e-learning rumah belajar

dapat  ditingkatkan  melalui  pengembangan  model  manajemen  pelatihan

berbasis partisipatif. 

Yusuf,  Munawir.  (2014:30).  Kinerja  kepala  sekolah  dan  guru  dalam

mengimplementasikan  pendidikan  inklusif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk

mendeskripsikan  kinerja  kepala  sekolah  dan  guru  dalam

mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Untuk mencapai

tujuan tersebut,  dilakukan penelitian survei ke sekolah dasar penyelenggara

pendidikan  inklusif  di  4  (empat)  wilayah  kabupaten/kota,  yaitu  Surakarta,

Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Jumlah sampel

dalam penelitian ini 51 SD Inklusi, 51 kepala sekolah, dan 103 guru kelas.

Data  dikumpulkan  dengan menggunakan angket  dan  diolah  secara  statistik
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deskriptif. Validitas angket kepala sekolah berada dalam rentang 0.312 - 0.796

dengan reliabilitas 0.962. Validitas angket guru berada dalam rentang 0.290 -

0.815  dengan  reliabilitas  0.956.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)

kinerja  kepala  sekolah  dalam  mengimplementasikan  pendidikan  inklusif

berada  dalam  kategori  sedang;  (2)  kinerja  guru  kelas  dalam

mengimplementasikan pendidikan inklusif berada dalam kategori sedang; dan

(3) skor kinerja kepala sekolah rata-rata (65,45%), lebih tinggi dibanding skor

rata-rata yang dicapai guru (62,3%).

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Shaed,  et  al.  (2015:47),  aspek  yang

diteliti adalah partisipasi karyawan dalam decision making, dengan melakukan

ulasan  terhadap  32  artikel  yang  dipublikasikan  tahun  2010-2014.  Hasil

penelitian  disimpulkan  bahwa  para  peneliti  di  seluruh  dunia  termasuk

Malaysia masih prihatin dan tertarik pada topik partisipasi karyawan dalam

decision making organisasi. Kebanyakan temuan juga mendukung efek positif

dan kontribusi dari decision making process karyawan.

Selma Akalin(2015:18), bahwa pelatihan dan umpan balik kinerja yang

diberikan  kepada  guru  dapat  meningkatkan  keterampilan  manajemen  kelas

sehingga pembelajaran kondusif dan hasil belajar tercapai. Akibatnya, umpan

balik  kinerja  ditemukan  memiliki  efek  positif  pada  penggunaan  guru

keterampilan  manajemen  kelas  target  (individualisasi,  transisi,  dan

penguatan). Terlihat bahwa intervensi meningkatkan keterampilan manajemen

kelas  preventif  dan  perilaku  kelas  guru.  Mengenai  hasil  untuk  anak-anak,

program intervensi meningkatkan keterlibatan akademik dan perilaku positif,
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sementara  mengurangi  perilaku negatif.  Pendapat  guru yang terkait  dengan

intervensi  umpan  balik  kinerja  pada  umumnya  positif.  Akhirnya,  data

perbandingan sosial menunjukkan bahwa intervensi itu valid secara sosial, dan

pada  akhir  penelitian,  siswa  yang  menjadi  peserta  dalam  penelitian  ini

menunjukkan  perilaku  yang  lebih  positif  dan  perilaku  negatif  yang  lebih

sedikit daripada kelompok pembanding sosial.

L. Stough. (2015:58), bahwa guru pendidikan khusus yang berjumlah 62

orang setelah diberikan pelatihan manajemen kelas secara intensif dan sesuai

dengan  kebutuhan  guru  terdapat  perbedaan  yang  sangat  signifikan.  Hasil

menunjukkan bahwa kebutuhan pelatihan guru dalam manajemen kelas dapat

bertahan  sepanjang  karier  profesional  mereka,  bahkan  setelah  pelatihan

preservice intensif.Sedangkan menurut Masrukhi (2015:98), pelatihan dengan

model  yang  praktis  ternyata  mampu  meningkatkan  profesionalitas  guru

matematika  dengan hasil  karya PTK dan artikel  ilmiah.  Dipaparkan bahwa

kelemahan model pelatihan ini antara lain disebabkan keterbatasan referensi

dan heterogenitas pengalaman peserta pelatihan.

Penelitian  dilakukan  Suliyanto,  et  al.  (2016:37),  aspek  yang  diteliti

adalah perbedaan kualitas pelatihan partisipatif dengan kualitas pelatihan non-

partisipatif. Tujuan penelitian untuk menganalisis perbedaan persepsi kualitas

pelatihan  partisipatif  terhadap  persepsi  kualitas  pelatihan  non-partisipatif.

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  eksperimental.  Jumlah  peserta  20

perajin batik lukis di Kabupaten Purbalingga,  Indonesia. Data dikumpulkan

dengan menggunakan Focus Group Discussion (FGD), dan kuesioner. Uji dua
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sampel  berpasangan  (Wilcoxon)  digunakan  untuk  melakukan  analisis  data.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kualitas model pelatihan

partisipatif lebih baik daripada model pelatihan non-partisipatif.

Toharudin (2017:1) meneliti tentang Strategi Peningkatan Kualitas Guru

Pembimbing Khusus Pada Sekolah Inklusi (Studi Kasus di SDN Kalierang 03

Bumiayu Brebes. Adapun hasilnya (1) Sistem rekruitmen Guru Pembimbing

Khusus dengan memanfaatkan guru yang sudah ada dan mempertimbangkan

kompetensi guru. Dari jumlah 12 guru di SDN Kalierang 03 dipilih dua orang

guru  untuk  menjadi  GPK.  Rekruitmen  dilakukan  secara  terbuka,  dan

mempertimbangkan minat guru, serta kompetensi standar nasional pendidikan

dengan  ijazah  minimal  strata  satu,  (2)  Strategi  peningkatan  kualitas  GPK

dengan cara: pelatihan, pendampingan teman sejawat, peningkatan sarana dan

prasarana  pembelajaran,  memperluas  pengetahuan  dan  keterampilan,

memberikan reward and punishmen.

Deska Jefry S (2017:19),  bahwa pengambilan  keputusan  manajemen

kepala sekolah mempunyai peran sangat tinggi dalam pengambilan kebijakan

dan bersifat terpusat pada kepala sekolah yang mempunyai kewenangan; peran

kepala  sekolah,  kebijakan  dan  aturan  baku  merupakan  motivasi   dalam

pembinaan terhadap guru, untuk mengukur kelemahan dan kelebihan kinerja.

Karakteristik  pendelegasian  wewenang  dan  kontrol  delegasi  mempunyai

kewenangan  mutlak  pada  atasan dengan komunikasi langsung satu arah dari

pimpinan  kepada  bawahan  baik  itu  pengawasan  terhadap  tingkah  laku,

perbuatan, atau kegiatan para bawahannya dilakukan secara ketat.
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Ra’ed  Masa’deh  (2017:73),  bahwa  manajemen  pengetahuan  pada

kinerja  pekerjaan  di  pendidikan  tinggi  dapat   bahwa proses  manajemen

pengetahuan  (KMPR)  meliputi  identifikasi  pengetahuan,  penciptaan

pengetahuan,  pengumpulan  pengetahuan,  pengorganisasian  pengetahuan,

penyimpanan  pengetahuan,  penyebaran  pengetahuan  dan  aplikasi

pengetahuan  di  Yordania.  Sedangkan  Arif  Burhanuddin  (2017),  bahwa

sistem manajemen mutu yang diterapkan di Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum

terhadap  layanan  pendidikan,  peserta  didik  dilayani  dengan  baik  untuk

memulai proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas.

Sadimin,  (2017:54)  meneliti  tentang  pengembangan  model  pelatihan

Pendidikan inklusif bagi guru fisika SMA berbantuan e-modul, permasalahan

penelitian  ini  adalah  rendahnya  motivasi  guru  fisika  SMA  di  kabupaten

Brebes  dalam  menulis  dan  melaksanakan  pendidikan  inklusif,  dan  belum

mempunya guru fisika dalam memperbaiki  kualitas  pembelajarannya.  Hasil

penlitian  bahwa pelatihan  dengan  berbantuan  e-modul  memiliki  efektivitas

tinggi. Penelitian ini dapat memberikan kemudahan kepada guru fisika dalam

menyusun PTK.  

Luc Honore Petnji Yaya (2017:67), bahwa analisis program pelatihan

yang  berkaitan  dengan sistem manajemen  mutu  (QMS) di  Spanyol  bahwa

pendidikan umum di  Spanyol  dan  khususnya terkait  dengan QMS dapat

diklasifikasikan  menjadi  empat  kelompok  yang  berbeda  termasuk:

universitas resmi, universitas tidak resmi, non-universitas resmi dan non-

universitas  tidak  resmi.  Selain  itu,  penelitian  ini  mengamati  bahwa

https://www.emeraldinsight.com/author/Petnji+Yaya%2C+Luc+Honore
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perhatian  umum  tentang  pekerjaan  dan  pendapatan  di  Spanyol  telah

menyebabkan  masyarakat  lokal,  otonom  dan  pemerintah  nasional  untuk

meluncurkan  langkah-langkah  khusus  yang  dirancang  untuk  keduanya

terus meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan latar belakang QMS dan

untuk meringankan kesulitan ditemui ketika memasuki pasar tenaga kerja.

Firdaus (2017:78), bahwa model peningkatan kinerja guru yang sesuai

dengan  kebutuhan  guru  adalah  model  peningkatan  kinerja  guru  berbasis

demonstrasi  mengajar.  Hasil  uji  coba  menunjukkan  keefektifan  model

peningkatan kinerja guru berbasis demonstrasi mengajar.Masruroh (2017:80),

bahwa  keefektifan  pembelajaran  selama  pelatihan,  kualitas  layanan,  dan

kepuasan  peserta  terhadap  citra  Balai  Diklat  Keagamaan  Semarang,  yaitu

secara  langsung  kepuasan  peserta  pelatihan  dipengaruhi  oleh  keefektifan

pembelajaran  selama  pelatihan,  kepuasan  peserta,  dan  citra  serta,  tidak

terdapat  pengaruh  secara  tidak  langsung  keefektifan  pembelajaran  selama

pelatihan  terhadap  citra  melalui  kepuasan  peserta  dikarenakan  hasil  direct

effect lebih besar daripada indirect effect.

Sutarto (2017:42),  meneliti  tentang analisis  pengaruh faktor  komitmen

tutor,  kepemimpinan,  kondisi  lingkungan  kerja  terhadap  efektivitas  proses

pembelajaran;  dan  pengaruh  efektifitas  proses  pembelajaran  terhadap  hasil

belajar pendidikan setara. Sampel yang akan menjadi data penelitian sebanyak

204 tutor pendidikan setara Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Jawa Tengah.

Teknik  pengambilan  sampel  adalah  "probabilitas  random  sampling".

Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner berskala gradasi. Analisis data
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dilakukan  dengan  analisis  regresi  linier.  Studi  ini  menemukan  bahwa:  (a)

faktor  komitmen  tutor  dengan  memberikan  pengaruh  langsung  terhadap

efektivitas  proses  pembelajaran  dengan  persentase  18,49%.  (b)  Faktor

kepemimpinan  SKB  dengan  memberikan  pengaruh  langsung  terhadap

efektivitas proses pembelajaran dengan persentase sebesar 44,89%; (c) kondisi

lingkungan kerja dengan memberikan pengaruh langsung terhadap efektivitas

proses  pembelajaran  dengan  persentase  26,57%;  (e)  perancangan  rencana

instruksional  berdampak  pada  output  peserta  adalah  29,47%,  dan  (f)

implementasi  dampak instruksional terhadap output peserta adalah 40,96%.

Implikasi  hasil  belajar  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  efektifitas

pembelajaran.  Hal  ini  dilakukan dengan meningkatkan komitmen tutor  dan

menciptakan kondisi lingkungan kerja.

Martika  (2017:18)  meneliti  tentang  Pengembangan  Model  Pelatihan

Berkelanjutan  Untuk  Peningkatan  Kompetensi  Pedagogik  ke-PLB-an  Bagi

Guru Reguler di Sekolah Inklusi. Tesis Program Studi Pendidikan Luar Biasa

Program  Pascasarjana  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta.  Penelitian  ini

bertujuan untuk :  (1) mengetahui  tingkat  kompetensi  pedagogik ke-PLB-an

bagi  guru  reguler  di  sekolah  inklusi,  (2)  mengetahui  model  pelatihan

komptensi pedagogik ke-PLB-an guru reguler di sekolah inklusi yang saat ini

dijalankan,  (3)  mengetahui  model  pelatihan  yang  dapat  meningkatkan

kompetensi pedagogik ke-PLB-an bagi guru-guru reguler di sekolah inklusif,

(4)  mengetahui  validitas  model  pelatihan  berkelanjutan  untuk  peningkatan

kompetensi pedagogik ke-PLB-an bagi guru reguler di sekolah inklusi dalam
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penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pertama studi

pendahuluan untuk mengetahui tingkat kompetensi pedagogik ke-PLB-an bagi

guru reguler di  sekolah inklusi,  model  pelatihan kompetensi pedagogik ke-

PLB-an guru reguler di sekolah inklusi yang saat ini dijalankan, dan model

pelatihan  yang dapat  meningkatkan  kompetensi  pedagogik  ke-PLB-an bagi

guru-guru reguler di sekolah inklusif. Tahap kedua yaitu penyusunan model

pelatihan berkelanjutan.  Tahap ketiga  yaitu  validasi  ahli  dan validasi  calon

pengguna  untuk  menilai  model  dan  memberi  saran  dan  komentar  untuk

penyempurnaan  model.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Tingkat

kompetensi pedagogik ke-PLB-an guru reguler di sekolah inklusi mayoritas

menunjukkan kurang, (2) Model pelatihan yang sudah ada belum efektif untuk

peningkatan kompetensi pedagogik ke-PLB-an bagi guru reguler di sekolah

inklusi,  (3)  Model  pelatihan  yang  dianggap  perlu  dan  efektif  untuk

peningkatan kompetensi pedagogik ke-PLB-an bagi guru reguler di sekolah

inklusi  adalah  model  pelatihan  berkelanjutan  In-On-In  (4)  Validitas  model

pelatihan berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi pedagogik ke-PLB-an

bagi guru reguler di sekolah inklusi telah divalidasi ahli dengan hasil rata-rata

ahli yaitu 4,49 (sangat baik) dan validasi oleh calon pengguna dengan hasil

rata-rata 4,32 (sangat baik).

Musino (2018:97), penelitian ini membahas tentang kegiatan pemasaran

pendidikan  yang  dilakukan  oleh  SD  Kemala  Bhayangkari  02  Semarang,

bahwa konsep  manajemen  pemasaran  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  SD

Kemala  Bhayangkari  02  Semarang  dalam  bentuk  analisis,  perencanaan,



44

implementasi  dan pengawasan; implementasi konsep dan fungsi manajemen

pemasaran yang dilakukan masih belum optimal.

Rustianto (2018:64) Penelitian pengawas dan guru SMK di Kecamatan

Wonosari,  Kabupaten  Gunungkidul,  bahwa  model  supervisi  akademik

berdasarkan video conference sangat layak untuk dilaksanakan. Penelitian ini

menunjukkan bahwa pengawas dapat segera mengadopsi model pengawasan

akademik  berbasis  video  konferensi  untuk  memecahkan  masalah  saat  ini;

jumlah guru yang akan dipandu, waktu terbatas dan lokasi yang luas.Hartomo

(2018),  bahwa  model  pemberdayaan  guru  dalam  pembelajaran  sosiologi

berbasis  blended  learning efektif  untuk  pemberdayaan  guru  sosiologi  di

Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. 

Dapat disimpulkan  dari beberapa hasil  kajian  penelitian relevan di atas

bahwa: (1) pelatihan dapat mengembangkan keterampilan mengajar guru, (2)

pelatihan  dapat  meningkatkan  motivasi  mengajar  guru,  (3)  pelatihan  dapat

meningkatkan  profesionalisme  guru,  (4)  perubahan  kurikulum  pelatihan

mampu  menghasilkan  tujuan  pelatihan,  (5)  kecukupan  waktu  dalam

pelaksanaan  pelatihan  dapat  merealisasikan  tujuan  pelatihan,  (6)  kemitraan

antara sekolah dengan pusat sumber pelatihan dapat meminimalisir kesulitan-

kesulitan  teknis  di  lapangan,  (7)  model  pembelajaran  kolaboratif  yang

diterapkan  dalam  pelatihan  dapat  meningkatkan  kompetensi  guru  sekolah

inklusif dalam penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, (8) pelatihan dapat

mempengaruhi  sikap  dan  persepsi  guru  terhadap  pendidikan  inklusif,  (9)

pelatihan belum mampu mengubah layanan pendidikan yang lebih fleksibel



45

dan  terbuka  untuk  semua,  (10)  tingkat  kinerja  sekolah  penyelenggara

pendidikan inklusif belum optimal sesuai dengan yang diharapkan, (11) guru

senior lebih baik pemahamannya dibanding dengan guru muda/yunior,  (12)

guru lebih suka menyertakan ABK yang ringan daripada yang berat dalam

proses pembelajaran, (13) sistem pelatihan partisipatif pada peserta pelatihan

ternyata  mampu  membuka  wawasan  dan  keaktifan  dalam  bertukar

pengetahuan,  (14)  model  manajemen  pelatihan  berbasis  partisipatif  dapat

meningkatkan  profesionalisme  guru,  (15)  pelaksanaan  pelatihan  secara

intensif dapat bertahan sepanjang karier.

Dari beberapa hasil kajian pustaka pada jurnal terkait, bahwa  pelatihan

mampu  mengembangkan  dan  meningkatkan  keterampilan  dan kompetensi

guru sehingga dapat meningkatkan profesionalisme guru yang pada akhirnya

dapat  meningkatkan  hasil  belajar  siswa.  Manajemen  pelatihan  berbasis

partisipatif mampu merealisasikan tujuan pelatihan. Namun ada kelemahaman

pada  manajemen  partisipatif  yaitu  belum didasarkan  pelaksanaan  pelatihan

pada kebutuhan guru-guru yang ada di masing-masing sekolah. Oleh karena

itu  untuk  merealisasikan  pelatihan  yang  efektif  dan  efesien  yang  dapat

mewujudkan  kebutuhan  masing-masing  guru  di  sekolah,  maka  peneliti

mengembangkan penelitian pada manajemen pelatihan guru sekolah inklusif

berbasis kebutuhan.
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2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1 Hakikat Pelatihan

Pelatihan  menurut Mathis  (2002)  adalah  proses  sistematis

pengubahan  tingkah  laku  dalam suatu  arah  untuk  meningkatkan  upaya

pencapaian  tujuan  organisasi.  Pelatihan  adalah  kegiatan  untuk

meningkatkan  pengetahuan,  kemampuan  dan  ketrampilan  agar  mampu

melaksanaakaan  tugas  pokok  dan  fungsinya  secara  profesional.

Profesionalisme  dapat  diukur  melalui  aktivitasnya  dalam

mengimplementasikan  tugas  pokok  dan  fungsi  di  lapangan  sehingga

program yang dijalankan lebih bermutu, inovatif dan layak dicontoh oleh

masyarakat. Pelatihan merupakan salah satu upaya dalam pengembangan

sumber daya manusia (SDM) melalui suatu proses membantu orang lain

guna memperoleh pengetahuan agar dapat memperbaiki kemampuan dan

ketrampilannya. 

Menurut Florentina Atik, dkk (2013:4), pelatihan pendidikan inklusif

adalah sebuah program peningkatan kapasitas bagi warga sekolah dalam

pelaksanaan  pendidikan  inklusif.  Pelatihan  ini  merupakan  aktivitas

penyerta  dari  kegiatan advokasi.  Pelatihan pendidikan inklusif  memiliki

tujuan untuk mewujudkan system pendidikan inklusif bagi semua peserta

didik. Warga sekolah yang dimaksud adalah kepala sekolah, guru kelas,

guru  mata  pelajaran,  guru  pembimbing  khusus/  pendamping,  tenaga

kependidikan,  tenaga administrasi,  dan orang tua peserta  didik.  Melalui

pelatihan  diharapkan  guru-guru  dapat  memiliki  sikap  yang  kritis,
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berwawasan  luas,memiliki  kreativitas  dan  inovasi  yang  tinggi  dalam

mendesain pembelajaran yang berkualitas. Berkaitan dengan hal tersebut

maka berikut ini akan dibahas tentang hakekat pelatihan sebagai berikut.  

2.2.1.1 Pengertian seminar, lokakarya, workshop, bimbingan teknis, dan pelatihan

Di dunia kepegawaian,  khususnya tenaga pengajar/  guru,  tentunya

seringkali mendengar kata-kata, seminar, lokakarya, workshop, bimbingan

teknis,  dan  pelatihan. Definisi  seminar  dalam  Kamus  Besar  Bahasa

Indonesia  (KBBI),  seminar  adalah  pertemuan  atau  persidangan  untuk

membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli (Guru Besar, Pakar, dan

sebagainya). Definisi yang lebih umum dari seminar adalah sebuah bentuk

pengajaran  yang  diberikan  secara  khusus  untuk  membahas  suatu  topik

tertentu yang mana pelaksanaannya bisa dilakukan oleh sebuah lembaga

profesional  ataupun  oleh  organisasi  komersil  lainnya.Pada  umumnya,

seminar dilakukan dengan cara menerapkan sistem pengajaran akademis,

dimana kegiatan ini dilakukan seperti layaknya sebuah kelas perkuliahan

bagi pesertanya. Di dalam sebuah seminar, pada umumnya akan dibahas

sebuah topik khusus yang mana para peserta nantinya dapat berpartisipasi

secara aktif di dalam pembahasan tersebut. Contoh seminar adalah seminar

mengenai  kurikulum, dimana dalam seminar tersebut dilaksanakan untuk

mengenalkan atau menjelaskan perubahan peraturan di dalam pelaksanaan

kurikulum pembelajaran.

Lokakarya  dalam Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI),  adalah

pertemuan antara para ahli (pakar)  untuk membahas masalah praktis atau
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yang  bersangkutan  dengan  pelaksanaan  dalam  bidang  keahliannya.

Pengertian  yang  lebih  umum  dari  lokakarya  adalah  sebuah  acara  atau

pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu yang bertujuan

untuk  membahas  suatu  masalah  yang  terkait  dengan  keahlian  mereka,

sekaligus  untuk  mencari  solusi  bagi  permasalahan  tersebut.Definis

lokalarya bisa saja dianggap sebagai sebuah pertemuan ilmiah kecil yang

dilakukan oleh beberapa orang ahli di dalam bidang tertentu, yang mana

kegiatan  ini  dapat  dilakukan  sebagai  kegiatan  rutin  dalam  periode

tertentu.Contoh  lokakarya  adalah  lokakarya  yang  dilakukan  oleh  guru

yang  membahas  masalah  penanganan  terhadap  kenakalan  anak-anak

sekolah

Definisi  workshop berasal  dari  Bahasa  Inggris  yang  apabila

diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia  berarti  bengkel.

Definisi workshop adalah  sebuah  kegiatan  atau  acara  yang  dilakukan,

dimana  beberapa  orang  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  tertentu

berkumpul  untuk  membahas  masalah  tertentu  dan  mengajari  para

peserta. Workshop bisa  juga  diartikan  sebagai  latihan  dimana  peserta

bekerja  secara  individu  maupun  secara  kelompok  untuk  menyelesaikan

pekerjaan  yang  berkaitan  dengan  tugas  yang  sebenarnya  untuk

mendapatkan  pengalaman.  Singkatnya, workshop merupakan  gabungan

antara  teori  dan  praktek.Di  dalam  sebuah workshop berkumpul

sekelompok orang yang memiliki minat/perhatian dan keahlian yang sama

di  bidang  tertentu,  dimana  mereka  akan  berkumpul  dibawah  arahan
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beberapa  ahli  untuk  menggali  satu  atau  beberapa  aspek  khusus  suatu

pembahasan  masalah.Contoh workshop adalah workshop yang  dilakukan

suatu  organisai/lembaga/instansi  untuk  peningkatan  akreditasi  badan

usaha.

Bimbingan  teknis  adalah  suatu  kegiatan  yang dimaksudkan untuk

memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasehat  untuk

menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.  Bimbingan Teknis

merupakan  kegiatan  pelatihan  dan  pengembangan  pengetahuan  serta

kemampuan  yang  dapat  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  yang

dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu. Sehingga dengan

mengikuti Bimbingan Teknis diharapkan setiap individu maupun institusi

tertentu,  baik  swasta  maupun  lembaga  pemerintahan,  dapat  mengambil

sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja.Tujuan dilaksanakannya

Bimbingan  Teknis  adalah  Untuk  menyelesaikan  masalah/kasus  yang

terjadi  dan  dihadapi  oleh  para  pejabat  sehingga  penyelesaiannya  dapat

dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan

yang  berlaku. Contoh  bimbingan  teknis  antara  lain  bimbingan  teknis

pengelolaan keuangan BOS (Bantuan Oprasional Sekolah).

Sedangkan  pelatihan  menurut  Noe, Hollenbeck,  Gerhart & Wright

(2003:251) “Training is a planned effort to facilitate the learning of job-

related  knowledge,  skills,  and  behavior  by  employee”.  Hal  ini  berarti

bahwa  pelatihan  merupakan  suatu  usaha  yang  terencana  untuk

memfasilitasi  pembelajaran  tentang  pekerjaan  yang  berkaitan  dengan
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pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai. Gomes (2003:197),

Pelatihan  adalah  setiap  usaha  untuk  memperbaiki  performansi  pekerja

pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi  tanggung jawabnya,

atau  satu  pekerjaan  yang ada  kaitannya  dengan pekerjaannya.  Robbins,

Stephen P, (2001:282),  training meant formal training that’s planned in

advanced and has a structured format. Ini menunjukkan bahwa pelatihan

yang  dimaksudkan  disini  adalah  pelatihan  formal  yang  direncanakan

secara  matang  dan  mempunyai  suatu  format  pelatihan  yang

terstruktur.Bernardin  dan  Russell  (1998:172), mendefinisikan  pelatihan

adalah:

Training is defined as any attempt to improve employee performance
on a currently  held  job or  one related  to  it.  This  usually  means
changes in spesific knowledges, skills, attitudes, or behaviors. To be
effective,  training  should  involve  a  learning  experience,  be  a
planned  organizational  activity,  and  be  designed  in  response  to
identified needs. 

Pelatihan  didefinisikan  sebagai  berbagai  usaha  pengenalan  untuk

mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang dipikulnya atau

juga  sesuatu  berkaitan  dengan  pekerjaannya.  Hal  ini  biasanya  berarti

melakukan  perubahan  perilaku,  sikap,  keahlian,  dan  pengetahuan  yang

khusus atau spesifik. Dan agar pelatihan menjadi efektif maka di dalam

pelatihan  harus  mencakup  suatu  pembelajaraan  atas  pengalaman-

pengalaman,  pelatihan  harus  menjadi  kegiatan  keorganisasian  yang

direncanakan  dan  dirancang  didalam  menanggapi  kebutuhan-kebutuhan

yang teridentifikasi.
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Kneller  (1984:76),  menjelaskan  bahwa  pelatihan  mengandung

beberapa arti.  Pertama,  pelatihan  adalah suatu proses penyampaian dan

pemilikan  keterampilan,  pengetahuan,  dan  nilai-nilai.  Kedua,  pelatihan

adalah  produk  (hasil)  dari  proses  tersebut,  yaitu  pengetahuan  dan

pengalaman  yang  diperoleh  dalam  pelatihan.  Ketiga,  pelatihan  adalah

kegiatan profesional yang memerlukan pengalaman khusus dan pengakuan

(sertifikasi).  Keempat,  pelatihan  adalah  suatu  disiplin  akademik,  yaitu

kegiatan  terorganisasi  untuk  mempelajari  proses,  produk,  dan  profesi

pelatihan  dengan  menggunakan  kajian  sejarah,  filsafat,  dan  ilmu

pengetahuan tentang manusia, atau kajian keilmuan tentang manusia yang

bermasyarakat (the science of social man).

Pelatihan adalah pembelajaran yang dipersiapkan agar pelaksanaan

pekerjaan  sekarang  meningkat  kinerjanya.  Pelatihan  menurut  konsep

lembaga administrasi negara lebih menekankan kepada proses peningkatan

kemampuan  seseorang  individu  dalam  melaksanakan  tugasnya

(Admodiwirio,  2002:35).  Pelatihan menurut Rothwell  (2003:352) adalah

kegiatan belajar terorganisir  yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja

individu melalui perubahan pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam

arti  luas, pelatihan dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pekerjaan

penting,  perbaruan  keterampilan,  mempersiapkan  orang-orang  untuk

meningkatkan karirnya, memperbaiki pengetahuan dan keterampilan, serta

membangkitkan  wawasan  baru  atau  bahkan  menciptakan  pengetahuan

baru.
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Berdasarkan uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa suatu  pelatihan

dianggap  berhasil,  apabila  dapat  membawa kenyataan  atau  performansi

sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi pada saat ini kepada

kenyataan atau performansi sumber daya manusia yang seharusnya atau

yang diinginkan oleh organisasi  penyelenggara pelatihan.  Adapun peran

pelatih  dalam  proses  pembelajaran  adalah  membantu  (membelajarkan)

peserta pelatihan untuk dapat mengubah perilaku yang biasa ditampilkan

saat ini menjadi perilaku yang seharusnya terwujud atau yang diharapkan

oleh organisasi.

Dengan kata lain, pelatihan dapat dipahami sebagai kegiatan edukatif

untuk  membawa  keadaan  perilaku  peserta  pelatihan  saat  ini  kepada

perilaku yang lebih baik sebagaimana diinginkan oleh organisasi. Melalui

pelatihan  dapat  diatasi  situasi  kesenjangan  saat  ini  dengan  situasi

diinginkan  dalam masa  yang akan datang.  Dalam pelatihan  pendekatan

yang digunakan adalah andragogi.Andragogi adalah ilmu dan seni untuk

membantu peserta pelatihan melakukan kegiatan belajar.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor 71 Tahun

1991 dikemukakan bahwa pelatihan (pelatihan kerja) adalah keseluruhan

kegiatan  untuk  memberikan,  memperoleh,  meningkatkan  serta

mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos

kerja  pada  tingkat  keterampilan  tertentu  yang  pelaksanaannya  lebih

mengutamakan  praktek  daripada  teori.  Pelatihan  yang  ideal  dilakukan

secara  sistemik  dan  berkelanjutan.  Sistemik  berarti  berdasarkan  sistem,
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sedangkan berkelanjutan (continuity) dilakukan secara berkesinambungan

atau terus menerus. Sistem pelatihan merupakan satu kesatuan (organisme)

pelatihan  yang  terdiri  atas  komponen-komponen  yang  saling  berkaitan

antara  satu  dengan  yang  lainnya  dan  berproses  untuk  mencapai  tujuan

pelatihan.

Komponen, proses dan tujuan merupakan unsur-unsur yang terdapat

dalam pelatihan  yang sistemik.  Setiap  program pelatihan  yang  lengkap

memiliki  komponen,  proses,  dan  tujuan  yang lengkap pula.  Komponen

pelatihan  mencakup  masukan  (input).  Proses  adalah  interaksi  edukasi

antara komponen sistem pelatihan, khususnya antara komponen masukan

(terutama pelatih) dengan masukan mentah (peserta pelatihan). 

Tujuan  pelatihan  adalah  keluaran  (output)  sebagai  tujuan  antara

pengaruh (outcome)  sebagai  tujuan akhir  pelatihan.  Dari  uraian di  atas,

dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  pelatihan  tidak  terlepas  dari  tahap

pertama;  perencanaan  yang  meliputi  analisis  kebutuhan  pelatihan,

penentuan  tujuan  dan  kurikulum  pelatihan,  merancang  dan  memilih

metode  pelatihan;  tahap  kedua  pelaksanaan  pelatihan;  dan  tahap  ketiga

evaluasi pelatihan. Atau dalam pelatihan tidak terlepas dari tiga komponen

input-proces-output.  Keberhasilan  pelatihan  kadang-kadang  sangat

dipengaruhi  oleh  sistem  atau  organisasi  tempat  mereka  bekerja,  yaitu

meliputi struktur organisasi, kebijakan, tujuan atau penghargaan. Misalnya

seorang guru Fisika yang telah mengikuti pelatihan tentang model-model

pembelajaran dengan menggunakan lokal material, ketika selesai pelatihan
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dan mau mengimplementasikannya di sekolah, ternyata kurang mendapat

dukungan  dari  kepala  sekolah  dan  sekolah  tidak  memfasilitasinya.

Akibatnya  guru  kembali  mengajar  seperti  biasa  karena  tidak  dapat

menerapkan  hasil  pelatihannya.  Oleh  karena  itu  materi  yang  diperoleh

guru dari pelatihan menjadi kurang bermakna.

Agar pelatihan lebih bermakna dan dapat meningkatkan kompetensi

guru, maka perlu adanya tindak lanjut secara berkesinambungan kepada

peserta  pelatihan  tentang  penerapan  hasil  pelatihan.  Seorang  yang

profesional  harus  selalu  mempertahankan  profesionalitasnya  melalui

pengembangan  profesional  berkelanjutan  yang  sistematis  karena  zaman

selalu berubah dengan berbagai tuntutan dan teknologi yang baru. Seorang

guru di pengaruhi oleh konteks dimana dia berada, seperti kondisi sosial,

geografi,  politik,  lingkungannya,  dan  konteks  lainnya.  Oleh  karena  itu,

tujuan, desain, dan proses pengembangan profesional berkelanjutan harus

disesuaikan dengan hal-hal tersebut, sehingga bisa menghasilkan outcome

yang efektif  (Day et al.2004: 3).

Pelatihan  memiliki  pengaruh  yang  sangat  signifikan  terhadap

efektivitas  sebuah sekolah.  Pelatihan  memberi  kesempatan  kepada guru

untuk  mendapatkan  pengetahuan,  ketrampilan,  dan  sikap  baru  yang

mengubah perilakunya,  yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi

belajar  (Musfah,  2011:61).Secara umum tahapan dalam pelatihan terdiri

atas lima elemen, yaitu analisis kebutuhan pelatihan, perencanaan program
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pelatihan,  penyusunan bahan pelatihan,  pelaksanaan pelatihan,  penilaian

pelatihan (Pont,1991 dalam Mujiman 2011:57).

Tahapan dalam pelatihan seperti terlihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Siklus Pelatihan (Pont,1991)

2.2.1.2 Tujuan pelatihan

Adapun tujuan pelatihan,  setiap melakukan kegiatan pasti  ada suatu

tujuan  yang  ingin  dicapai.  Begitu  pula  suatu  lembaga  atau  organisasi

melakukan suatu pelatihan pasti mempunyai tujuan ingin dicapai. Adapun

tujuan  yang  ingin  dicapai  secara  umum  dengan  melaksanakan  sebuah

pelatihan  adalah  untuk  meningkatkan  potensi  masyarakat  agar  mampu

meningkatkan  kualitas  hidup  yang  lebih  baik  bagi  seluruh  masyarakat.

Tujuan pelatihan menurut Sulistiyani (2009: 219), adalah proses sistematik

pengubahan perilaku para pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan

tujuan organisasional. 
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Menurut  Mendoza  (2009:2)  tujuan  pelatihan  dalam  situasi  kerja,

adalah  untuk  memungkinkan  individu  untuk  memperoleh  kemampuan

(kompetensi),  agar  ia  dapat  melakukan  tugas  yang  diberikan  secara

memadai  atau  pekerjaan.  Sementara  itu  menurut  Triton  (2010:  104),

menjelaskan  bahwa  tujuan  pelatihan  adalah  untuk  memperbaiki

penguasaan  berbagai  ketrampilan  dan  teknik  pelaksanaan  kerja  tertentu

untuk kebutuhan sekarang di dalam buku  Planning  and Implementing  a

Training  Programs (2012:8)  dijelaskan  bahwa pelatihan  mengacu  pada

kegiatan  belajar  mengajar  yang  dilakukan  dengan  tujuan  membantu

individu untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan,

kemampuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mempengaruhi perubahan

yang diinginkan.  

Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  pelatihan  dapat  mengurangi  atau

menghilangkan  kesenjangan  antara  kinerja  aktual  dan  kebutuhan

organisasi. Ia melakukannya dengan mengubah perilaku individu, dengan

memberi  mereka  pengetahuan,  keterampilan,  atau  sikap  yang  mereka

butuhkan untuk melakukan dengan standar yang dibutuhkan.  Berdasarkan

keterangan di atas maka pelatihan bagi guru pada dasarnya bertujuan untuk

memperbaiki ketrampilan guru dalam mengelola pembelajaran.

Asumsi ini didasarkan pada pemahaman bahwa pelatihan guru adalah

sebagai  proses  yang  sistematik  dalam  usaha  pengubahan  perilaku  para

guru  guna  meningkatkan  ketrampilan  guru.  Kegiatan  pelatihan  yang

diberikan kepada guru diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan bagi
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guru sehingga guru  memiliki  ketrampilan-ketrampilan  yang baru  dalam

mengajar.  Ketrampilan  baru  yang  dimiliki  guru  setelah  pelatihan

diharapkan  dapat  meningkatkan  kompetensi  guru.  Selanjutnya  guru

diharapkan dapat mengimplementasikan ketrampilannya untuk mendesain

pembelajaran  yang  berkualitas.   Dengan  demikian  pelatihan  bagi  guru

sangat  penting.  Pelatihan  bagi  guru  tersebut  adalah  dalam  rangka

meningkatkan  pengetahuan  atau  keterampilan  guru.  Pelatihan  juga

diperlukan dalam upaya membangkitkan wawasan baru bagi guru terutama

bagaimana  dapat  melakukan  pelayanan  pembelajaran  pada  siswa

berkebutuhan khusus.

2.2.1.3 Manfaat pelatihan

Pelatihan sebagai alat  untuk mengembangkan sumber daya manusia

diharapkan dapat memberikan manfaat yang mengarah pada peningkatan

pola  pikir,  tingkah  laku,  pengetahuan,  dan  keterampilan  sumber  daya

manusia.  Dengan  diselenggarakannya  pelatihan  pendidikan  inklusif

banyak  sekali  manfaat  yang  didapat  baik  bagi  lembaga/instansi

penyelenggara  maupun  bagi  guru  (peserta).  Adapun  menurut  Meldona

(2009:238)  manfaat  dari  diadakannya  pelatihan  adalah  :  (1)  membantu

pengembangan  ketrampilan  seseorang;  (2)  membantu   meningkatkan

efisiensi,   efektifitas,   produktifitas   dan  kualitas  kerja;  (3)  memenuhi

kebutuhan  personal  peserta;  (4)  memperbaiki  pengetahuan  kerja  dan

keahlian pada semua level; (5) transfer ilmu dan pengetahuan yang baru.

Sedangkan  menurut  Nitisemito  (1996:57),  menjelaskan  bahwa  manfaat
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yang  diperoleh  dengan  adanya  pelatihan  bagi  sebuah  lembaga  atau

perusahaan  yang  melaksanakan  pelatihan  adalah  sebagi  berikut  :  (1)

mengurangi  pengawasan;  (2)  meningkatkan  rasa  percaya  diri;  (3)

meningkatkan  kerjasama  antar  mereka;  (4)  memudahkan  pelaksanaan

promosi dan mutasi; (5) memudahkan pendelegasian wewenang.

2.2.1.4 Komponen-komponen pelatihan

Menurut  pendapat  Mangkunegara  (2006:  51),  mengartikan  bahwa

pelatihan adalah proses sistematis pengubahan tingkah laku dalam suatu

arah  untuk  meningkatkan  upaya  pencapaian  tujuan  organisasi.  Adapun

komponen-komponen yang diperlukan dalam pelatihan adalah : (1) tujuan

dan sasaran pelatihan serta pengembangan harus jelas dan dapat diukur;

(2)  para  pelatih  harus  ahlinya  yang  berkualifikasi  memadai

(profesionalitas);  (3)  materi  pelatihan  dan  pengembangan  harus  sesuai

dengan tujuan; (4) metode pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan

dengan  tingkatan  kemampuan  peserta;  (5)  peserta  pelatihan  harus

memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Berkaitan dengan tujuan dan sasaran pelatihan. Pelatihan merupakan

cara yang digunakan oleh setiap perusahaan dalam mengembangkan skill

and knowledge bagi para karyawannya. Hal ini dilakukan perusahaan agar

para  karyawan  dapat  saling  bahu  membahu  dalam  mencapai  tujuan

perusahaan,  sehingga  pelatihan  yang  perusahaan  wajibkan  kepada  para

pekerjanya akan efisien. Berkaitan dengan pelatih, keprofesionalan pelatih/

pengajar  merupakan keharusan.  Hal  ini  dikarenakan pekerja  adalah alat
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perusahaan  yang  membutuhkan  keterampilan.  Bagaimana  mungkin

pekerja yang diberikan pelatihan mendapatkan wawasan yang lebih, kalau

pelatih/pengajarnya  tidak  qualified.  Berkaitan  dengan  materi,  materi

pelatihan harus disesusaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.  Setiap

pelatihan yang dilaksanakan memiliki beragam materi yang tersaji sesuai

dengan kebutuhan. Model pelatihan yang diprioritaskan oleh perusahaan

bagi  pekerjanya,  harus  disesuaikan  dengan  tujuan  akhir  dari  pelatihan

tersebut. Sehingga pelatihan yang dilaksanakan akan efesien dan efektif.

Berkaitan  dengan  metode  pelatihan,  harus  sesuai  dengan

kemampuan  pekerja  yang  menjadi  peserta.  Setiap  pekerja  memiliki

kekuatan  dan kelemahan,  hal  ini  adalah  manusiawi  mengingat  manusia

tidak ada yang sempurna. Sehingga perusahaan harus pintar menyeleksi

dan memonitor mengenai metode-metode apa yang sesuai dengan tingkat

kemampuan pekerja, perusahaan harus bisa melihat hal-hal apa saja yang

dibutuhkan pekerja agar dapat meningkatkan  skill andknowledge mereka.

Karena tingkatan usia para pekerja yang menjadi peserta pelatihan pasti

berbeda.  Dan  hal  ini  adalah  salah  satu  faktor  bagaimana  mereka

menangkap materi yang diberikan kepada mereka.

Berkaitan  dengan  peserta  pelatihan,  ini  adalah  hal  yang  cukup

penting,  namun sering  diabaikan  oleh  tim  yang mengadakan  pelatihan.

Fenomena  yang  terjadi  adalah  pekerja  yang  tidak  berkompeten  dalam

materi  yang disajikan,  namun karena  kekurangan peserta  pelatihan  atau

karena  terlambatnya  informasi  mengenai  pelatihan  yang  akan
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dilangsungkan, maka persyaratan bagi peserta pun terabaikan. Padahal jika

persyaratan dijalankan sesuai dengan yang berlaku, maka peserta pelatihan

akan  mendapatkan  banyak  keuntungan  setelah  mengikuti  pelatihan.

Sementara itu, jika persyaratan bagi peserta diabaikan maka pelatihan yang

mereka ikuti tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.

2.2.1.5 Pentingnya pelatihan guru inklusif

Untuk meningkatkan kualitas dan keprofesionalan guru pendidikan

inklusif,  perlu  adanya  pengembangan  dan  pelatihan  guru  pendidikan

inklusif  secara  berkelanjutan  dengan  disertai  penyegaran  akademik

maupun pedagogik, melalui kegiatan workshop, In House Training (IHT),

seminar, forum ilmiah, dan pelatihan.

Pengembangan profesional  berkelanjutan yang sering dilakukan di

Indonesia  antara  lain,  pelatihan  penyegaran  untuk  meningkatkan

pengetahuan  dan keterampilan  guru  dalam pembelajaran,  forum ilmiah,

seminar  pendidikan,  workshop,  in  house  training (IHT)  di  sekolah

biasanya dilakukan awal tahun ajaran baru. Semua ini dilakukan dengan

tujuan meningkatkan profesional guru secara berkelanjutan.Guru sebagai

tenaga profesional bertugas melaksanakan sistem pendidikan nasional dan

mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional,  yaitu  berkembangnya  potensi

peserta didik agar menjadi  manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa,  berakhlak mulia,  sehat,  berilmu, cakap, kreatif,

mandiri,  serta  menjadi  warga  negara  yang demokratis  dan  bertanggung
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jawab.  Oleh  karena  itu  guru  mempunyai  fungsi,  peran,  dan  kedudukan

yang sangat strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan.

Guru profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang ilmu,

bahan  ajar,  metode  pengajaran,  memotivasi  peserta  didik,  memiliki

keterampilan  yang  tinggi  dan  wawasan  yang  luas  terhadap  dunia

pendidikan,  tetapi  juga  harus  memiliki  pemahaman  yang  mendalam

tentang  hakikat  manusia  dan  masyarakat,  yaitu  guru  selalu  berhadapan

dengan peserta  didik yang memiliki  karakter  dan potensi yang berbeda.

Selain  itu,  guru  harus  memahami  juga  masyarakat  yang  ada  di

lingkungannya, karena masyarakat bagian dari sistem pendidikan. Hakikat

ini  akan melandasi  pola pikir  dan budaya kerja  guru,  serta loyalitasnya

terhadap profesi pendidikan.  

Demikian  halnya  dalam  pembelajaran,  guru  harus  mampu

mengembangkan  budaya  dan  iklim  organisasi  pembelajaran  yang

bermakna,  kreatif  dan  dinamis,  bergairah,  dialogis,  sehingga

menyenangkan  bagi  peserta  didik  maupun  guru.  Untuk  menjadi

profesional,  seorang  guru  dituntut  memiliki  minimal  lima  hal  sebagai

berikut  :  (1)  mempunyai  komitmen  pada  peserta  didik  dan  proses

belajarnya,  (2)  menguasai  secara  mendalam  bahan/mata  pelajaran  yang

diajarkannya  serta  cara  mengajarkannya  pada  peserta  didik,  (3)

bertanggung jawab memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai

cara  evaluasi,  (4)  mampu  berpikir  sistematis  tentang  apa  yang

dilakukannya  dan  belajar  dari  pengalaman,  (5)  seyogyanya  merupakan
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bagian  dari  masyarakat  belajar  dalam  lingkungan  profesinya  (Supriadi,

1998).

Untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional,  seorang  guru

seharusnya  tidak  hanya  bergantung  pada  apa  yang  sudah  ia  pelajari

sebelumnya, tetapi harus tanggap juga terhadap kebutuhannya dan peserta

didik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan demikian,

maka  seorang  guru  perlu  memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat atau

yang  lebih  dikenal  dengan”long  life  education”.Pengembangan

Keprofesian  Berkelanjutan  (PKB)  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan

guru  secara  berkelanjutan,  untuk  mengembangkan  keprofesionalannya

selama perjalanan karirnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang

akan berdampak kepada  hasil  pembelajaran.  PKB dapat  juga  dikatakan

merupakan  rencana  pengembangan  diri  sendiri  yang  meliputi  tujuan

profesional dan pribadi. PKB dilakukan untuk mempelajari keterampilan

baru,  memperbaharui  keterampilan  yang  ada,  memperoleh  suatu

kecakapan yang diakui dan untuk meningkatkan keprofesionalan.  

Berdasarkan  uraian  di  atas  seorang  yang  profesional  harus  selalu

mempertahankan  kinerjanya  melalui”Pengembangan  Keprofesian

Berkelanjutan”  yang  sistematis  karena  zaman  selalu  berubah  dengan

berbagai tuntutan dan teknologi yang selalu berkembang dengan pesatnya.

Untuk  pengembangan  profesional  berkelanjutan  dalam  penelitian  ini,

dilakukan  melalui  pelatihan  pendidikan  inklusif  tehadap  guru  sekolah
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dasar inklusif  di Kabupaten Brebes. Pelatihan pendidikan inklusif  dapat

memberikan  pembekalan  bagi  guru  untuk  mewujudkan  kemampuan

pengembangan  diri  selaras  dengan  semangat  continuing  professional

development (CPD),  dan  dapat  menjadi  pintu  masuk  bagi  peningkatan

kinerja,  kompetensi  dan  mutu  hasil  pendidikan  siswa  berkebutuhan

khusus.

Undang-Undang Nomor  14  Tahun 2005 tentang  Guru dan Dosen

merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap profesi guru. Undang-

undang  itu  juga  menggariskan  bahwa  pemberdayaan  profesi  guru

diselenggarakan  melalui  pengembangan  diri  yang  dilakukan  secara

demokratis,  berkeadilan,  tidak  diskriminatif,  dan  berkelanjutan  dengan

menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural,

kemajemukan  bangsa,  dan  kode etik  profesi.  Guru  perlu  terus  menerus

mengembangkan dirinya sebagai seorang pendidik profesional. Guru, baik

sebagai  guru  kelas,  guru  mata  pelajaran,  maupun  guru  pembimbing,

merupakan agen pembelajar sekaligus agen perubahan dalam pendidikan.

Menurut  Usman  (2004)  menegaskan  bahwa  guru  harus  peka  dan

tanggap terhadap perubahan atau pembaharuan, terutama perubahan atau

pembaharuan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang terus

berkembang  begitu  pesatnya.  Guru  harus  senantiasa  meningkatkan

wawasan  dan  kompetensinya.  Sejalan  dengan  hal  itu,  Sapa’at  (2008)

mengemukakan bahwa bagi guru sebagai agen pembelajar, kemauan kuat

untuk  terus  belajar  mengembangkan  kemampuan  profesionalismenya
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merupakan  modalitas  utama  dalam  memberikan  kontribusinya  yang

optimal  bagi  peningkatan  kualitas  pendidikan  nasional.  Profesi  sebagai

guru  mengemban  amanah  yang  berat.  Amanah  itu  antara  lain  adalah

mencerdaskan  anak-anak  didiknya  sehingga  mereka  kelak  di  kemudian

hari  mampu  menjalani  kehidupannya  dengan  bekal  pendidikan  yang

diberikan gurunya.   

Guru dapat mengikuti kegiatan pelatihan pendidikan inklusif dalam

rangka  mengembangkan  keprofesian  berkelanjutan.  Namun  demikian,

pelatihan pendidikan inklusif yang diikuti selama ini oleh guru SD inklusif

di Kabupaten Brebes belum dapat mengarahkan dalam mengembangkan

potensi siswa berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi kesulitan guru dalam

memberikan  layanan  pembelajaran  dan  mengembangkan  potensi  siswa,

guru dapat mengikuti peatihan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, banyak peluang yang dapat diraih guru

dalam  kaitan  dengan  peningkatan  kompetensi  dan  profesionalisme

mengajar guru. Dalam pengertian umum, guru dapat melaksanakan atau

mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan, secara mandiri atau

berkelompok,  dikaitkan  dengan  upaya  meningkatkan  kompetensi  atau

mengembangkan  profesinya.  Dalam  pengertian  khusus,  guru  dapat

melaksanakan  atau  mengikuti  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan,

baik  secara  mandiri  atau  berkelompok,  dikaitkan  dengan  jabatan

fungsional dan angka kreditnya.
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2.2.2 Hakikat Pendidikan Inklusif

2.2.2.1 Pengertian pendidikan inklusif

Istilah inklusif  adalah falsafah pendidikan dan menjadi bagian dari

keseluruhan,  dimana  anak-anak diberi  kesempatan  untuk berpartisipasi

secara penuh di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pendidikan inklusif

merupakan perkembangan terkini dari  model pendidikan bagi anak yang

berkelainan. Pendidikan inklusif adalah salah satu program dari kebijakan

pemerintah  untuk  memberikan  pelayanaan  bagi  anak  berkebutuhan

khusus  untuk  menempuh  Pendidikan  reguler  seperti  anak-anak  normal

lainnya.

Untuk  menuntaskan  wajib  belajar  sembilan  tahun,  maka  perlu

peningkatan  perhatian  terhadap  anak  berkebutuhan  khusus,  baik  yang

telah  memasuki  sekolah  reguler  (sekolah  dasar)  tetapi  belum

mendapatkan  layanan  pembelajaran  yang  sesuai  dengan  kebutuhannya,

maupun  yang  belum mengenyam Pendidikan sama sekali  karena tidak

diterima  di  SD  terdekat  atau  karena  lokasi  SLB   jauh  dari  tempat

tinggalnya, karena pada kenyataanya di dalam masyarakat terdapat anak

reguler  dan  anak  berkebutuhan  khusus  yang  tidak  dapat  dipisahkan

sebagai suatu komunitas.

Konsep  dasar  Pendidikan  inklusif  dimaksudkan  sebagai  sistem

pengembangan  kompetensi  guru  pembimbing  khusus  Pendidikan  yang

mengikut  sertakan  anak  berkebutuhan  khusus  belajar  Bersama  dengan

anak sebayanya di sekolah regular yang dekat dengan tempat tinggalnya.
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Semangat  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  adalah  memberikan

kesempatan  atas  akses  yang  seluas-luasnya  kepada  semua  anak  untuk

memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  dan  sesuai  dengan  kebutuhan

individu  siswa  berkebutuhan  khusus  tanpa  diskriminasi.  Pihak  sekolah

dituntut untuk melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana

prasarana  pendidikan,  maupun  sistem  pembelajaran  yang  disesuaikan

dengan kebutuhan individu siswa berkebutuhan khusus (DirektoratPLB,

2007: 4).

Lay  Kekeh  Marthan  (2007:145)  menyatakan  bahwa  pendidikan

inklusif adalah:  (1)  Pendidikan  inklusif  merupakan  pengembangan

kompetensi  guru  pembimbing  khusus  yang  memberikan  kesempatan

kepada  semua  anak  untuk  mendapatkan  pendidikan  di  sekolah  umum

Bersama  anak  lainnya;  (2)  Pendidikan  inklusif  dilaksanakan  dengan

memperhatikan kebutuhan masing-masing  anak; (3)  Pendidikan inklusif

merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas program pendidikan bagi

semua  siswa berkebutuhan  khusus;  (4)  Pendidikan inklusif  merupakan

pengembangan kompetensi guru pembimbing khusus  yang tepat  karena

didasarkan pada keunikan dan karakteristik individu.

Dalam buku pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif,

pendidikan  inklusif  merupakan  perkembangan  baru  dari  pendidikan

terpadu. Pada  sekolah  inklusif  setiap  anak  sesuai  dengan  kebutuhan

khususnya  ,semua  diusahakan  dapat  dilayani  secara  optimal  dengan

melakukan  berbagai  modifikasi   dan/atau   penyesuaian,  mulai  dari
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kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem

pembelajaran  sampai  pada  system  penilaiannya.  Dengan  kata  lain

pendidikan  inklusif  mensyaratkan  pihak  sekolah  yang  harus

menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu siswa berkebutuhan

khusus,  bukan siswa berkebutuhan  khusus  yang menyesuaikan dengan

system persekolahan (Direktorat PLB, 2007: 6).

Stainback (dalam Tarmansyah, 2007: 82)  mengemukakan  bahwa:

pendidikan  inklusif  adalah  sekolah  yang  menampung  semua  siswa  di

kelas  yang  sama.  Sekolah  ini  menyediakan  program pendidikan  yang

layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap

siswa,  maupun bantuan dan dukungan  yang dapat  diberikan oleh  para

guru  agar  anak-anak  berhasil.  Lebih  dari  itu,  sekolah  inklusif  juga

merupakan tempat setiap anak dapat diterima,  menjadi bagian dari kelas

tersebut,  dan  saling  membantu  dengan  guru  dan  teman  sebayanya,

maupun  anggota  masyarakat  lain  agar  kebutuhan  individualnya  dapat

terpenuhi.

Selanjutnya menurut Staub dan Peck (dalam Tarmansyah, 2007: 83)

menyatakan  bahwa  pendidikan  inklusif  adalah  penempatan  anak

berkelainan  tingkat  ringan,  sedang,  dan  berat  secara  penuh  dikelas

reguler.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kelas reguler  merupakan  tempat

belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan

bagaimanakahpun gradasinya.
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Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan

inklusif  yaitu  sekolah  yang  mengadopsi  Pendidikan  untuk  semua

(education for all) yaitu semua anak bisa belajar dilingkungan yang sama

baik  anak  normal  maupun  anak  berkebutuhan  khusus  (ABK)  tanpa

memandang kelainan fisik maupun mental,   tanpa  adanya diskriminatif

dari  lingkungan  belajar  dan  saling  menghargai  keanekaragaman  yang

bertujuan  untuk  mewujudkan kesempatan yang  seluas-luasnya kepada

siswa  berkebutuhan  khusus  yang  berkebutuhan  khusus  memperoleh

pendidikan  yang  bermutu  untuk  mengembangkan  bakat  dan  minatnya

sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya,  yaitu  tenaga  pendidik, sarana

dan prasarana,  kurikulum,  dan system  evaluasinya  pun harus  dikemas

sesuai  dengan  kebutuhan  siswa  baik  yang  normal  maupun  anak

berkebutuhan khusus.

Gambar. 2.2. Penyelenggaraan pendidikan inklusif

2.2.2.2 Regulasi Penyelenggaraan Pelatihan Pendidikan Inklusif

Adapun regulasi penyelenggaraan pendidikan, antara lain:
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1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) Pasal 31 Ayat (1) berbunyi

‘Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) ’Setiap

warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya’.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Pasal  48  ‘Pemerintah  wajib  menyelenggarakan  pendidikan  dasar

minimal  9  (sembilan)  tahun  untuk  semua  anak.  Pasal.  49  ’Negara,

Pemerintah,  keluarga,  dan  orangtua  wajib  memberikan  kesempatan

yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan’.

3) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem Pendidikan

Nasional. Pasal 5 ayat (1) ‘Setiap warga negara mempunyai hak yang

sama  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu’.  Ayat  (2):

Warganegara  yang  memiliki  kelainan  fisik,  emosional,  mental,

intelektual  dan/atau  sosial  berhak  memperoleh  pendidikan  khusus.

Ayat  (3)  ‘Warga  negara  di  daerah  terpencil  atau  terbelakang  serta

masyarakat  adat  yang  terpencil  berhak  memperoleh  pendidikan

pengembangan kompetensi guru pembimbing khusus khusus’. Ayat (4)

‘Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa

berhak  memperoleh  pendidikan  khusus’.  Pasal  11  ayat  (1)  dan  (2)

‘Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pengembangan

kompetensi guru pembimbing khusus dan kemudahan, serta menjamin

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara

tanpa diskriminasi’.
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4) Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2013

tentang perubahan atas  Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005

tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  perlu  diselaraskan  dengan

dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna

mewujudkan fungsi dan tujuan Pendidikan nasional.   Pasal 2 ayat (1)

Lingkungan Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar isi, Standar

proses,  Standar  kompetensi  lulusan,  Standar  pendidik  dan

kependidikan, Standar sarana prasarana, Standar pengelolaan, Standar

pembiayaan, dan Standar penilaian pendidikan. 

5) Surat  Edaran  Dirjen  Dikdasmen Depdiknas  No.  380/C.C6/MN/2003

tanggal  20  Januari  2003  Perihal  Pendidikan  Inklusif:

menyeelenggarakan  dan  mengembangkan  di  setiap  Kabupaten/Kota

sekurang-kurangnya  4  (empat)  sekolah  yang terdiri  dari:  SD,  SMP,

SMA, dan SMK.

6) Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 (Declaration of Human Rights),

7) Konvensi Hak Anak, 1989 (Convention on the Rights of the Child),

8) Konferensi  Dunia  tentang  Pendidikan  untuk  Semua,  1990  (World

Conference on Education for All).

9) Resolusi  PBB  Nomor  48/96  tahun  1993  tentang  Persamaan

Kesempatan  bagi  Orang  Berkelainan (the  standard  rules  on  the

equalization of opportunities for persons with disabilities).

10) Pernyataan  Salamanca  tentang  Pendidikan  Inklusi,  1994  (The

Salamanca Statement on Inclusive Education),
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11) Komitmen  Dakar  mengenai  Pendidikan  untuk  Semua,  2000  (The

Dakar  Commitment  on  Education  for  All),  dan  Deklarasi  Bandung

(2004)dengan komitmen “Indonesia menuju pendidikan inklusif”.

12) Rekomendasi  Bukit  Tinggi  (2005),  bahwa pendidikan  yang  inklusif

dan ramah terhadap anak.

13) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang

pendidikan  inklusif  bagi  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  dan

memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.

Gambar 2.3. Regulasi pendidikan inklusif

2.2.2.3 Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010,  anak

berkebutuhan  khusus  diklasifikasikan  menjadi  beberapa  jenis.  Mereka
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dapat mengikuti  pendidikan pada sekolah reguler secara inklusif atau di

sekolah khusus/sekolah luarbiasa (SLB). Berikut daftar klasifikasi ABK:

tunanetra,  tuanrungu,  tunawicara,  tunagrahita,  tunadaksa,  tunalaras,

berkesulitan  belajar,  lamban  belajar,  autis,  memiliki  gangguan  motorik,

menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adaptif

lain,  memiliki  kelainan  lainnya,  serta  memiliki  potensi  kecerdasan

dan/atau bakat istimewa.

Adapun  ciri-ciri  anak  berkebutuhan  khusus  menurut  Wardani

(2013:215)  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Tunanetra,  ciri-cirinya:  kurang

melihat (kabur), tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 m; kesulitan

mengambil benda kecil di dekatnya; tidak dapat menulis mengikuti garis

lurus; sering meraba-raba dan tersandung waktu berjalan; bagian bola mata

yang  hitam  berwarna  keruh/bersisik  kering;  tidak  mampu  melihat;

peradangan  hebat  pada  kedua  bola  mata;  mata  bergoyang  terus.  (2)

Tunarungu, ciri-cirinya adalah:  sering memiringkan kepala dalam usaha

mendengar;  banyak  perhatian  terhadap  getaran;  terlambat  dalam

perkembangan  Bahasa;  tidak  ada  reaksi  terhadap  bunyi  atau  suara;

terlambat  perkembangan  bahasanya;  sering  menggunakan  isyarat  dalam

berkomunikasi;  kurang  atau  tidak  tanggap  ketika  diajak  bicara;  ucapan

kata  tidak  jelas,  kualitas  suara  aneh/monoton.  (3)  Tunagrahita  cirinya

adalah:  penampilan  fisik  tidak  seimbang,  misalnya  kepala  terlalu

kecil/besar; tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia; tidak ada/kurang

sekali  perhatiannya  terhadap  lingkungan;  koordinasi  gerakan  kurang
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(gerakaan sering tidak terkendali); respons sosial sangat lambat dan sering

tidak nyambung; di sekolah menunjukkan hasil belajar yang jauh dari rata-

rata  kelas;  sering  tidak  naik  kelas.  (4)  Tunalaras  ciri-cirinya

adalah:cenderung membangkang; mudah terangsang emosinya/ emosional/

mudah marah; sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu;

sering bertindak melanggar norma sosial/ norma susial/hokum; cenderung

prestasi belajar dan motivasi rendah, sering bolos, jarang masuk sekolah.

(5)  Autis  ciri-cirinya  adalah:  mengalami  hambatan  di  dalam  Bahasa;

kesulitan  dalam  mengenal  dan  merespons  emosi  dengan  isyarat  sosial;

kekakuan dan miskin dalam mengekspresikan perasaan; kurang memiliki

perasaan dan empati; sering berperilaku diluar kontrol dan meledak-ledak;

secara  menyeleuruh  mengalami  masalah  dalam  perilaku;  kurang

memahami  kurang  keberadaan  dirinya  sendiri;  keterbatasan  dalam

mengekspresikan  diri;  berperilaku  monoton  dan  mengalami  kesulitan

untuk mengadaptasi  dengan lingkungan.  (6)  Lamban belajar  ciri-cirinya

adalah: rata-rata prestasi belajarnya rendah (kurang dari 6); menyelesaikan

tugas-tugas  akademik  sering  terlambat  dibandingkan  teman-teman

seusianya; daya tangkap terhadap pelajaran terlambat;  pernah tidak naik

kelas. (7) Berkesulitan belajar ciri-cirinya adalah : anak yang mengalami

kesulitan  membaca/  diseleksia  (kesulitan  membedakan  bentuk,

kemampuan  memahami  isi  bacaan  rendah,  sering  melakukan  kesalahan

dalam  membaca);  anak  yang  mengalami  kesulitan  menulis/  disgrafia

(sangat lamban dalam menyelesaikan tulisan, sering salah menulis huruf,
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B dengan  P,  P  dengan  Q,  F  dengan  U,  2  dengan  5,  6  dengan  9  dan

sebagainya, hasil tulisannya jelek dan tidak terbaca, sulit menulis dengan

lurus pada kertas dan tak bergaris, menulis huruf dengan posisi terbalik (P

ditulis Q atau B); anak yang mengalami kesulitan berhitung/ diskalkulia

(sulit membedakan tanda0tanda : +, -, x, :, ≥,≤, =, sulit mengoperasikan

hitungan atau bilangan, sering salah membilang secara berurutan, sering

salah membedakan angka 9 dengan 6 : 17 dengan 71, 2 dengan 5, 3 dengan

8, dan sebagainya, sulit membedakan bangun-bangun geometri).

2.2.3 Hakikat Guru Sekolah Inklusif

Dalam  pendidikan  guru  merupakan  kunci  utama  keberhasilan

pendidikan,  karena  guru  merupakan  seseorang  yang  bertanggungjawab

terhadap  perkembangan  jasmani  dan  rohani  peserta  didik,  terutama  di

sekolah,  untuk mencapai  kedewasaan peserta  didik sehingga ia menjadi

manusia yang paripurna dan mengetahui tugas-tugasnya sebagai manusia.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor

20  tahun  2003  Bab  I,  pasal  1  ayat  6  adalah  tenaga  kependidikan  yag

berkualifikasi  sebagai  guru,  dosen,  konselor,  pamong  belajar,

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, sebutan lain yang sesuai dengan

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Akhmad Sudrajat (2012: 113), berpendapat bahwa di dunia ini hanya

ada dua jabatan yaitu : (1) Jabatan guru dan (2) jabatan non guru. Yang

membedakan  jabatan  keduanya  adalah  mengajar.  Mengajar  merupakan
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langkah  seorang  guru  untuk  memandaikan  bangsa  dengan  tanpa

memikirkan efek untung dan ruginya secara material-personal, melainkan

memikirkan  bagaimana  nistanya  jika  generasi  selanjutnya  tidak  lebih

berkualitas  dalam semua  aspek  kehidupan.  Aktivitas  mengajar  tersebut

tentunya  menuntut  kepekaan  emosional  dan  spiritual  yang  mampu

melahirkan mentalitas dan moralitas suatu bangsa.

Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang

terjadi  dalam  kelas  untuk  membantu  proses  perkembangan  siswa.

Penyampaian  materi  pelajaran  hanyalah  merupakan  salah  satu  dari

berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam

segala fase dan proses perkembangan siswa (Slameto, 2003: 97).

Guru memegang peranan dan tanggung jawab yang penting dalam

pelaksanaan program pengajaran di sekolah. Guru merupakan pembimbing

siswa  sehingga  keduanya  dapat  menjalin  hubungan  emosional  yang

bermakna  selama  proses  penyerapan  nilai-nilai  dari  lingkungan  sekitar.

Kondisi  ini  memudahkan  mereka  untuk  menyesuaikan  diri  dalam

kehidupan di masyarakat (Depdiknas, 2003 : 3).Guru merupakan pendidik

profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar,  membimbng,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur

pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat

profesionalitas  tertentu  yang  tercermin  dan  kompetensi,  kemahiran,

kecakapan,  atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma

etik tertentu.
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Menurut  Priansa  (2014:40),  guru merupakan fasilitator  utama di

sekolah  yang  berfungsi  untuk  menggali,  mengembangkan,  dan

mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga ia bisa

menjadi bagian dari masyarakat yang beradab.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Definisi guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi

peserta  didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini  melalui  jalur  formal

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Yang dimaksud guru pada pendidikan inklusif menurut Direktorat

Pembinaan SLB (2007:13),  adalah Guru kelas adalah pendidik/pengajar

pada suatu kelas tertentu di Sekolah umum yang sesuai dengan kualifikasi

yang  dipersyaratkan,  bertanggungjawab  atas  pengelolaan  pembelajaran

dan adiministrasi  di  kelasnya.  Kelas yang diambil  tidak menetap,  dapat

berubah-rubah pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan kondisi sekolah.

Guru kelas biasanya ada pada kelas-kelas rendah, (kelas 1, 2 dan 3). Guru

mata  pelajaran  pada  sekolah  penyelenggara  pendidikan  inklusif

mempunyai  tugas  sama  dengan  guru  mata  pelajaran  pada  umumnya,

namun untuk guru mata pelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan

inklusif perlu dibekali dengan tambahan pengetahuan tentang pendidikan

khusus.

Guru  mata  pelajaran  bersama-sama  dengan  guru  pendidikan

khusus  menyusun rancangan pembelajaran adaptif sesuai dengan kondisi
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siswanya  tanpa  mengabaikan  substansi  mata  pelajaran  selanjutnya

membelajarkan,  memonitor  dan  mengevaluasi  hasil  belajar  siswa. Guru

kelas dan guru mata pelajaran harus menciptakan manajemen kelas yang

kondusif,  suasan  belajar  dan  strategi  pembelajaran  yang menarik  dan

mengerti  kebutuhan  masing-masing  anak.  Beberapa  hal  yang  harus

dilakukan guru kelas dan guru mata pelajaran diantaranyaadalah:

1) Disiplin dalam pengelolaan kelas, setiap kelas mempunyai time table

yang di dalamnya tercantum waktu untuk menyerut pensil, ke kamar

mandi, waktu istirahat dan waktu pulang.

2) Membuat  media yang dapat membuat  peserta  didik merasa dihargai

terhadap suatu apapun yang mereka lakukan setiap harinya.

3) Membuat  media  pembelajaran  yang  menarik  dan  inovatif,  seperti

menggunakan komputer dan teknologi dalam pembelajaran.

4) Melakukan  pembelajaran  yang  kooperatif,  sehingga  peserta  didik

didorong  bekerja  sama  dalam  melakukan  tugas  yang  menciptakan

sikap  toleransi,  saling  tolong  menolong,  menghargai  dan  tanggung

jawab

Faktor  penolakan  dari  kalangan  intern  (guru)  yang  paling

mendominasi  karena  tidak  terdapatnya  fasilitas  sekolah  serta

kompetensi  guru  yang  kurang  memadai  untuk  melaksanakan

pendidikan inklusif. Selain itu juga, timbulnya rasa tidak percaya diri

untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Sehingga

untuk  mengatasi  hal  tersebut  pihak  sekolah  sangat  perlu  untuk
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menumbuhkan kepercayaan diri di kalangan guru untuk melaksanakan

pendidikan inklusif. 

2.2.4 Hakikat Kompetensi Guru Sekolah Inklusif

2.2.4.1 Pengertian kompetensi guru

Kompetensi  profesional  guru  menurut  Sudjana  (2002:17)  dapat

dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu pedagogik, personal dan sosial.

Kompetensi  pedagogik  menyangkut  kemampuan  intelektual  seperti

penguasaan  mata  pelajaran,  pengetahuan  menganai  cara  mengajar,

pengetahuan  mengenai  belajar  dan  tingkah  laku  individu,  pegetahuan

tentang  bimbingan  penyuluhan,  pengetahuan tentang  administrasi  kelas,

pengetahuan  tentang  cara  menilai  hasil  belajar,  pengetahuan  tentang

kemasyarakatan serta pengetahuan umum lainnya.

Kompetensi bidang personal menyangkut kesiapan dan kesediaan

guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya.

Misalnya  sikap  menghargai  pekerjaannya,  mencintai  dan  memiliki

perasaan senang terhadap mata pelajaran yang dibinanya, sikap toleransi

terhadap sesama teman profesinya, memiliki kemauan yang keras untuk

meningkatkan hasil pekerjaannya.

Kompetensi sosial menyangkut kemampuan guru dalam berbagai

ketrampilan/berperilaku,  seperti  ketrampilan  mengajar,  membimbing,

menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul atau berkomunikasi

dengan  siswa,  ketrampilan  menumbuhkan  semangat  belajar  para  siswa,

ketrampilan  menyusun  persiapan/  perencanaan  mengajar,  ketrampilan
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melaksanakan  administrasi  kelas,  dan  lain-lain.  Perbedaan  dengan

kompetensi kognitif terletak pada sifatnya. Kompetensi kognitif berkenaan

dengan aspek teori atau pengetahuannya, pada kompetensi perilaku yang

diutamakan adalah praktek/ketrampilan melaksanakannya.

Menurut  Murniati  (2007:2)  salah  satu  ciri  dari  profesi  dituntut

memiliki  kecakapan  yang  memenuhi  persyaratan  yang  telah  dibakukan

oleh pihak yang berwenang (standar kompetensi guru). Istilah kompetensi

diartikan  sebagai  perpaduan antara pengetahuan,  ketrampilan,  sikap dan

nilai-nilai yang diwujudkan dalam pola berpikir dan bertindak atau sebagai

seperangkat  tindakan  cerdas  dan  penuh  tanggung  jawab  yang  dimiliki

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam

melaksanakan  tugas-tugas  sesuai  dengan  pekerjaan  tertentu.Musfah

(2011:29),  kompetensi  merupakan  kemampuan  seseorangyang  meliputi

pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang dapat diwujudkandalam hasil

kerja  nyata  yang  bermanfaat  bagi  diri  dan  lingkunganya. Sedangkan

Suyanto  dan  Asep  (2013:39)  kompetensi  pada  dasarnya

merupakandeskripsi  tentang  apa  yang  dapat  dilakukan  seorang  dalam

bekerja, serta apawujud dari pekerjaan tersebut yang dapat terlihat. Untuk

dapat  melakukanpekerjaan seseorang harus memiliki  kemampuan dalam

bentuk pengetahuan,sikap, dan keterampilan yang relevan dengan bidang

pekerjaanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, guru harus memiliki kompetensi pedagogik,
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kepribadian,  profesional,  dan  sosial  (Depdiknas,  2005:90).Kompetensi

pedagogik  merupakan  kemampuan  yang berkenaan  dengan pemahaman

peserta  didik  dan  pengelola  pembelajaran  yang  mendidik  dan  dialogis.

Secara  substantif  kompetensi  ini  mencakup  kemampuan  pemahaman

terhadap  peserta  didik,  perancangan  dan  pelaksanaan  pembelajaran,

evaluasi  hasil  belajar,  dan  pengembangan  peserta  didik  untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi  kepribadian  merupakan  kemampuan  personal  yang

mencerminkan  kepribadian  yang mantap,  arif,  dewasa,  dan  berwibawa,

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Kompetensi  profesional  merupakan  kemampuan  yang  berkenaan

dengan  penguasaan  materi  pembelajaran  bidang  studi  secara  luas  dan

mendalam  yang  mencakup  penguasaan  substansi  isi  materi  kurikulum

matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi

kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai

bagian  dari  masyarakat  untuk berkomunikasi  dan bergaul  secara efektif

dengan  peserta  didik,  sesama  pendidik,  tenaga  kependidikan,

orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Berikut  ini  disajikan  Alat  Penilaian  Kompetensi  Guru  (APKG)

untuk mengetahui kompetensi guru.

1) Kompetensi  pedagogik  yang  meliputi:  (1)  Mengenal  anak  didik;  (2)

Menguasai  beberapa  teori  tentang  pendidikan;  (3)  Menguasai  macam-
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macam  model  pembelajaran;  (4)  Menguasai  bahan  pelajaran;  (5)

Menyusun  rencana  pelaksanaan  pembelajaran;  (6)  Menilai  proses

pembelajaran.

2) Kompetensi kepribadian yang meliputi: (1) Berkepribadian utuh, berbudi

luhur, jujur, dewasa, beriman; (2) Berkemampuan mengaktualisasikan diri,

disiplin,  tanggungjawab,  peka  dan  berwawasan  luas;  (3)  Dapat

berkomunikasi  dengan  orang  lain;  (4)  Kemampuan  mengembangkan

profesi, berpikir kreatif, kritis, dan reflektif.

3) Kompetensi  profesional  meliputi:  (1) Penguasaan materi  pelajaran;   (2)

Penguasaan dan penghayatan atas  landasan dan wawasan kependidikan/

keguruan; (3) Penguasaan masalah-masalah pendidikan.

4) Kompetensi sosial meliputi: (1) Empati kepada orang lain; (2) Toleransi;

(3)  Mampu  bekerjasama  dengan  orang  lain;  (4)  Memiliki  sikap

kepribadian yang positif.

Kompetensi  guru  juga  merupakan  seperangkat  pengetahuan,

keterampilan,dan  perilaku  yang  harus  dimiliki,  dihayati,  dikuasai,  dan

diaktualisasikan  olehguru  dalam  melaksanakan  tugas  keprofesionalan.

Berdasarkan  PeraturanPemerintah  (PP)  Nomor  74  Tahun  2008  tentang

guru, dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru meliputi

kompetensi  pedagogik,  kompetensi  kepribadian,  kompetensi  sosial,  dan

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Dari  uraian  di  atas  bahwa  kompetensi  guru  berkaitan  dengan

profesionalisme,  yaitu  guru  yang  profesional  adalah  guru  yang
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berkemampuan (kompeten). Kompetensi profesional guru dapat diartikan

sebagai  kemampuan  dan  wewenang  guru  dalam  menjalankan  profesi

keguruannya dengan kemampuan yang tinggi.  Sebagai keharusan dalam

mewujudkan  sekolah  berbasis  pengetahuan  yaitu  pemahaman  tentang

pembelajaran,  kurikulum,  dan  perkembangan  manusia  termasuk  gaya

belajar membutuhkan seorang guru yang profesional.

2.2.4.2 Kompetensi guru pendidikan inklusif

Seorang  guru  senantiasa  dituntut  untuk  selalu  mengembangkan

pribadi dan profesinya secara terus menerus,  serta dituntut  untuk mampu

dan  siap  berperan  secara  profesional  dalam  lingkungan  sekolah  dan

masyarakat. Hal ini sudah jelas disebutkan di dalam empat kompetensi guru

yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  guru,  yaitukompetensi  pedagogic,

kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi professional.

Selanjutnya apa itu inklusif? istilah inklusif sebenarnya tidak terlepas

dari  program pemerintah  yaitu  tentang  pendidikan  inklusif  yang saat  ini

sedang gencar-gencarnya dilaksanakan diberbagai daerah dengan dukungan

dari pemerintah pusat. Pendidikan inklusif itu sendiri merupakan pendidikan

yang memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa

memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

Artinya bahwa pendidikan inklusif akan memberikan ruang kesamaan

hak dalam memperoleh  pendidikan  yang layak,  terutama bagi  anak-anak

berkebutuhan  khusus  yang  jauh  dari  lembaga-lembaga  pendidikan  yang

khusus untuk mereka yang memungkinkan mereka dapat belajar bersama-
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samaa dengan anak normal di sekolah regular yang ada di lingkungannya

atau yang dekat dengan tempat tinggal anak berkebutuhan khusus.

Sekolah-sekolah inklusi ini menuntut terdapatnya kurikulum, metode

mengajar,  sarana  pembelajaran,  system  evaluasi  dan  guru  khusus,  yang

dapat diintegrasikan kepada kelas reguler yang memiliki anak berkebutuhan

khusus untuk dapat  memberikan wadah dan penanganan yang tepat  bagi

anak berkebutuhan khusus dengan anak normal  yang ada di  dalam kelas

tersebut.  Dimana  untuk  melaksanakan  itu  bukannya  pekerjaan  yang

gampang, sehingga benar-benar kita membutuhkan guru-guru yang inklusif

didalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini secara sunggunh-sungguh.

Guru  yang  inklusif  adalah  guru  yang  mampu  menyesuaikan  diri

dengan  keadaan  siswa  yang  beraneka  ragam  baik  dari  segi  intelegensi,

kemampuan  kognitif,  afektif,  psikomotornya dan keadaan ekonomi social

anak  dalam  satu  kelas  yang  inklusif  dengan  cara  mengakomodir  semua

kebutuhan belajar anak dengan melakukan modifikasi didalam kurikulum,

metode  mengajar,  sarana  prasarana,  system  evaluasinya  agar  dapat

dipergunakan bagi semua siswa yang ada di dalam lingkup kelas inklusif

tersebut.

Ada tiga kemampuan umum yang harus dimiliki oleh guru pendidikan

inklusif, antara lain :

1) Kemampuan Umum ( general ability ), adalah guru yang memiliki ciri

warga  Negara  yang  religius  dan berkepribadian,  memiliki  sikap  dan

kemampuan mengaktualisasikan diri  sebagai warga Negara,  memiliki
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sikap  dan  kemampuan  mengembangkan  profesi  sesuai  dengan

pandangan hidup bangsa, memahami konsep dasar kurikulum dan cara

pengembangannya,  memahami  desain  pembelajaran  kelompok  dan

individual  dan  mampu  bekerja  sama  dengan  profesi  lain  dalam

melaksanakan dan mengembangkan profesinya.

2) Kemampuan  dasar  (basic  ability)  adalah  guru  yang  memahami  dan

mampu mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus, memahami konsep

dan mampu mengembangkan  alat  asesmen serta  melakukan asesmen

anak  berkebutuhan  khusus,  mampu  merancang,  melaksanakan,  dan

mengevaluasi  pembelajaran  bagi  anak  berkebutuhan  khusus,  mampu

merancang,  melaksanakan dan mengevaluasi  program bimbingan dan

konseling  anak  berkebutuhan  khusus,  mampu  melaksanakan

manajemen  ke-PLB-an,  mampu  mengembangkan  kurikulum  sesuai

dengan  kemampuan  dan  kebutuhan  anak  berkebutuhan  khusus  serta

dinamika masyarakat, memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek medis

dan  implikasinya  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan,  memiliki

pengetahuan tentang aspek-aspek psikologis dan implikasinya terhadap

penyelenggaraan  pendidikan,  mampu  melakukan  penelitian  dan

pengembangan  di  bidangnya,  memiliki  sikap  dan  prilaku  empati

terhadap  anak  berkebutuhan  khusus,  memiliki  sikap  professional

dibidangnya, mampu merancang dan melaksanakan program kampanye

kepedulian  PLB  di  masyarakat  dan  mampu  merancang  program

advokasi.
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3) Kemampuan  khusus  (specific  ability)  adalah  guru  yang  memiliki

kemampuan dalam melakukan modifikasi perilaku, menguasai konsep

dan  keterampilan  pembelajaran  bagi  anak  yang  mengalami

gangguan/kelainan  penglihatan,  menguasai  konsep  dan  keterampilan

pembelajaran  bagi  anak  yang  mengalami  gangguan  atau  kelainan

pendengaran/komunikasi,  menguasai  konsep  dan  keterampilan

pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan intelektual,

menguasai  konsep  dan  keterampilan  pembelajaran  bagi  anak  yang

mengalami gangguan/kelainan anggota tubuh dan gerakan, menguasai

konsep  dan  ketrampilan  pembelajaran  bagi  anak  yang  mengalami

gangguan/kelainan perilaku dan sosial  dan yang mengalami kesulitan

belajar.

Selanjutnya dengan dimilikinya ketiga kemampuan dasar diatas

oleh semua guru kelas ataupun guru mata pelajaran, maka  diharapkan

akan  tercipta  guru-guru  inklusif  yang memiliki  kompetensi  yang

dipersyaratkan  yaitu  memiliki  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap

tentang  materi  yang  akan  diajarkan/dilatihkan  dan  tidak  kalah

pentingnya adalah memahami karakteristik siswa berkebutuhan khusus

yang  menjadi  tanggungjawabnya,  sehingga  akan  meningkatkan

kemampuan  dari  siswa  yang  selanjutnya  akan  berdampak  kepada

mensukseskan wajib belajar  yang telah dicanangkan oleh pemerintah

kita, untuk semua yaitu untuk siswa-siswa yang normal maupun yang

berkebutuhan khusus.
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Wong,  Kauffman dan Lloyd (1991:78)  memberi  ciri-ciri  atau

sifat mengenai guru yang efektif bagi siswa penyandang hambatan di

kelas  reguler.  Adapun  ciri-ciri  tersebut  meliputi:  (1)  punya  harapan

bahwa siswa akan berhasil; (2) memberi pengawasan yang sering pada

tugas-tugas  siswa serta  memberi  umpan balik;  (3)  memberi  standar-

standar,  arahan  dan  harapan  pembelajaran;  (4)  fleksibel  dalam

menangani  siswa;  (5)  mempunyai  komitmen  dalam  memperlakukan

tiap siswa secara terbuka; (6) bersikap responsif terhadap pernyataan

dan  komentar  siswa;  (7)  pendekatan  tersusun  dengan  baik  dalam

pembelajaran;  (8)  hangat,  sabar,  humoris  kepada  siswa;  (9)bersifat

teguh dan konsisten dalam pengharapan-pengharapan.

Secara umum apa yang harus dan bisa dilakukan guru dalam

kerangka  pendidikan  inklusif  yaitu  :  (1)  melakukan  aktifitas

berdasarkan  latar  belakang  pengetahuan  dan  pendidikan  yang  sesuai

(appropriate);  (2)  bekerja  dengan  landasan  konsep  yang  sesuai

(suitably of basic concept); (3) berperilaku positif, kreatif dan inovatif;

(4) memiliki sikap sebagai agen pembaharu; (5) berfikir positif proaktif

terhadap gagasan perubahan paradigma pembaharuan; (6) selalu berada

pada barisan terdepan dalam implementasi inovasi bidang pendidikan;

(7)  selalu  memperlihatkan  perilaku  progresif  mengarah  pada

perkembangan  yang  cukup  signifikan;  (8)  selalu  mengedepankan

semangat membangun jejaring kerja (komunikasi dan kemitraan yang

kokoh  dan  fungsional;  (9)  menghargai  adanya  perbedaan  dan
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keberagaman; (10) melakukan sinergi dan koordinasi dengan berbagai

keberagaman dan perbedaan yang ada.

2.2.5 Manajemen Pelatihan Guru Sekolah Inklusif

Menurut  Amaliah  (2013:6)  pelatihan  dapat  dipandang  sebagai

suatu sistem manajemen. Pelatihan suatu sistem manajemen dapat dilihat

dengan pendekatan  Input-Proses-Output.  Sebagai  inputnya  adalah  calon

peserta,  tenaga  pengajar,  administrator,  dana,  sarana,  prasarana,

kurikulum,  buku-buku  perpustakaan,  laboratorium  dan  alat-alat

pembelajaran  baik  perangkat  keras  maupun perangkat  lunak.  Prosesnya

meliputi  mengelola  diklat,  mengelola  program  pelatihan,  mengelola

kegiatan  pelatihan  dengan  menggunakan  berbagai  motode.  Outputnya

adalah  lulusan  yang  kompetensi  kerjanya  mengalami  kemajuan  sesuai

dengan standar kemajuan yang diharapkan.

Manajemen pelatihan secara konsep bisa diartikan sebagai proses

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan evaluasi. Pelatihan yang

efektif  dan  efesien  merupakan  pelatihan  yang berorientasi  pada  proses,

dimana  organisasi  tersebut  dapat  melaksanakan  program-program  yang

sistematis untuk mencapai tujuan dan hasil yang dicita-citakan. Menurut

pendapat  Hasibuan  bahwa  manajemen  (2003:2)  adalah  ilmu  dan  seni

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber

lainnya secara efektif dan  efisien  untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sedangkan  Wiludjeng  (2007:5)  menjelaskan  bahwa manajemen  sebagai
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ilmu pengetahuan yang terorganisir dan sistematis, dan terdiri dari teori-

teori  dan  prinsip-prinsip,  sekaligus  juga  manajemen  sebagai  seni  yang

sangat tergantung pada orang yang menjalankannya.

Sedangkan  menurut  Hamalik  (2001:23)  menjelaskan  bahwa

manajemen  pelatihan  merupakan  pelaksanaan  fungsi-fungsi  manajemen

melalui  pengelolaan,  pengawasan,  dan  pengaturan  yang  dilaksanakan

secara terus menerus selama mengadakan pelatihan. 

Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  manajemen

pelatihan  adalah  manajemen  yang  diimplementasikan  dalam  kegiatan

program  pelatihan.  Manajemen  pelatihan  pada  dasarnya  alat  yang

diperlukan dalam usaha untuk mencapai  tujuan pelatihan secara efektif.

Melalui manajemen yang baik, maka suatu program pelatihan diharapkan

mampu  meningkatkandan  mengembangkan  kemampuan  pribadi,

profesional,  dan sosial  peserta  pelatihan,  serta  sebagai  wahana promosi

bagi individu dalam suatu organisasi.

2.2.5.1 Perencanaan pelatihan

Perencanaan pelatihan perencanaan (planning) adalah fungsi dasar

manajemen,  karena  fungsi-fungsi  lain  (organizing,  actuating/directing,

controlling,  and  evaluating)  harus  terlebih  dulu  direncanakan.

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaannya

dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif (kemungkinan) yang

ada.  Menurut Siagian (2004:36) perencanaan adalah keseluruhan proses

pemikiran  dan  penentuan  secara  matang  daripada  hal-hal  yang
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akandikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan

yang telah ditentukan.

Sementara  itu  menurut  Danim   (2008:  51)  bahwa  perencanaan

pelatihan  merupakan  rancang  bangun  sebuah  pelatihan  secara  visual,

disertai  dengan  perhitungan  konsekuensi  finansial,  durasi

penyelenggaraan, struktur program, materi ketersediaan sumber daya, dan

rencana tindak lanjut. Pengertian mengenai perencanaan tersebut di atas,

secara  implisit  mengandung  makna  penentuan  tujuan,  pengembangan

kebijakan, program, proyek, sistem, dan prosedur guna mencapai tujuan

yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Dengan  demikian  perencanaan

mengandung  tiga  karakteristik  :  (1)  Selalu  berhubungan  dengan  waktu

mendatang,  (2)  Memerlukan  tindakan,  (3)  Ada  indikasi  individu  atau

organisasi yang melaksanakannya.

2.2.5.2 Pengorganisasian pelatihan

Fungsi pengorganisasian (organizing) tidak lain adalah pembagian

kerja,  artinya  penentuan  pekerjaan-pekerjaan  yang  harus  dilakukan,

mengelompokkan  tugas-tugas  dan  membagi-bagikannya  kepada  setiap

karyawan,  serta  menetapkan  hierarki  dan  hubungan-hubungan.  Menurut

Hasibuan  (2004:118),  pengorganisasian  adalah  suatu  proses  penentuan,

pengelompokan,  dan  pengaturan  bermacam-macam  aktifivitas  yang

diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap

aktivitas  ini,  menyediakan  alat-alat  yang  diperlukan,  menetapkan
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wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang

akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Sedangkan  menurut  Siagian  (2004:48)  menyatakan  bahwa

pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang,

alat-alat,  tugas-tugas,  tanggung  jawab  dan  wewenang  sedemikian  rupa

sehingga tercipta  suatu  organisasi  yang dapat  digerakkan  sebagai  suatu

kesatuan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Hasil

pengorganisasian adalah organisasi.  Organisasi  sebagai  alat  administrasi

dan manajemen  dapat ditinjau dari dua  sudut pandangan, yaitu organisasi

sebagai wadah, dan organisasi sebagai proses.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengorganisasian pelatihan dapat

diartikan  suatu  tindakan  atau  kegiatan  menggabungkan  seluruh  potensi

yang  ada  dari  seluruh  bagian  dalam  suatu  kelompok  orang  di  dalam

organisasi  pelatihan  dan  melakukan  pendistribusian  tugas  dan  fungsi

kepada setiap individu untuk bekerjasama guna mencapai tujuan pelatihan

yang telah ditentukan bersama.

Dari uraian di atas maka dalam kegiatan pelatihan,  pelatih harus

mampu menjadi  pemimpin  yang dapat  menggerakkan  peserta  pelatihan

untuk melaksanakan tugas-tugas pelatihan dengan memiliki motivasi yang

tinggi sehingga mampu meraih keberhasilan yang maksimal sesuai dengan

tujuan  program  pelatihan.Dalam  pelatihan,  pelatih  harus  mampu

memberikan  perintah  yang  jelas  dan  mampu  berkomunikasi  yang  baik
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kepada peserta sehingga peserta pelatihan dapat memahami apa yang harus

dilakukan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilanya.

2.2.5.3 Penggerakkan pelatihan

Penggerakkan  Pelatihan  Menurut  Hasibuan  (2004:183)  :

“Penggerakkan  adalah  mengarahkan  semua  karyawan  agar  mau

bekerjasama  dan  bekerja  efektif  dalam  mencapai  tujuan  perusahaan.”

Menurut  Siagian  (2004:128):  “Penggerakkan  (motivating)  adalah

keseluruhan  proses  pemberian  motifasi  bekerja  kepada  para  bawahan

sedemikian   rupa  sehingga  mereka  mau bekerja   dengan ikhlas  demi

tercapainya tujuan organisasi dengan efisien  dan ekonomis.”

Dari uraian di atas maka dalam kegiatan pelatihan,  pelatih harus

mampu menjadi  pemimpin  yang dapat  menggerakkan  peserta  pelatihan

untuk melaksanakan tugas-tugas pelatihan dengan memiliki motivasi yang

tinggi sehingga mampu meraih keberhasilan yang maksimal sesuai dengan

tujuan  program  pelatihan.Dalam  pelatihan,  pelatih  harus  mampu

memberikan  perintah  yang  jelas  dan  mampu  berkomunikasi  yang  baik

kepada peserta sehingga peserta pelatihan dapat memahami apa yang harus

dilakukan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilanya

2.2.5.4 Pengawasan pelatihan

Menurut  Siagian  (2004:135),  pengawasan  adalah  proses

pengamatan  daripada  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk

menjamin agar  semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai

dengan  rencana  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.   Menurut  pendapat
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Torang  (2014:176)  pengawasan  dimaksudkan  untuk  melaksanakan

penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  pengawasan  pelatihan  adalah

suatu  kegiatan  untuk  melakukan  pemantauan,  membuktikan,  dan

memastikan apakah seluruh kegiatan pelatihan yang telah direncanakan,

diorganisasikan,  diperintahkan,  dan  dikondisikan  sebelumnya  dapat

dilaksanakan  sesuai  target  atau  tujuan  yang  ditetapkan.  Memahami

pentingnya  pengawasan  dalam  pelatihan,  maka  seorang  pelatih  harus

memahami  langkah-langkah  dalam proses  pengawasan.  Dengan adanya

pengawasan,  maka penyimpangan  pelaksanaan  kegiatan  pelatihan  dapat

dideteksi  sedini  mungkin  sehingga  menghindari  kesalahan  yang  fatal

dalam melaksanakan pelatihan.

2.2.5.5 Model pelatihan ADDIE

Model  pelatihan  pada  awalnya  berkembang  pada  dunia  usaha

terutama  melalui  magang  tradisional,  dalam sebuah  magang  tradisional

kegiatan  belajar  membelajarkan  dilakukan  oleh  seorang  warga  belajar

(sasaran  didik)  dan  seorang  sumber  belajar  (tutor),  maka  dalam

perkembangan  selanjutnya  interaksi  edukatif  yang  terjadi  tidak  hanya

melalui  perorangan  akan tetapi  terjadi  melalui  kelompok  warga  belajar

(sasaran  didik,  sasaran  pelatihan)  yang  memiliki  kebutuhan  dan  tujuan

belajar yang sama dengan seorang, dua orang, atau lebih pelatih (sumber

belajar, trainers).
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Berbagai  model  pelatihan  telah  dikembangkan  dan dipakai  dalam

berbagai kegiatan pelatihan. Penerapan model-model tersebut didasarkan

pada keyakinan bahwa pemilihan model pelatihan tersebut agar pelatihan

dapat  berjalan  efektif.  Demikian  pula  dalam  pengembangan  model

pelatihan pendidikan inklusif bagi guru sekolah dasar dalam penelitian ini

didasarkan pada manajemen berdasarkan ADDIE dengan keyakinan model

yang dihasilkan dapat efektif memberikan keterampilan guru SD inklusif

dalam  menganalisis,  mengarahkan  dan  mengembangkan  potensi  siswa

berkebutuhan  khusus.  Menurut  Molenda  (2003:1)  menyatakan  bahwa

model  ADDIE  adalah  sebuah  istilah  yang  digunakan  untuk

menggambarkan  pendekatan  yang  sistematis  untuk  pengembangan

instruksional.  ADDIE  yang  merupakan  akronim  mengacu  pada  proses

utama yang terdiri dari proses generik yang terdiri dari: analysis (analisis),

design (desain),  development (pengembangan),  implementation

(implementasi), dan evaluation (evaluasi).

Tahapan ADDIE oleh Molenda digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.4 Model ADDIE Molenda.

Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  langkah-langkah  pelatihan

pendidikan inklusif dalam ADDIE dilakukan berurutan namun fleksibel.

Kegiatan  dilakukan  dari  satu  tahap  ke  tahap  berikutnya,  tetapi  dapat

kembali  ke tahapan proses sebelumnya. Model ADDIE dapat dilakukan

pada  suatu  lokakarya,  seluruh  program  pelatihan  (orientasi,  sertifikasi,

suksesi, dll), atau pembelajaran kreatif dan alternatif. Proses ADDIE juga

dapat  diterapkan  untuk  program  non-pelatihan  seperti  kegiatan

pembangunan.   Sedangkan menurut  Piskurich (2009:  24)  bahwa model

pelatihan  ADDIE  terdiri  dari  lima  tahap,  yaitu:  analisis,  perencanaan,

pengembangan, penerapan, dan evaluasi.  Tahapan-tahapan dalam ADDIE

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Analysis

Design 

Development 

Implementation 

Evaluation 
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Gambar 2.5 Model ADDIE Piskurich  

Tahapan  pertama dari  model  ADDIE adalah  analisis.   Kegiatan

pada  tahapan  ini  adalah  melakukan  analisis,  menganalisis  adanya

kesenjangan  antara  standar  kinerja  dengan  tingkat  kinerja  yang dicapai

atau dimiliki.  Pengkajian yang benar akan mengarahkan pelatihan yang

berorientasi kepada kebutuhan.

Menurut  Lehman  (2007:2),  langkah-langkah  analisis  dapat

dilakukan  dengan  mengajukan  bahan-bahan  pertanyaan.  Melalui

pertanyaan-pertanyaan  tersebut  diharapkan  dapat  melakukan  identifikas

permasalahan  yang  ada  dan  mengetahui  kebutuhan  pelatihan  yang

diinginkan.  Proses analisis  perlu dilakukan dengan baik agar  kita  dapat

benar-benar memahami situasi stakeholder saat ini (reality), situasi yang

diinginkan (tujuan), dan kemudian untuk menentukan kesenjangan dalam

pengetahuan, keterampilan dan sikap.  Hasil tahapan ini menjadi laporan

yang berisi  rangkuman terhadap isu-isu, permasalahan atau kesenjangan

Analysis

Design 

Development Implementation 

Evaluation 
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yang ada antara kenyataan dan harapan. Tahapan ini juga dikenal dengan

analisa kebutuhan pelatihan.

Setelah  proses  analisis  dilakukan  maka dapat  diteruskan dengan

proses merumuskan hasil analisis. Dalam hal ini merumuskan secara tepat

dan benar kesenjangan kinerja yang terjadi, dan menetapkan dengan jelas

kemampuan yang harus ditingkatkan. Tujuan pelatihan dirumuskan dalam

bentuk  kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh  peserta  pelatihan  seusai

materi pelatihan. Untuk itu, rumusan tujuan harus jelas, terukur, dan dapat

dicapai.

Tahap kedua dari ADDIE adalah desain. Desain pelatihan adalah

proses membangun kerangka kerja pelatihan yang di dasarkan dari hasil

analisis kebutuhan. Menururt Lehman (2007:2) Produk akhir dari tahap ini

adalah  dokumen  yang  berisi  semua  strategi  program  pelatihan.  Lebih

lanjut Lehman menjelaskan bahwa berdasarkan desain pelatihan tersebut

maka  diharapkan  dapat  menghasilkan:  (1)  kurikulum  pelatihan  yang

meliputi   materi  pelatihan,  metode penyampaian  (pembelajaran),  proses

pembelajaran setiap materi,  dan proporsi dan alokasi waktu. (2) Metode

pelatihan. (3) Rancangan alur proses pelatihan.  

Dalam  program  pelatihan,  faktor  materi  pelatihan  memegang

peranan yang penting. Menurut Hamza (2012:29), ketika materi pelatihan

sesuai dengan desain pelatihan maka materi akan menarik, kredibel, dan

mudah dipahami oleh peserta pelatihan. Lebih lanjut Hamza menjelaskan

bahwa dalam mengembangkan materi pelatihan harus memperhatikan : (1)
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Latar  belakang  tujuan  program  pelatihan  (dasar  kurikulum,  sasaran,

informasi terkait,  sumber daya yang mendukung konten), (2) kesesuaian

dengan kurikulum (prinsip pembelajaran orang dewasa, tips khusus untuk

meningkatkan  pembelajaran,  menjembatani  perbedaan  peserta),  (3)

kesesuaian  dengan  sarana  prasarana  (bahan,  peralatan,  dan  spesifikasi

fasilitas,  modul,  cakupan  dan  urutan  pembelajaran),  (4)  kesesuaian

kebutuhan (kesesuaian topik dan latihan),  (5)  kesesuaian dengan tujuan

pembelajaran  (jelas,  spesifik,  terukur,  dapat  dicapai  dan  realistis),  (6)

kejelasan dan kelengkapan isi materi pelatihan (konten, kegiatan belajar,

arah, waktu), media presentasi, diskusi, latihan belajar aktif,  kemudahan

handout peserta, teknis yang akurat dan tepat penyajian materi dari yang

sederhana sampai yang kompleks).

Berkaitan  dengan  pelatih  atau  instruktur  dalam pelatihan,  Powers

(2007:19), menjelaskan bahwa agar dapat melaksanakan tugasnya dengan

baik  dalam  pelatihan  maka  instruktur  harus  memiliki  persyaratan-

persyaratan  yaitu  memiliki  keterampilan,  pengetahuan,  kualifikasi,

pengalaman,  dan karakteristik.  Lebih  lanjut  Powers menjelaskan bahwa

ketrampilan  instruktur  berkaitan  dengan:  keterampilan  verbal,

keterampilan  interpersonal,  memimpin,  membaca  dan  menyampaikan

materi  pelatihan,  pengorganisasian  dan  perencanaan,  membangun,

pengambilan  keputusan,  keterampilan  analisis,  pemecahan  masalah,

umpan  balik,  bertanya,  partisipasi,  inisiatif,  pengelolaan  kelompok

beragam,  pengambilan  risiko,  dan  menulis.  Pengetahuan  instruktur
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berkaitan  dengan:  subyek/materi  pelatihan,  organisasi  yang  terlibat,

peserta pelatihan, metode belajar orang dewasa, dan pelatihan. Kualifikasi

instruktur berkaitan dengan: kompetensi sebagai pelatih, lisensi, sertifikat

pelatih.  Pengalaman  instruktur  berkaitan  dengan:  keterampilan,  teknis,

pelatihan,  pengawas,  dan  manajemen.  Karakteristik  instruktur  dalam

pelatihan berkaitan dengan:  Energi/kapasitas (kapasitas untuk melakukan

pekerjaan  dan  mengatasi  hambatan),  antusiasme,  komitmen,  integritas,

presentasi diri, manajemen diri , objektivitas diri.

Sementara  itu  Piskurich  (2009:46)  menjelaskan  bahwa  pelatih

hendaknya  memiliki  beberapa  kemampuan,  yaitu  kredibel,  mengikuti

panduan, mampu menjelaskan dengan baik, memahami dasar-dasar cara

belajar  orang  dewasa,  mengembangkan  hubungan  dengan  peserta

pelatihan,  melibatkan peserta pelatihan dalam pelatihan,  dapat membaca

bahasa  tubuh,  menggunakan bahasa tubuh yang tepat,  membuat  kontak

mata  yang  baik,  mendengarkan  dengan  baik,  dapat  menerima  ide-ide

peserta  pelatihan,  memahami  pertanyaan  dan  dengan  mengulangi

komentar  peserta,  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  baik  dan

menunggu jawaban, fleksibel,   tidak memiliki  gangguan verbal maupun

verbal,  serta  ramah.  Menurut  Triton  (2010:119),  agar  tujuan  pelatihan

yaitu meningkatkan skill peserta dapat dicapai secara optimal maka pelatih

atau instruktur harus memiliki kualifikasi sesuai bidangnya, professional,

dan berkompeten. Disamping itu pelatih juga harus memiliki pengalaman
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dan  kedalaman  penguasaan  materi,  dan  penguasaan  berbagai  metode

pelatihan. 

Tahap ketiga dari ADDIE adalah pengembangan. Tahap ini adalah

proses  menterjemahkan  hasil  desain  pelatihan  ke  dalam produk-produk

instrumen  yang  akan  digunakan  dalam  kegiatan  pelatihan.   Menurut

Lehman (2007: 3), produk yang harus dihasilkan dari langkah ini adalah:

(1) Paket program Komunikasi (informasi) untuk stakeholder, (2) Rencana

pelajaran  pelatihan,  (3)  panduan  Trainer,  (4)  Buku  kerja  Peserta  &

handout, (5) sumber daya Pelatih dan peserta , (6) alat bantu pekerjaan dan

pelatihan (7) panduan monitoring , (8) Infrastruktur teknologi dan software

(jika diperlukan), (9) Alat penilaian / sikap/ pengetahuan / keterampilan

peserta, (10) Instrumen evaluasi program untuk menguji apakah program

memenuhi  harapan/  persyaratan organisasi,  (11) alat  evaluasi  biaya dan

jadwal.

Tahap keempat dari model ADDIE `adalah implementasi. Tahap ini

terdiri  dari  rangkaian  kegiatan  pelaksanaan  program  pelatihan  yang

berpedoman  pada  Analisis  kebutuhan,  desain  pelatihan,  dan

pengembangan  program  pelatihan.  Dengan  benar-benar  mengacu  pada

ketiga  langkah  tersebut,  dapat  dipastikan  bahwa  kompetensi  yang

diharapkan akan dapat tercapai. Untuk melaksanakan pelatihan maka perlu

didahului  dengan  persiapan-persiapan  pelatihan.  Persiapan  tersebut

diharapkan  dapat  menghasilkan  komponen-komponen seperti:  Kerangka

acuan, jadwal pelatihan, pelatih yang sesuai dengan kriteria, kelengkapan
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sarana dan prasarana diklat  maupun penunjangnya,  Master  of  Training,

format-format yang dibutuhkan.  

Uraian  di  atas  sesuai  dengan Lehman (2007:3),  yang menyatakan

bahwa produk atau hard copy tahap ini adalah pengetahuan/ keterampilan/

penilaian sikap, catatan kehadiran, dan formulir tanggapan peserta. Tugas-

tugas  yang harus dilaksanakan dalam tahap proses adalah :  komunikasi

dengan  stakeholder,  menyiapkan  materi  dan  alat  bantu  pelatihan,

menyiapkan  pelatih/  mentor,  instal  infrastruktur  dan  layanan  (jika

diperlukan)  teknologi,  mengatur  administrasi  database  dan  sistem,

memasang  alat  bantu  pekerjaan,  mengatur  tempat  pelatihan,  membuat

jadwal peserta, melakukan sesi pelatihan, menerapkan strategi pengalihan

pelatihan,  melakukan  penilaian  peserta,  mengumpulkan  umpan  balik

peserta. 

Tahap  kelima  dari  model  ADDIE  adalah  evaluasi.  Tahap  ini

merupakan  kegiatan  penilaian  terhadap  pelaksanaan  program  pelatihan

meliputi  penilaian  terhadap  peserta,  pelatih,  penyelenggara,  dan

pencapaian  tujuan  pelatihan.  Terdapat  tiga  tahap  evaluasi  pelatihan

berdasarkan  tahapannya,  yaitu:  (1)  Penilaian  tahap  pra  pelatihan  yang

meliputi  empat  komponen;  peserta,  kurikulum,  pelatih,  dan  institusi

penyelenggara.  (2)  Penilaian  tahap  selama  pelatihan  mencakup;  Input,

proses,  output,  (3)  Penilaian  tahap  pasca  pelatihan  dilakukan  terhadap

hasil  pelatihan  dan  dampak  pelatihan.  Dalam  hal  evaluasi  program

pelatihan, Pike (2002:205) menjelaskan bahwa evaluasi program pelatihan
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diperlukan  untuk  mendapatkan  umpan  balik  pelaksanaan  program

pelatihan. 

Dalam melakukan evaluasi program pelatihan perlu memperhatikan

hal-hal berikut, yaitu fasilitas pelatihan, tingkat di mana konten pelatihan

dikembangkan,  pengetahuan  instruktur  terhadap  subjek  pelatihan,

perhatian  instruktur  pada  peserta,  manfaaat  konten,  kegunaan  dari

handout/ buku panduan, efektivitas alat bantu visual, penerapan pelatihan

pada pekerjaan, lamanya waktu yang dihabiskan pada setiap topik (terlalu

panjang,  terlalu  pendek),  faktor  pendukung efektivitas  pelatihan,  faktor

penghambat  efektivitas  program  pelatihan,  perubahan-perubahan  yang

dinginkan dalam pelatihan. 

Sementara itu menurut Lehman (2007:4), pada evaluasi ini dilakukan

kegiatan  berupa  pengumpulan  umpan  balik  peserta  dan  mengambil

informasi  bagaimana  meningkatkan  program.  Berdasarkan  temuan

evaluasi kemudian membuat perubahan yang diperlukan untuk perbaikan

perbaikan  pelatihan  di  masa  yang  akan  datang.  Kegiatan  evalusi  juga

untuk mengetahui dampak pelatihan individu/ karyawan, departemen, dan

organisasi secara keseluruhan.

Lebih lanjut Lehman menjelaskan bahwa evaluasi program pelatihan

dilakukan untuk memastikan bahwa pelatihan telah mencapai hasil yang

diinginkan. Jika hal ini tidak sesuai dengan tujuan maka pelatihan harus

diubah atau diganti dengan sesuatu yang lebih tepat. Pada akhir evaluasi

maka dibuat laporan yang merangkum implikasi pelatihan. (1) Kegiatan-
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kegiatan  yang  dilakukan  pada  tahap  ini  adalah  mengumpulkan  data

evaluasi program training. (2) Mengumpulkan data evaluasi pelatihan. (3)

Ulasan kinerja program pelatihan, yang terdiri; jumlah karyawan terlatih,

persentase  peserta  lulus  pelatihan,  kepuasan peserta.  (4)  Ulasan  kinerja

pelatihan  ,  yang  terdiri;  biaya,  jadwal,  lingkup,  kepuasan  stakeholder,

kepuasan tim pelatihan. (5)  Program Laporan dan hasil kinerja pelatihan.

2.2.6 Model Pelatihan GuruSekolah Inklusif Berbasis Kebutuhan

2.2.6.1 Definisi model pelatihan berbasis kebutuhan

Model diartikan sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan

untuk  mempresentasikan  sesuatu  hal.  Model  merupakan  sesuatu  yang

menggambarkan adanya pola berpikir dan menggambarkan keseluruhan

konsep  yang  saling  berkaitan.  Model  juga  dapat  dipandang  sebagai

upaya  untuk  mengkonkretkan  sebuah  teori  sekaligus  juga  merupakan

sebuah analogi  dan  representasi  dari  variabel  yang terdapat  di  dalam

teori tersebut (Benny,2009: 86). 

Menurut Maria (1997:1) model adalah representasi dari konstruksi

dan  kerja  beberapa  sistem  yang  nyata.  Sebuah  model  mirip  tapi

sederhana  dari  pada  sistem  yang  diwakilinya.  Lebih  lanjut  Maria

menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari model adalah memungkinkan

analisis  untuk memprediksi  pengaruh perubahan  pada  sistem.  Di  satu

sisi,  model  harus  menjadi  pendekatan  dari  sistem  nyata  dan

menggabungkan sebagaian besar fitur yang menonjol. Di sisi lain, model
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seharusnya  tidak  begitu  rumit  (harus  sederhana)  sehingga  mudah

dipahami.  Sebuah  model  yang  baik  adalah  model  yang  disusun

sederhana  mungkin  untuk  membantu  para  pengambil  keputusan/

kebijakan dalam memahami model dan permasalahan yang ada.

MenurutGustafson (2002:1)  model  adalah  representasi  sederhana

dari bentuk yang lebih kompleks, proses dan fungsi fenomena fisik atau

ide.  Model membantu kita representasi  konsep realitas.  Sebuah model

adalah untuk menyederhanakan realitas karena sering terlalu rumit untuk

menggambarkan suatu realitas tersebut.  Sedangkan Wilson (1999:250)

menjelaskan  bahwa sebuah  model  dapat  digambarkan  sebagai  sebuah

kerangka kerja untuk berfikir tentang masalah dan mungkin berkembang

menjadi sebuah pernyataan tentang hubungan antara proposisi teoritis.

Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dipahami  bahwa  suatu

model dapat dijadikan sebagai alat untuk menerjemahkan konsep suatu

ide/ gagasan atau teori ke dalam dunia kongkret untuk diterapkan dalam

kontekstual.  Model  berisi  informasi-informasi  tentang suatu fenomena

yang  dibuat  dengan  tujuan  untuk  mempelajari  fenomena  sistem yang

sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau

kejadian yang sesungguhnya yang hanya beisi informasi-informasi yang

dianggap  penting  untuk  ditelaah.  Mengidentifikasi  dan  menyesuaikan

sumber daya yang ada daripada terlihat dalam pengembangan asli.

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah model yang

difokuskan pada upaya pengembangan suatu produk. Model ini menurut
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Gustafson (2002:30) adalah model yang memiliki 4 asumsi utama yaitu :

(1) bahwa produk pelatihan tersebut adalah produk yang diperlukan, (2)

bahwa produk pelatihan yang dikembangkan adalah sesuatu yang perlu

diproduksi  bukan  dipilih  atau  dimodifikasi  dari  bahan  yang  ada,  (3)

bahwa  kelayakan  suatu  produk  yang  dihasilkan  didasarkan/

mempertimbangkan  hasil  uji  coba  dan  revisi,  dan  (4)  suatu  asumsi

bahwa produk yang dikembangkan harus dapat  dipakai oleh berbagai

lembaga penyelenggara pelatihan. Produk yang dihasilkan berdasarkan

analisis  kebutuhan  agar  pelatihan  pendidikan  inklusif  yang  akan

dilaksanakan nantinya akan lebih efektif, efesien dan menarik.

Sementara itu kebutuhan memiliki beberapa definisi, antara lain:

Morrison  (2001:  27),  kebutuhan  adalah  kesenjangan  antara  apa  yang

diharapkan  dengan  kondisi  yang  sebenarnya.  Briggs  (2005:112)

kebutuhan  diartikan  sebagai  ketimpangan  atau  gap  antara  apa  yang

seharusnya dengan apa yang senyatanya. Sedangkan Eggland (2005:65)

mengartikan kebutuhan adalah kesenjangan antara seperangkat kondisi

yang  ada  pada  saat  sekarang  ini  dengan  seperangkat  kondisi  yang

diharapkan. 

Pelatihan guru sekolah inklusif berbasis kebutuhan adalah jenis

pelatihan yang dibutuhkan oleh seorang yang mengikuti pelatihan untuk

meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  dalam

melaksanakan tugas yang efektif dan efesien.
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2.2.6.2 Analisis kebutuhan peserta pelatihan 

Program pelatihan yang diselenggarakan harus sesuai dengan standar

kompetensi  untuk  memenuhi  kebutuhan  pasar  kerja  (customer).  Oleh

karena  itu  untuk  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  dan

menitikberatkan pada unsur kepuasan kepada masyarakat umum maupun

industri maka setiap peyelenggaraan program pelatihan perlu melakukan

analisis  kebutuhan  pelatihan  yang  dibutuhkan  peserta/guru  sekolah

inklusif.  Mengingat  bahwa  program  pelatihan  pada  dasarnya

diselenggarakan  sebagai  sarana  untuk  menghilangkan  atau  setidaknya

mengurangi gap (kesenjangan) antara kompetensi yang ada saat ini dengan

kompetensi  standard  atau  yang  diharapkan  untuk  dilakukan  oleh

seseorang, maka dalam hal ini analisis kebutuhan pelatihan merupakan alat

untuk mengidentifikasi gap-gap yang ada tersebut dan melakukan analisis

apakah  gap-gap  tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan melalui suatu

program pelatihan.  Selain itu dengan analisis  kebutuhan pelatihan maka

penyelenggara  pelatihan  (pemerintah  maupun  swasta)  dapat

memperkirakan manfaat-manfaat apa saja yang bisa didapatkan dari suatu

pelatihan,  baik  bagi  partisipan  sebagai  individu  (masyarakat  umum)

maupun bagi perusahaan/sekolah. 

Menurut  Johanes  Popu  (2002:113)  tanpa  analisis  kebutuhan  yang

sungguh-sungguh maka dapat dipastikan bahwa program pelatihan yang

dirancang  hanya  akan  berlangsung  sukses  di  ruang  kelas  atau  tempat

pelaksanaan  pelatihan  semata.  Artinya  pelaksanaan  pelatihan  mungkin
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berjalan dengan sangat baik, tetapi pada saat partisipan (peserta pelatihan)

kembali ke tempat kerja masing-masing mereka menjadi tidak tahu atau

bingung  bagaimana  menerapkan  apa  yang  telah  mereka  pelajari  dari

pelatihan. Kondisi seperti ini tidak jarang memberikan citra yang negatif

bagi pihak penyelenggara pelatihan (pemerintah maupun swasta) karena

dinilai  tidak  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  kepada

partisipan.  Oleh  karena  itu,  lembaga  pelatihan  yang  sungguh-sungguh

peduli  terhadap  hasil  pelatihan  pasti  akan  sangat  berhati-hati  dalam

menyusun program pelatihan.

Kegagalan  partisipan  untuk  dapat  menerapkan  apa  yang  telah

dipelajarinya selama pelatihan ke dalam pekerjaan sehari-hari dipengaruhi

oleh  berbagai  faktor,  namun  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  salah  satu

penyebab  kegagalan  tersebut  adalah  karena  tidak  adanya  sinkronisasi

antara  pelatihan  dengan  kebutuhan  atau  masalah  yang  dihadapinya.

Dengan kata lain keputusan untuk melaksanakan pelatihan tidak didukung

oleh data atau informasi yang memadai dan akurat. Data atau informasi

tersebut misalnya mengapa perusahaan perlu mengadakan pelatihan,  apa

jenis pelatihan dan metode yang cocok, siapa peserta yang harus ikut, hal-

hal apa yang harus diajarkan, dan sebagainya. Data dan informasi seperti

inilah  yang  harus  diperoleh  pada  tahap  analisis  kebutuhan  pelatihan

(training needs analysis). Dengan kata lain keputusan untuk melaksanakan

pelatihan  tidak  didukung  oleh  data  atau  informasi  yang  memadai  dan

akurat. Data atau informasi tersebut misalnya mengapa perusahaan perlu
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mengadakan pelatihan, apa jenis pelatihan dan metode yang cocok, siapa

peserta yang harus ikut, hal-hal apa yang harus diajarkan, dan sebagainya.

Data dan informasi seperti inilah yang harus diperoleh pada tahap analisis

kebutuhan pelatihan (training needs analysis).

Analisis kebutuhan pelatihan memiliki beberapa tujuan, diantaranya

adalah: 

1) Memastikan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk

memperbaiki  atau  meningkatkan  kinerja  pegawai  dan  produktivitas

perusahaan

2) Memastikan bahwa para partisipan yang mengikuti pelatihan benar-benar

orang-orang yang tepat

3) Memastikan bahwa pengetahuan dan ketrampilan yang diajarkan selama

pelatihan  benar-benar  sesuai  dengan elemen-elemen kerja  yang dituntut

dalam suatu jabatan tertentu 

4) Mengidentifikasi  bahwa jenis  pelatihan  dan metode yang dipilih  sesuai

dengan tema atau materi pelatihan 

5) Memastikan  bahwa  penurunan  kinerja/kurangnya  kompetensi  atau  pun

masalah  yang  ada  adalah  disebabkan  karena  kurangnya  pengetahuan,

ketrampilan  dan  sikap-sikap  kerja;  bukan  oleh  alasan-alasan  lain  yang

tidak  bisa  diselesaikan  melalui  pelatihan  memperhitungkan  untung-

ruginya melaksanakan pelatihan mengingat bahwa sebuah pelatihan pasti

membutuhkan sejumlah dana. 
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Menurut Dale Yorder yang dikutip oleh Moh. Asad (1987:29) ,agar

program  pelatihan  dan  pengembangan  dapat  berhasil  baik  maka  harus

diperhatikan delapan faktor sebagai berikut : 

1) Individual differences 

Sebuah program pelatihan akan berhasil  jika kita memperhatikan

individual  diference  para peserta  pelatihan.  Perbedaan individu meliputi

faktor fisik maupun psikis. Oleh karena itu dalam perencanaan program

pelatihan harus memperhatikan faktor fisik seperti bentuk dan komposisi

tubuh, dan fisik, kemampuan panca indera maupun faktor psikis seperti

intelegensi, bakat, minat , kepribadian, motivasi , pendidikan para peserta

pelatihan.  Keberhasilan  program  pelatihan  sangat  ditentukan  oleh

pemahaman  karakteristik  peserta  pelatihan  terkait  dengan  individual

difference. 

2) Relation to job analisis

Untuk  memberikan  program  pelatihan  terlebih  dahulu  harus

diketahui keahlian yang dibutuhkan. Dengan demikian program pelatihan

dapat diarahkan atau ditujukan untuk mencapai  keahlian tersebut.  Suatu

program pelatihan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja

pada  keahlian  tertentu  akan  merugikan  semua  pihak  baik  masyarakat  ,

industri maupun lembaga penyelenggara pelatihan itu sendiri. 

3) Motivation 

Motivasi  adalah  suatu  usaha  menimbulkan  dorongan  untuk

melakukan  tugas.  Sehubungan dengan itu  ,program pelatihan  sebaiknya



109

dibuat  sedemikian  rupa gara  dapat  menimbulkan  motivasi  bagi  peserta.

Penumbuhan motivasi  itu  sangat  pentng sehingga mampu mendoromng

peserta  untuk  mengikuti  program  pelatihan  dengan  baik  dan  mampu

memberikan  harapan  lebih  baik  dibidang  pekerjaan  setelah  berhasil

menyelesaikan program pelatihan . 

4) Active participation 

Didalam  pelaksanaan  program  pelatihan  harus  diupayakan

keaktifan peserta didalam setiap materi yang diajarkan. Pemilihan Materi

dan strategi pembelajaran yang tepat oleh para trainer sangat menentukan

keberhasilan.  Pemberian  umpan  balik  kepada  peserta  pada  setiap

komunikasi maupun evaluasi akan semakin mengembangkan motivasi dan

pengetahuan yang diperoleh. Penyusunan materi(kurikulum) yang berbasis

kompetensi maupun berbasis luas dengan pengembangan aspek kecakapan

hidup peserta menjadi kekuatan untuk menarik perhatian dan minat peserta

pelatihan. 

5) Selection of trainess 

Program  pelatihan  sebaiknya  ditujukan  kepada  mereka  yang

berminat dan menunjukkan bakat untuk dpat mengikuti program pelatihan.

Oleh  karena  ini  sangan  pentingan  dilakukan  proses  seleksi  untuk

pelaksanaan  program  dilakukan.  Berbagai  macam  tes  seleksi  dapat

dilakukan misalnya  test  potensi  akademik.  Disampin  itu  adanya seleksi

juga  merupakan  faktor  perangsang  untuk  meningkatkan  image  peserta

maupun penyelenggara pelatihan. 
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6)  Selection of trainer 

Pemilihan pemateri/pengajar untuk penyampaian materi  pelatihan

harus  disesuaikan  dengan  kualifikasi  yang  dibutuhkan  dan  kemampuan

mengajar.  Seorang  trainer  yang  cakap  belum  tentu  dapat  berhasil

menyampaikan kepandaiannya kepada orang lain. Program pelatihan harus

memiliki kualifikasi dalam bidang pengajaran dan mampu memilih strategi

pembelajaran  yang  tepat  dengan  memperhatihan  individual  difference

peserta pelatihan.

7) Trainer training

Kompetensi trainer juga perlu ditingkatakan. Untuk itu mengingat

trainer  menjadi  ujung  btombak  dalam  keberhasilan  program  pelatihan

maka sebelum mengemban tanggung jawab untuk memberkan pelatihan

maka para trainer harus diberikan pendidikan sebagai pelatih. 

8) Training methods 

Metode  yang  digunakan  dalam  program  pelatihan  harus  sesuai

dengan  jenis  pelatihan  yang  diberikan.  Strategi  pembelajaran  menadi

senjata utama dalam keberhasilan program pelatihan. 

Berdasarkan  analisis  kebutuhan  pelatihan  sebagai  sarana

pengenalan peserta/guru sekolah inklusif dan pengetahuan tentang faktor

fator  yang  mempengaruhi  keberhasilan  program  pelatihan  maka  dapat

dijadikan  dasar  penyusunan  standar  pelayanan  (excelen  service)  di

lembaga  pendidikan  dan  pelatihan.  Analisis  kebutuhan  pelatihan  dapat
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dilakukan  dengan  wawancara,  angket,  kuesioner  ,analisis  jabatan,

observasi dll. 

2.2.6.3 Faktor yang mempengaruhi kebutuhan pelatihan 

Menurut  Amaliyah  (2013:79),  faktor-faktor  yang  mempengaruhi

kebutuhan pelatihan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Pertama faktor internal,  merupakan faktor yang berasal dari dalam,

baik  dari  suatu  organisasi  ataupun  diri  pribadi.  Namun,  dalam hal  ini

faktor  internal  lebih  ditekankan  pada  suatu  organisasi.Setiap

organisasimempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapai, untuk mencapai

tujuan   ini  diperlukan  perencanaan  yang  baiksertaimplementasi

perencanaan  tersebut  secara  tepat.  Pelaksanaan  kegiatan  atau  program

dalam rangka  mencapai  tujuan diperlukan kemampuan tenaga (SDM),

dan  ini  hanya   dapat  dicapai  dengan  pengembangan  SDM  dalam

organisasi  tersebut.Sifat  dan  jenis  kegiatan  organisasi  sangat

pentingpengaruhnya terhadap pengembangan SDM dalam organisasi yang

bersangkutan.Suatu  organisasi  yang  sebagian  besar  melaksanakan

kegiatan  teknis,  maka  pola  pengembanganSDM  akan  berbeda  dengan

organisasi yang bersifat   ilmiah misalnya.  Demikian tentu strategi dan

program  pengembangan  SDM  akan  berbeda  antara  organisasi  yang

kegiatannya  rutindengan

organisasiyangkegiatannyamemerlukaninovasidankreatif(Notoatmodjo:19

92)



112

Persiapan teknis  yang digunakan.  Jenis  teknologi  yang digunakan,

materi yang dibutuhkan, metode yang digunakan, kemampuan instruktur

pelatihan,  sarana  atau  prinsip-prinsip  pembelajaran,  peserta  pelatihan,

evakuasi pelatihan (Rivai,2004:123).

Kedua faktor  eksternal,  adalah  faktor  yang berasal  dari  luar  suatu

organisasi.  Seperti  kebijaksanaan  pemerintah,  kebijaksanaan-

kebijaksanaan  pemerintah,baik  yang  dikeluarkan  melalui  perundang-

undangan, peraturan-peraturan pemerintah, surat-surat keputusan Menteri

atau Pejabat pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang

harusdiperhitungkanoleh  organisasi.  Kebijaksanaan-kebijaksanaan

tersebut  sudah  barang  tentu  akan  mempengaruhi  program-program

pengembangan SDM dalam organisasi yang bersangkutan.

2.2.7 Kerangka Berpikir

Berdasarkan  observasi  awal kompetensi  guru  sekolah  dasar

inklusif  dalam  memberikan  layanan  pembelajaran  pada  siswa

berkebutuhan  khusus  masih  rendah.  Ada  beberapa  kemungkinan

penyebab rendahnya dan layanan pembelajaran pada siswa berkebutuhan

khusus  tersebut,  antara  lain:  (1)  rendahnya  pemahaman  guru  dalam

mengidentifikasi  siswa berkebutuhan khusus; (2) rendahnya kompetensi

guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran pendidikan inklusif;

(3) rendahnya kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran pada

siswa  berkebutuhan  khusus;  (4)  rendahnya  kompetensi  guru  dalam
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menerapkan media pembelajaran pada siswa berkebutuhan khusus; dan

(5) rendahnya kompetensi guru dalam mengevaluasi siswa berkebutuhan

khusus.

Berdasarkan  Permennegpan  dan  Reformasi  Birokrasi  nomor  16

tahun  2009Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan  (PKB)  adalah

pengembangankompetensi  guru  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan

kebutuhan,  bertahap,berkelanjutan  untuk  meningkatkan

profesionalitasnya.  PKB  diakui  sebagai  salahsatu  unsur  utama  selain

kegiatan  pembelajaran/  pembimbingan  dan  tugastambahan  lain  yang

relevan  dengan  fungsi  sekolah/madrasah  yang  diberikanangka  kredit

untuk  pengembangan  karir  guru  khususnya  dalam

kenaikanpangkat/jabatan  fungsional  guru.  Oleh  karena  itu  guru  harus

dinamis  dengan  mengikuti  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan

teknologi dan perkembangan masyarakat. Agar guru terus dapat menjaga

kualitas  dan  mutu  pembelajaran  di  sekolah,  maka  guru  harus  terus

mengkaji,  membuat inovasi dan melakukan perubahan-perubahan dalam

peroses pembalajaran di kelas.  Salah satu aternatif  pemecahan masalah

yang  dapat  dilakukan  guru  dalam  meningkatkan  pemahaman  dan

kompetensi guru pada sekolah inklusif adalah dengan mengikuti pelatihan

guru sekolah inklusif.

Dalam meningkatkan  mutu  proses  belajar  mengajar  di  sekolah,

dibutuhkan  kompetensi  guru  melalui  pelatihan  guru  sekolah inklusif.

Pelatihan  guru  sekolah inklusif  merupakan  pelatihan  yang  diberikan
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kepada  guru  sekolah  penyelenggara  pendidikan  inklusif.  Namun

realitanya,  pelatihan  yang  selama  ini  diselenggarakan  di  Kabupaten

Brebes  belum  optimal  dalam  meningkatkan  kompetensi  guru  sekolah

dasar  inklusif.  Hal  ini  disebabkan  ketidaktahuan  guru  dalam

mengidentifikasi  siswa berkebutuhan khusus, pelaksanaan pembelajaran

dan evaluasi pembelajaran. 

Belum adanya pemahaman guru yang benar  tentang pendidikan

inklusif,  maka  perlu  diupayakan  suatu  model  pelatihan  guru  sekolah

inklusif yang mampu memberikan pengetahuan dan pemaham langsung,

nyata dan tidak hanya menekankan pada aspek teoretis semata, tetapi juga

memberikan  kesempatan  kepada  guru  sekolah  dasar  inklusif  untuk

memiliki kompetensi aplikatif yang akan mampu membentuk guru yang

kompeten dan professional. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan satu cara

pemecahan masalah yaitu membuat model pelatihan guru sekolah inklusif

yang sesuai dengan manajemen pelatihan, sehingga profesionalisme guru

sekolah  dasar  di  Kabupaten  Brebes  dapat  ditingkatkan  dan  layanan

pembelajaran sekolah inklusif  dapat  terealisasi.  Peneliti  memilih model

manajemen  pelatihan  yang  menjadi  solusi  untuk  permasalahan

pelaksanaan pelatihan guru sekolah inklusif yang dilakukan guru sekolah

dasar. Sebelumnya pelaksanaan pelatihan guru sekolah inklusif atas dasar

insidental,  belum ada perencanaan, dan bahkan pengukuran kompetensi

guru  sebagai  peserta  pelatihan  baik  sebelum pelatihan  maupun  selesai

kegiatan pelatihan guru sekolah inklusif.



Rendahnya kompetensi guru SD inklusif (mengembangkan RPP, melaksanakan model pembelajaran dan penilaian)

Manajemen pelatihan tidak efektif (tidak ada analisis kebutuhan peserta)

PENGORGANISASIAN 

PERENCANAAN 

Model manajemen pelatihan guru SD inklusif berbasis kebutuhan

PELAKSANAAN

Analisis kebutuhan peserta pelatihan 
Merumuskan tujuan pelatihan
Menyusun materi pelatihan

Menentukan instruktur pelatihan 
Menentukan waktu dan tempat pelatihan
Membuat panduan pelatihan

Kontrak pelatihan
Penjelasan tujuan pelatihan
Pelatihan
Post test  

EVALUASI
Kegiatan pelatihan 
Program pelatihan 
Sarana dan prasarana pelatihan
Penyusunan program tindak lanjut
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Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan  kajian  pustaka  serta

kerangka teoretik, maka kerangka berpikir penelitian ini disajikan dalam

bentuk diagram seperti terlihat pada berikut ini.

Gambar 2.6 Kerangka berpikir penelitian

Permasalahan
Pelatihan Guru SD
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Disain Penelitian

Penelitian tentang pengembangan model pelatihan guru sekolah dasar

inklusif  berbasis  kebutuhan  di  Kabupaten  Brebes dengan  menggunakan

desain  penelitian  dan  pengembangan  (Reseach  and  Development).  Tujuan

penelitian ini adalah untuk menghasilkan model  manajemen  pelatihan  guru

sekolah dasar inklusif berbasis kebutuhan. Produk yang akan dihasilkan dari

penelitian ini  adalah suatu model  manajemen  pelatihan guru sekolah dasar

inklusif  berbasis  kebutuhan.  Menurut  pendapat  Borg  & Gall  (2007:  589),

menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

Research and development (R & D) is an industry based development
model in wich the findings of research are used to design new product
and procedures, wich then are systematically field tasted, evaluated,
and refined until thei meet specified citreria of effectiveness, quality,
or similar standars.

Metode penelitian  pengembangan  adalah  metode  penelitian  yang

digunakan  untuk  menghasilkan  produk  tertentu,  dan  menguji  keefektifan

produk tersebut.  Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan

melalui R&D diharapkan dapat meningkatkan produktivitas  pelatihan, yaitu

pelatihan  yang  dapat  menhasilkan  guru  sekolah  dasar  inklusif  memiliki

keterampilan  mengajar  pada  siswa  berkebutuhan  khusus,  berkualitas,  dan

relevan dengan kebutuhan (Sugiyono, 2010:407).

116
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Penelitian  dan  pengembangan  akan  menghasilkan  produk  tertentu

serta  menguji  keefektifan  penggunaan  produk  tersebut.  Untuk  dapat

menghasilkan produk maka penelitian yang dilakukan berdasar pada analisis

kebutuhan.  Pengembangan  penelitian  dilakukan  dalam  upaya  menguji

keefektifan  produk  dalam  kelompok  kecil  untuk  bisa  digunakan  dalam

kelompok  besar.  Adapun  produk  penelitian  ini  adalah  model  manajemen

pelatihan guru sekolah dasar inklusif berupa panduan.

Menurut Borg and Gall (2007: 590),  R&D memiliki ciri-ciri sebagai

berikut:  (1)  melakukan  studi  atau  penelitian  awal  untuk  mencari  temuan-

temuan  penelitian  terkait  dengan  produk  yang  akan  dikembangkan;  (2)

mengembangkan  produk  berdasarkan  temuan  penelitian  tersebut;  (3)

dilakukannya  uji  lapangan  dalam  seting  atau  situasi  senyatanya  dimana

produk tersebut nantinya digunakan; (4) melakukan revisi untuk memperbaiki

kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan.

Pemilihan desain Research and Development (R&D) dalam penelitian

ini  didasarkan  atas  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  menghasilkan  model

manajemen  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  berbasis  kebutuhan  di

Kabupaten Brebes. Adapun model pengembangan dari penelitian ini terdiri

dari  tiga tahapan,  yaitu:(1)  tahap  pendahuluan dan  analisis  model

faktualuntuk  mendapatkan  informasi  tentang  pelatihan  guru  sekolah  dasar

inklusif yang selama ini dilaksanakan, dilanjutkan dengan analisis kelebihan

dan kelemahan model yang ada tersebut, (2) tahap desain dan pengembangan



Potensi dan masalah Pengumpulan data Desain produk Validasi desain

Uji coba pemakaian Revisi produk Uji coba produk Revisi desain

Revisi produk Produk masal
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model pelatihan guru sekolah dasar inklusif; dan (3) tahap implementasi dan

evaluasi model  manajemen pelatihan guru sekolah dasar inklusif.

3.2 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam  Research and Development (R&D)  menurut

pendapat  Borg  dan  Gall  (2007:  590),  terdiri  dari  10  tahapan.  Kesepuluh

tahapan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut : (1) studi pendahuluan, (2)

merencanakan  penelitian,  (3)  pengembangan  desain  (4)  uji  coba  lapangan

awal (5) revisi hasil uji lapangan terbatas, (6) uji lapangan utama (7) revisi

hasil uji lapangan luas, (8) uji kelayakan, (9) revisi final hasil uji kelayakan

(10) deseminasi dan implementasi produk akhir. 

Sedangkan langkah-langkah Research and Development (R&D) menurut

Sugiyono (2010:409) digambarkan sebagai berikut:

tiga

Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian R & D

Dari kesepuluh langkah penelitian dan pengembangan Borg dan Gall

dan  Sugiono,  peneliti  membuat skema  prosedur  pengembangan  model

manajemen  pelatihan  guru sekolah  dasar  inklusif  berbasis  kebutuhan guru

sekolah dasar seperti disajikan pada gambar sebagai berikut ini:



Pre Test
Implementasi model
Observasi keterampilan dan sikap
Post Test

Uji coba kelompok besar Uji coba kelompok kecil

Kelayakan model Manajemen Pelatihan Guru SD Inklusif Berbasis Kebutuhan 

Studi pustaka dan hasil penelitian yang relevan Deskripsi model faktual manajemen pelatihan guru SD inklusifPengambilan data lapangan model pelatihan guru SD inklusif

Desain model manajemen pelatihan

Model hipotetik manajemen pelatihan guru SD inklusif berbasis kebutuhan

Pengembangan model manajemen pelatihan guru inklusif berbasis kebutuhan

FGD dgn pakar & praktisi &

Panduan pelatihan
Instrument pelatihan

Validasi model oleh praktisi & ahli
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Gambar 3.2 Skema prosedur penelitian dan pengembangan model manajemen 
                    pelatihan guru SD inklusif berbasis kebutuhan

Langkah penelitian dan pengembangan (Research & Development) ini

dilaksanakan secara bertahap mengacu langkah yang dikembangkan oleh Borg

and Gall sebagai berikut :

MODEL FAKTUAL MANAJEMEN PELATIHAN

PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PELATIHAN

KELAYAKAN MODEL MANAJEMEN PELATIHAN
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3.2.1 Model Faktual Manajemen Pelatihan

Model faktual manajemen pelatihan dapat diungkap melalui studi

pendahuluan  dan  analisis  temuan  sehingga  diperoleh  temuan  model

manajemen pelatihan guru sekolah dasar inklusif yang diselenggarakan di

Kabupaten  Brebes,  sedangkan  analisis  model  faktual  dibutuhkan  untuk

membuat model yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

Adapun tahapan  yang dilaksanakan dalam studi pendahuluan ini

meliputi  tahapan  studi  eksplorasi  mengenai  kondisi  penyelenggaran

pelatihan  guru sekolah  dasar  inklusif  di  lapangan  terhadap  peningkatan

kompetensi  guru  sekolah  dasar  di  Kabuaten  Brebes.  Pengumpulan

informasi tersebut dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi

dokumen pelatihan  dan angket.  Disamping itu  dilakukan  studi  terhadap

dokumen, buku-buku tentang pelatihan guru sekolah dasar inklusif, artikel,

dan jurnal penelitian yang terkait dengan guru sekolah dasar inklusif. Hasil

dari  studi  pustaka  digunakan  untuk  kajian  dalam  penelitian  terhadap

kelemahan dan kekuatan model pelatihan guru sekolah dasar inklusif pada

gilirannya akan digunakan sebagai salah satu bahan untuk merancang dan

mengembangkan model faktual pada penelitian ini.

3.2.2 Pengembangan Model Manajemen Pelatihan

Pengembangan  model  manajemen  pelatihan  guru  sekolah  dasar

inklusif  ini  dilakukan  dengan  mengembangkan  draf  produk  (develop

preliminary  form  of  product) atau  mengembangkan  produk  model
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hipotetik  manajemen  pelatihan  guru  sekolah  dasar iklusif berbasis

kebutuhan.  Pengembangan  model  hipotetik  ini  dilakukan  dengan

berpedoman pada temuan-temuan terhadap model faktual pelatihan guru

sekolah dasar inklusif yang ada. Temuan yang dimaksud adalah deskripsi

kelemahan atau kekurangan pelatihan yang selama ini diselenggarakan dan

peluang-peluang yang  dapat  dikembangkan  untuk  meningkatkan

keefektifan pelatihan guru sekolah dasar inklusif bagi guru sekolah dasar

di Kabupaten Brebes.

Setelah mengembangkan model temuan manajemen pelatihan guru

sekolah  dasar  inklusif  kemudian  dilakukan  Focus  Group  Discussion

(FGD) dengan  praktisi  (Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten

Brebes, Pengurus Forum Sekolah Inklusif Kabupaten Brebes, Guru SDLB

Negeri Brebes, dan Guru SD Inklusif Kabupaten Brebes), dan pakar/ahli

(pakar  manajemen  pelatihan  dan  pakar  materi  inklusif)  agar  model

pengembangan layak untuk digunakan. 

Validasi  model  pada  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui

tingkat kelayakan model yang dikembangkan. Validasi  model dilakukan

oleh  ahli  atau  pakar  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  dan  praktisi

dengan teknik Delfi. Teknik Delfi menurut Ali (2004:177), adalah suatu

teknik komunikasi terstruktur dalam membuat ramalan atau perkiraan yang

dilakukan  secara  sistematik  dan  interaktif  oleh  beberapa  pakar.

Pelaksanaan teknik   Delfi  adalah  dengan cara  meminta  beberapa  pakar

untuk  memberikan  penilaian  dan  pendapatnya  terhadap  model  yang
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dikembangkan  selanjutnya  menganalisis  hasil  penilaian  atau  tanggapan

dari  pakar  tersebut  untuk  melakukan  perbaikan  terhadap  model  yang

dikembangkan.

Validasi oleh pakar atau ahli dilakukan terhadap model hipotetik

pelatihan guru sekolah dasar inklusif berbasis kebutuhan. Disamping itu

juga  dilakukan  terhadap  model  hipotetik  pelatihan  guru  sekolah  dasar

inklusif,  instrument-instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian,  dan

paket-paket  pelatihan  yang  dikembangkan.  Sedangkan  validasi  oleh

praktisi  terhadap  model  hipotetik  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif

berbasis  kebutuhan,  instrument-instrumen  yang  digunakan  dalam

penelitian, dan paket-paket pelatihan yang dikembangkan dilakukan oleh

praktisi  guru  sekolah  dasar  inklusif,  Forum  Sekolah  Inklusif  dan  guru

SDLB Negeri Brebes serta dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.

3.2.3 Kelayakan Model Manajemen Pelatihan

Setelah melalui tahapan pendahuluan untuk mengungkap kondisi

faktual model manajemen pelatihan guru sekolah dasar inklusif bagi guru

sekolah dasar di Kabupaten Brebes,  mengembangkan model  manajemen

pelatihan guru sekolah dasar inklusif berbasis kebutuhan bagi guru sekolah

dasar,  maka  tahap  berikutnya  adalah  model  final  manajemen  pelatihan

guru sekolah dasar inklusif berbasis kebutuhan. Pada tahap model final ini

dilakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Uji coba

model atau produk bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dibuat
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layak  digunakan  atau  tidak.  Uji  coba  model  atau  produk  juga  melihat

sejauh  mana  produk  yang  dikembangkan  dapat  mencapai  sasaran  dan

tujuan.

Uji coba kelompok kecil dilakukan untuk mengetahui keterterapan

model  manajemen  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  berbasis

kebutuhan bagi guru sekolah dasar yang sedang dikembangkan. Skenario

model  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  yang  terdiri  dari  beberapa

tahap, yaitu:  analisis,  desain, pengembangan, implementasi,  evaluasi dan

penyempurnaan sampai temuan model yang siap divalidasi. Kendala yang

muncul  ketika  uji  coba  rancangan  model  pelatihan  guru  sekolah  dasar

inklusif  perlu  ada  perbaikan  dan  difokuskan  pada  model  yang  belum

sesuai.

Dalam penelitian ini uji coba kelompok kecil dilakukan terhadap

guru-guru sekolah dasar inklusif yang ada di Kabupaten Brebes berjumlah

6 orang  dengan pengambilan sampel secara acak. Implementasi uji coba

dilakukan  dengan kegiatan  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  sesuai

dengan rancangan model  yang dikembangkan.  Uji  coba kelompok kecil

dilakukan dalam bentuk pelatihan terhadap 6 (enam) guru dari satu sekolah

yaitu  SD Negeri  Klampok 01 dan dilaksanakan dalam waktu  tiga hari.

Untuk uji coba kelompok besar dilaksanakan pada 18 (delapan belas) guru

dari  tiga sekolah dasar,  yaitu SD Negeri  Brebes 02, SD Negeri   dalam

kelompok yang lebih besar dengan alokasi waktu tiga hari.
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Uji coba kelompok kecil  dimaksudkan sebagai simulasi terhadap

pelaksanaan  uji  coba  kelompok  besar.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat

Sugiono (2013:537) yang menjelaskan bahwa desain produk dilakukan uji

awal sebelum dilaksanakan uji coba kelompok besar dengan maksud untuk

melaksanakan simulasi penggunaaan metode pelatihan yang baru.

Uji  coba  model  kelompok  kecil  diperoleh  setelah  melakukan

perbaikan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pakar atau ahli

dan praktisi  serta  oleh  guru sekolah dasar  inklusif  dalam  Focus  Group

Discussion (FGD).  Selanjutnya  model  hipotetik  dilakukan  uji  coba

kelompok kecil pada satu sekolah di SD Negeri Klampok 01/ enam guru.

Untuk mengetahui tingkat keefektifan model manajemen pelatihan

guru sekolah dasar inklusif berbasis kebutuhan yang dikembangkan dalam

penelitian  ini,  maka dilakukan uji  coba produk. Dalam hal ini  uji  coba

dilakukan dengan desain uji coba one group pretest post test desaign.

Dalam  one group pretest post  test desaign  tersebut,  maka untuk

mengetahui  keefektifan  model  pelatihan  yang  dikembangkan  dilakukan

dengan  membandingkan  keadaan  pengetahuan  sebelum  dan  sesudah

implementasi model pelatihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono

(2013:537)  yang menjelaskan  bahwa untuk menguji  keefektifan  produk

dapat  dilakukan  dengan  desain  eksperimen  before-after yaitu

membandingkan  sebelum  dan  sesudah  penerapan  model.  Desain

eksperimen  yang  dipilih  adalah  desain  before-after  yang  digambarkan

sebagai berikut:
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Gambar : 3.3 Desain Eksperimen (before-after)

Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa O1 merupakan hasil

nilai dari pre test dan O2 hasil nilai post test peserta pelatihan. Efektivitas

model diukur dengan cara membandingkan nilai O2 dengan O1. Bila nilai

O2 lebih besar daripada model O1 maka model dikatakan efektif.

Setelah uji coba kelompok kecil, maka dilakukan analisis terhadap

temuan-temuan selama pelaksanaan uji  coba.  Hasil  analisis  terhadap uji

coba  kelompok  kecil selanjutnya  dikonsultasikan  dengan  pembimbing.

Hasil analisis uji coba dan konsultasi dengan pembimbing menjadi dasar

perumusan  model  final  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  berbasis

kebutuhan.  Model  final  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  berbasis

kebutuhan  dilengkapi  dengan  paket-paket  pelatihan,  diantaranya  buku

panduan pelatihan dan modul pelatihan guru sekolah dasar inklusif untuk

selanjutnya dilakukan uji coba kelompok besar. Uji coba kelompok besar

ini dilakukan kepada 18 orang pada tiga sekolah dasar inklusif, yaitu SD

Negeri Brebes 02, SD Negeri Tanjung 01, dan SD Negeri Kalierang 03

Bumiayu.  

O1 O2X 
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3.3 Sumber Data dan Subjek Penelitian

3.3.1 Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

3.3.1.1 Informan

Informan  yang  dimaksud  disini  adalah  staf  Kepala  Bidang

Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Dra. Rini Ujiastuti,

Pengurus Forum Sekolah Inklusif Kabupaten Brebes Robiatul Adawiyah,

M.Pd, guru sekolah dasar inklusif Kabupaten Brebes, dan Kepala SDLB

Negeri Brebes Drs. Ruhana, M.Pd.

3.3.1.2 Guru-guru

Guru yang dimaksud adalah guru sekolah dasar inklusif di Kabupaten

Brebes sebanyak 24 orang, yaitu SD Negeri Brebes 02 sebanyak 6 orang,

SD  Negeri  Klampok  01  sebanyak  6  orang,  SD  Negeri  Tanjung  01

sebanyak  6  orang,  dan  SD  Negeri  Kalierang  03  Bumiayu  sebanyak  6

orang.

3.3.1.3 Dokumen

Sumber  dokumen  yang  dimaksud  adalah  berbagai  dokumen  yang

terkait  dengan pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif,  antara  lain:  profil

sekolah dasar inklusif, materi pelatihan guru sekolah dasar inklusif.

3.3.1.4 Hasil penelitian yang relevan

Hasil penelitian yang relevan yang dimaksud adalah hasil penelitian

yang  telah  dipublikasikan  melalui  jurnal  nasional  terakreditasi  dan

terindeks maupun internasional.   
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3.3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru-guru sekolah dasar inklusif

di Kabupaten Brebes sebanyak 24 orang yang terdapat pada empat sekolah

dasar inklusif,  antara lain: SD Negeri  Brebes 02 sebanyak 6 orang, SD

Negeri Klampok 01 sebanyak 6 orang, SD Negeri Tanjung 01 sebanyak 6

orang, dan SD Negeri Kalierang 03 Bumiayu sebanyak 6 orang. 

Dalam  penelitian  ini  penentuan  sampel  untuk  subjek  penelitian

dilakukan  melalui  teknik  purposive  sampling. Menurut  Sugiyono

(2014:122)  purposive sampling  adalah teknik  penentuan sampel  dengan

pertimbangan  tertentu.  Alasan  peneliti  menggunakan  teknik  purposive

sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai

dengan  yang  telah  penulis  tentukan.  Oleh  karena  itu,  penulis  memilih

teknik  purposive  sampling  dengan  menetapkan  pertimbangan-

pertimbangan  atau  kriteria-kriteria  tertentu  yang  harus  dipenuhi  oleh

sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian

adalah sebagai berikut:

3.3.2.1 Sekolah  dasar  yang  menyelenggarakan  guru  sekolah  dasar  inklusif  di

Kabupaten Brebes sejak tahun 2005 – 2017.

3.3.2.2 Guru-guru sekolah dasar yang pernah mengikuti  pelatihan guru sekolah

dasar inklusif di Kabupaten Brebes.

Dalam penelitian ini, maka untuk Focus Group Discussion (FGD)

diperlukan 4 orang guru sekolah dasar, 2 orang guru SDLB Negeri Brebes,
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1  orang  pengurus  Forum  Sekolah  Inklusif  dan  1  orang  dosen  dari

Universitas Muhadi Setiabudi Brebes.Untuk keperluan uji coba kelompok

kecil  dilakukan  terhadap  6  (enam)  orang  guru  pada  sekolah  dasar

penyelenggara pendidikan inklusif, yaitu SD Negeri Klampok 01.

Adapun untuk keperluan ujicoba  kelompok besar,  maka sebagai

subjek penelitian adalah 18 guru sekolah dasar di Kabupaten Brebes, yaitu

6 guru SD Negeri Brebes 02, 6 guru SD Negeri Tanjung 01, dan 6 (enam)

guru SD Negeri Kalierang 03 Bumiayu.

3.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini  adalah

menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, angket, dan tes. Dengan

demikian instrument  yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian

adalah lembar wawancara, lembar observasi, lembar dokumentasi, angket dan

tes. Kelima instrument pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut.

3.4.1 Wawancara

Instrument  wawancara  menurut  pendapat  Sugiyono  (2013:194),

adalah  alat  pengumpulan  data  apabila  peneliti  ingin  melakukan  studi

pendahuluan untuk menmukan permasalahan yang harus diteliti dan juga

untuk mengetahui  hal-hal  dari  responden yang lebih  mendalam.  Dalam

penelitian  ini,  wawancara  dilakukan  terhadap  responden  untuk



129

mendapatkan informasi tentang model faktual pelatihan guru sekolah dasar

inklusif yang selama ini diselenggarakan. Dalam hal ini sebagai responden

wawancara adalah staf Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes,

Pengurus  Forum  Sekolah  Inklusif  Kabupaten  Brebes,  Kepala  SDLB

Negeri Brebes dan guru sekolah dasar penyelenggara guru sekolah dasar

inklusif Kabupaten Brebes.

3.4.2 Observasi

Menurut  pendapat  Mulyatiningsih  (2013:26),  observasi  adalah

metode pengumpulan  data  melalui  pengamatan  dan pencatatan  perilaku

subjek penelitian yang dilakukan secara sistematik. Alat yang digunakan

untuk mengobservasi dapat berupa lembar pengamatan atau chek list. Pada

alat tersebut, perilaku yang akan diamati sudah ditulis sehingga pada saat

peneliti  melakukan pengamatan,  peneliti  tinggal member tanda cek atau

skor nilai. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengumpulkan

data yang berasal dari keterampilan peserta pelatihan dalam memberikan

layanan pada siswa berkebutuhan khusus.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut  Suharsimi  (1998:206),  dokumentasi  adalah  instrumen

yang  digunakan  untuk  mencari  data  mengenai  hal-hal  berupa  catatan,

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan

lain-lain. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mendapatkan
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data atau informasi kegiatan pelatihan guru sekolah dasar inklusif  yang

telah diselenggarakan melalui arsip-arsip, atau dokumen-dokumen.

3.4.4 Angket

Menurut  Sugiyono  (2013:199)  angket  adalah  alat  pengumpulan

data  yang  dilakukan  dengan  cara  memberikan  separangkat  pertanyaan

tertulis  kepada  responden  untuk  dijawabnya.  Hal  ini  sebagaimana

pendapat  Arikunto  (2006:151),  angket  adalah  pertanyaan  tertulis  yang

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan

tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui.

Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengumpulkan data-

data tentang kemampuan guru sekolah dasar dalam memberikan layanan

pembelajaran, kualitas pelatihan yang pernah diselenggarakan, kebutuhan

pelatihan bagi guru, dan tanggapan guru terhadap model pelatihan guru

sekolah dasar inklusif berbasis kebutuhan.

3.4.5 Tes

Menurut  Mulyatiningsih  (2013:25),  menjelaskan  bahwa  tes  adalah

metode pengumpulan data penelitianuntuk mengukur kemampuan seseorang.

Tes  dapat  digunakanuntuk  mengukur  kemampuan  yang  memiliki  respon

jawaban  benar  atau  salah.  Jawaban  benar  akan  mendapatkan  skor  dan

jawaban  salah  tidak  mendapat  skor.  Menurut  pendapat  Ali  (2014:257),

instrumen tes adalah sebagai suatu prosedur sistematis dalam mengamati satu
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atau lebih karakteristik seseorang (khususnya terkait dengan kecakapan atau

ablity dan kemampuan atau  capability).  Instrumen tes dalam penelitian ini

digunakan  untuk  mengumpulkan  data  pengetahuan  peserta  pelatihan  guru

sekolah dasar inklusif melalui pre test dan post test saat implementasi model

pelatihan.

3.5 Uji Keabsahan, Validitas, dan Realibilitas Data

3.5.1 Uji Keabsahan Data

Untuk mendukung keabsahan data hasil penelitian maka dilakukan

uji keabsahan data dengan triangulasi. Menurut Ali (2014:137), triangulasi

adalah  pengecekkan sumber data  ketiga dengan meningkatkan peluang-

peluang agar temuan-temuan penelitian dan interpretasi terhadap temuan-

temuan riset itu menjadi lebih kredibel. Dalam penelitian ini dilakukan uji

keabsahan data dengan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau

metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil

wawancara dari sumber yang berasal dari Kabid Dikdas Dinas Pendidikan

Kabupaten  Brebes,  Pengurus  Forum  Sekolah  Inklusif  dan  guru-guru

sekolah  dasar  penyelenggara  guru  sekolah  dasar  inklusif  di  Kabupaten

Brebes.  Triangulasi  sumber juga digunakan untuk membandingkan data

hasil  dokumentasi  yang  berasal  dari  Kabid  Dikdas  Dinas  Pendidikan

Kabupaten  Brebes,  Pengurus  Forum  Sekolah  Inklusif  dan  guru-guru

sekolah  dasar  penyelenggara  guru  sekolah  dasar  inklusif  di  Kabupaten

Brebes. 
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Menurut pendapat Ali (2014:138), bahwa teknik triangulasi sumber

data dilakukan untuk mendapatkan validitas data dengan cara cek silang

atau membandingkan antara data yang diperoleh dari suatu sumber dengan

data yang berasal dari sumber lain. Sementara itu triangulasi teknik atau

metode dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data

yang diperoleh dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi  yang

masing-masing dilakukan untuk mengumpulkan data  dari  Kabid Dikdas

Dinas  Pendidikan Kabupaten  Brebes,  Pengurus  Forum Sekolah Inklusif

dan guru-guru sekolah dasar penyelenggara guru sekolah dasar inklusif di

Kabupaten Brebes. Cara ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2013:330),

bahwa  triangulasi  teknik  berarti  peneliti  menggunakan  teknik

pengumpulan  data  yang  berbeda-beda  untuk  mendapatkan  data  dari

sumber yang sama.

3.5.2 Uji Validitas Data

Sebelum digunakan untuk mengumpulkan data maka instrumen tes

dilakukan uji  coba.  Uji  coba instrumen tes tersebut  dimaksudkan untuk

mendapatkan  isntrumen  yang  valid.  Dengan  demikian  analisis  data  uji

coba instrumen dilakukan dengan uji validitas. Uji coba validitas berguna

untuk mengetahui  kevalidan  angket  yang digunakan untuk memperoleh

data dari responden.  Uji validitas  Product Momen Pearson Correlation

dengan  SPSS  menggunakan  prinsip  mengkorelasikan  atau

menghubungkan antara masing-masing skor item dengan skor total yang
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diperoleh dalam penelitian. Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel,

maka angket tersebut dinyatakan valid, jika nilai r hitung lebih kecil dari

nilai r tabel maka angket tersebut dinyatakan tidak valid.

Sedangkan  uji  validitas  untuk  instrumen  non tes  seperti  angket,

wawancara,  dan  observasi  maka  dilakukan  validasi  konstruk  dengan

mengkonsultasikan pada pakar atau ahli. Hal ini sebagaiamana pendapat

Sugiyono  (2013:176),  bahwa  untuk  instrumen  non  tes  (sikap  dan

keterampilan) cukup memenuhi validitas konstruk. Instrumen memenuhi

validitas  konstruk,  jika  instrumen  tersebut  dapat  digunakan  untuk

mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan. Lebih lanjut dijelaskan

bahwa  setelah  instrumen  dikonstruksi  tentang  aspek-aspek  yang  akan

diukur  dengan  berlandaskan  teori  tertentu,  maka  selanjutnya

dikonsultasikan dengan ahli.

3.5.3 Uji Reliabilitas Data

Agar  instrumen  benar-benar  dapat  dipercaya  sebagai  alat

pengumpulan  data  maka  perlu  di  uji  reliabilitas  atau  tingkat

kepercaaannya.  Menurut  Sugiono  (2007:106),  reliabilitas  adalah

serangkaian  pengukuran  atau  alat  ukur  yang  memiliki  konsistensi  jika

pengukuran  yang  dilakukan  dengan  alat  ukur  secara  berulang-ulang.

Dalam penelitian ini uji realiabilitas dilakukan dengan rumus Croanbach’s

Alpha dan analisis dilakukan dengan bantuan program SPSS 16.
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3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskripsi Kualitatif

Analisis  deskriptif  kualitatif  digunakan pada  tahap  pendahuluan,

pengembangan,  dan implementasi  model,  antara lain utnuk menjelaskan

hasil evaluasi konsep, hasil uji coba kelompok kecil, serta validasi model

pelatihan.  Analisis  deskriptif  juga  digunakan  untuk  menjelaskan  secara

narasi data-data hasil analisis seperti presentase, tabel distribusi frekuensi,

grafik, standar deviasi, dan atau data lain hasil perhitungan. Data berupa

komentar  dan  saran  dideskripsikan  secara  kualitatif,  sedangkan  tentang

ketepatan,  kejelasan  dan  kegunaan  model  pelatihan  digunakan  analsis

statistik deskriptif presentase.

Langkah-langkah  teknik  analisis  data  dalam penelitian  kualitatif

yang  memliputi:  (1)  mereduksi  data.  Jawaban  yang  diperoleh  beragam

dianalisis  dengan  mereduksi  data  yakni  merangkum  semua  data  dan

kemudian  memilih,  memilih  serta  mengambil  hal-hal  pokok  yang

difokuskan  pada  permasalahan  yang  diteliti  berdasarkan  indikator-

indikator  yang  dikembangkan  pada  pedoman  wawancara.  (2)  penyajian

data  (diplay  data)  dilakukan  untuk  memberikan  pemahaman  tentang

fenomena-fenomena yang terjadi, setelah hal ini ditempuh maka peneliti

merencanakan tindakan apa selanjutnya yang harus diambil berdasarkan

pemaknaan  terhadap  fenomena-fenomena  tersebut.  (3)  Verifikasi  Data.

Menarik kesimpulan awal yang sifatnya sementara dan dapat berubah bila

ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan
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data selanjutnya.  Jika data yang telah dikemukakan telah didukung oleh

bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka dapat diambil kesimpulan. 

Untuk  menghindari  subjektivitas  dan  bias  terhadap  data  yang

dikumpulkan  dari  hasil  pengamatan  dan  wawancara,  maka  digunakan

kriteria  tertentu  untuk  memeriksa  keabsahannya.  Kriteria  ini  mengacu

pada pendapat Sugiyono (2008:269-277), yang mencakup empat hal, yaitu

(1) credibility atau kredibilitas (derajat kepercayaan) merupakan pengganti

dari  konsep  validitas  internal  dalam  pendekatan  kuantitatif,  (2)

transferability  atau daya keteralihan. Model pelatihan guru sekolah dasar

inklusif  ini  meliputi  gambaran  rinci,  jelas  dan  sistematis  sehingga

diharapkan dapat digunakan dalam waktu, lembaga dan kesempatan yang

lain, (3) dependability atau keteguhan. Dalam penelitian kuantitatif, hal ini

ditunjukkan  dalam  konsep  reliabilitas,  dalam  arti  penelitian  tersebut

memiliki  derajat  kepercayaan  secara  umum. Dalam menjaga  derajat  ini

maka  peneliti  melakukan  kegiatan  bimbingan  yang  intensif  bersama

pembimbing dalam menentukan fokus masalah,  penentuan sumber data,

analisis, uji keabsahan data hingga dalam pembuatan kesimpulan. Proses

dan hasil  yang ada didokumentasikan untuk menjaga apabila diperlukan

adanya  audit trail  sebagai penyatuan dependabilitas dan konfirmabilitas,

(4) confirmability atau daya kepenguatan. Objektivitas dalam penelitian ini

dilakukan dengan adanya kegiatan  ujian-ujian yang diikuti  oleh peneliti

sebagai bagian dari proses dalam penyelesaian stud program doktoral.
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3.6.2 Analisis Deskriptif Kuantitatif

Menurut  pendapat  Ali  (2014:290)  teknik  analisis  data  dengan

deskripsi kuantitatif adalah teknik analisis data yang melibatkan bilangan

atau  angka-angka  baik  diperoleh  dari  jumlah  suatu  penggabungan  atau

pengukuran. Contoh data dari jumlah suatu penggabungan adalah angka-

angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi terhadap jawaban kuesioner

atau wawancara. Adapun data pengukuran adalah data-data yang berasal

dari skor-skor pengukuran, skor skala rating dan skor tes.

Dalam  penelitian  ini,  deskripsi  kuantitatif  digunakan  untuk

menganalisis  data  yang  berasal  dari  penelitian  pendahuluan,  yaitu  data

angket  kualitas  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif,  data  angket

kemampuan peserta pelatihan, data angket kebutuhan pelatihan dan juga

untuk  menganalisis  hasil  observasi  keterampilan  peserta  pelatihan  dan

angket sikap peserta pelatihan guru sekolah dasar inklusif.

Analisis  terhadap  kualitas  pelatihan,  kebutuhan  pelatihan,

keterampilan  peserta  dan  sikap  peserta  disajikan  dalam  bentuk  tabel

dengan disertai perhitungan rata-rata dan persentase serta deskripsi kriteria

yang  dicapai.  Hal  ini  sebagaimana  pendapat  Ali  (2014:298),  bahwa

metode  deskripsi  kuantitatif  diaplikasikan  untuk  mendeskripsikan  data

dalam bentuk ringkasan seperti tabel persen, tabel rerata, tabel distribusi

rerata frekuensi, diagram grafik dan chart sehingga mudah dipahami.

Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  beberapa  cara,

yaitu untuk skor hasil pengisian angket dengan menggunakan pendekatan
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analisis  item  summated  scales  dari  Skala  Likert.  Setiap  angket

menghasilkan skor. Dari beberapa angket berarti ada beberapa skor yang

kemudian  ditabulasikan.  Kemudian  dihitung  skor  akhir  dengan  cara

menjumlahkan angka untuk setiap jawaban dari hasil angket. Dari jumlah

itu,  dapat  dibedakan  taraf  atau  intensitas  sikap  peserta  diklat  terhadap

pelatihan yang dipergunakanya. Adapun analisis tersebut untuk setiap butir

pertanyaan menggunakan rumus di bawah ini :

Dari  skor  setiap  butir  pertanyaan,  kemudian  dikonversi  kedalam

kategori sebagai berikut (suharsimi, 2010: 192):

76% - 100% = sangat baik/menarik/sesuai/efektif

51% -75% = baik/menarik/sesuai/efektif

26% - 50% = kurang baik/menarik/sesuai/efektif

0%- 25% = tidak baik/menarik/sesuai/efektif

Selain menggunakan teknis di atas maka pada penelitian ini juga

digunakan teknis analisis data menggunakan deskripsi. Hal ini dilakukan

data-data  yang  diperoleh  berdasarkan  pengamatan  langsung  selama

penelitian  berlangsung.  Penggunaan  masing-masing  analisis  data  akan

dilakukan pada tahapan penelitian sebagai berikut :

Angka maksimal = ∑ responden × bobot maksimal pilihan

Angka pilihan = ∑ responden × bobot setiap pilihan

Summated Scale = ∑(bobot setiap pilihan × jawaban) × 100%

   ∑(responden × bobot maksimal pilihan
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3.6.2.1 Tahap model faktual

Pada tahap studi pendahuluan,  temuan dan fakta yang diperoleh

mengenai  pelaksanaan pelatihan  guru sekolah dasar inklusif  selama ini

dan  analisis  kebutuhan  pelatihan  akan  dideskripsikan  dengan

menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh pada

penelitian pendahuluan meliputi : (1) perencanaan penelitian yang terdiri

atas  tujuan  pelatihan,  perencanaan  program  pelatihan,  perencanaan

pelaksanaan, perencanaan evaluasi, (2) pelaksanaan pelatihan terdiri atas,

materi  pelatihan,  instruktur  pelatihan,  lompetensi  peserta,  sarana

prasaranadan  media  yang  digunakan,  (3)  evaluasi  dan  tindak  lanjut

pelatihan.  Data  hasil  analisis  kebutuhan  pelatihan  meliputi:  (1)  desain

pelatihan, (2) program pelatihan, (3) bahan ajar pelatihan, (4) instruktur

pelatihan, (5) sarana prasarana pelatihan.

3.6.2.2 Tahap pengembangan model

Pada  tahap  pengembangan  model  akan  ditemukan  berbagai

informasi mengenai prosedur/ pelaksanaan pengembangan, tanggapan dari

para  pakar/  ahli,  praktisi,  dianalisis  dengan  pendekatan  diskriptif

kuantitatif,  sedangakan informasi  hasil  Focus Group Discussion (FGD)

dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

3.6.2.3 Tahap model final
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Pada tahap model final manajemen pelatihan guru sekolah dasar

inklusif berbasis kebutuhan, akan diperoleh informasi mengenai hasil uji

coba  kelompok  kecil  dan  hasil  uji  coba  kelompok  besar dan  akhirnya

menghasilkan model final. Temuan dan fakta yang berkaitan dengan uji

coba kelompok besar hasil pre test dan post test dianalisis dengan uji-t.

3.6.3 Interaktive Model of Analysis

Untuk  mendapatkan  gambaran  yang  jelas  tentang  kondisi  faktual

pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  yang  ada,  maka  data-data  yang

diperoleh  dari  studi  pendahuluan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  analisis

dengan teknik analisis model interaktif (Interactive Model of Analysis). Hal

ini  sesuai  pendapat  Miles  dan  Huberman  (1994:429),  bahwa  dalam

Interactive Model of Analysis terdapat tiga komponen analisis, yaitu reduksi

data,  sajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  bentuk

interaktif dengan proses pengumpulan data (data collecting) sebagai suatu

siklus.  Adapun  model  analisis  interaktif  dapat  ditampilkan  pada  gambar

berikut.
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Gambar 3.4 Komponen analisis data dengan interactive model

Kegiatan analisis data dengan Interactive Model dijelaskan sebagai

berikut:

3.6.3.1 Reduksi data (data reduction)

Pengertian reduksi data dengan proses analisis data yang berkaitan

dengan  pemilihan,  pemfokusan  perhatian,  penyederhanaan  dan

perangkuman terhadap data-data yang diperoleh dari hasil studi lapangan.

Proses  reduksi  data  berlangsung  terus  menerus  selama  pelatihan  guru

sekolah  dasar  inklusif.  Kegiatan  reduksi  data  merupakan  suatu  bentuk

analisis  yang  menajamkan,  menggolongkan,  mengarahkan,

menghubungkan data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.

Dalam  penelitian  yang  dilakukan  ini  reduksi  data  dilakukan

terhadap semua data yang berhasil dikumpulkan baik data yang bersumber

dari  hasil  wawancara,  dokumentasi,  maupun  data  yang  berasal  dari

penyebaran  angket.  Wawancara  dan  dokumentasi  dilakukan  di  Kabid

Dikdas Dinas Pendididakn Kabupaten Brebes,  Pengurus Forum Sekolah

Inklusif  Kabupaten  Brebes,  dan  penyebaran  angket  dilakukan  terhadap

guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Brebes.

Hasil  kegiatan  reduksi  data  ini  diharapkan  dapat  memberikan

gambaran  yang  kongkrit  tentang  data-data  yang  mendukung  penelitian

sehingga  mempermudah  bagi  peneliti  untuk  menarik  kesimpulan



141

sementara dan melakuakn pengumpulan data selanjutnya apabila ternyata

masih diperlukan data-data tambahan.

3.6.3.2 Penyajian data (data display)

Yang dimaksud dengan penyajian data adalah proses menapilakan

data hasil  reduksi  dalam bentuk uraian singkat,  bagan anatara  kategori,

flowchart  dan sejenisnya. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan

dalam  bentuk  deskripsi  uraian  singkat.  Melalui  penyajian  data,  maka

peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus

dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

3.6.3.3 Penarikan kesimpulan ( conclusion drawing)

Analisis data selanjutnya  adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan

yang  dilakukan  adalah  jawaban  terhadap  masalah  peneliti.  Kesimpulan

juga  diverifikasi  selama  penelitian  berlangsung  dengan  tujuan  menguji

kebenaran,  kekokohan  dan  kecocokanya  sehingga  menjadi  valid.

Kesimpulan  ini  bersifat  terbuka  dan  dapat  diperbaharui  untuk

mendapatkan jawaban yang lebih rinci dan memberikan gamabaran yeng

lebih  jelas.  Dalam  hal  ini  verifikasi  dapat  dilaukan  dengan  jalan

melakukan pengecekkan ulang terhadap data-data yang sudah dianalisis.

3.6.4 Uji-T
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Menurut pendapat Ali (2014:310) uji-t adalah suatu motode statistik

yang  digunakan  untuk  menguji  signifikansi  perbedaan  dua  rata-rata.

Analisis menggunakan metode statistik ini yang diuji signifikasi perbedaan

rata-rata  hitung  (mean)  karena  dia  merupakan  salah  satu  jenis  ukuran

kecenderungan pemusatan data yang dianggap paling stabil.

Uji-t  ini  merupakan  teknik  analisis  yang  bertujuan  untuk

menentukan  apakah  suatu  nilai  tertentu  yang  diberikan  sebagai

pembanding berbeda secara nyata dengan tara-rata (mean)  sample. Pada

penelitian ini uji-t untuk menganalisis data yang berasal dari data pre test

dan post test. Desain analisis penelitian menggunakan  Pre-Experimental

dasain dengan teknik one-group pre-test post-test seperti tabel 3.1.

Tabel 3.1 Desain analisis pre test dan post test
Pre test Treatment Post test

O1 X O2

Dalam hal  ini  O1 adalah hasil  dari  pre-test,  X adalah  perlakuan

(treatment),  dan  O2 adalah  hasil  dari  post-test,  merupakan pengetahuan

peserta  pelatihanguru sekolah dasar inklusif  setelah diberikan perlakuan

(treatment). Untuk melakukan analisis dari uji-t maka digunakan program

SPSS.16. Dari  hasil  uji-t  tersebut  akan diketahui  nilai  rata-rata  masing-

masing  data  pre  test dan  post  test nilai  korelasi  yang  menggambarkan

hubungan antara data sebelum dilakukan tindakan, dan nilai t-hitung yang

menggambarkan  apakah  ada  perbedaan  antara  data  sebelum  dilakukan

tindakan dengan data setelah dilakukan tindakan.



267

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Pada bagian ini diuraikan tiga hal pokok yaitu simpulan hasil penelitian,

implikasi  atas  simpulan  hasil  penelitian,  dan  saran  berkaitan  dengan simpulan

hasil penelitian dan implikasi yang dirumuskan.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil  penelitian  dan pengembangan  model  manajemen

pelatihan  guru  sekolah  dasar inklusif  berbasis  kebutuhan,  maka  dapat

disimpulkan sebagai berikut.

5.1.1 Model  faktual  manajemen  pelatihan  guru  sekolah  dasar inklusif  yang

selama ini diselenggarakan masuk kategori kurang baik, yang meliputi :

(1)  kompetensi  guru  sekolah  dasar  kategori  kurang  baik  nilai  rata-rata

49,75; (2) kompetensi instruktur pelatihan kategori baik dengan nilai rata-

rata  72,25; (3) materi  pelatihan kurang baik dengan rata-rata 58,08; (4)

fasilitas pelatihan baik dengan memperoleh skor rata-rata 66,41;  dan  (5)

manajemen  pelatihan  kurang  baik  dengan  rata-rata  skor  56,81,  serta

kebutuhan  guru  terhadap  desain  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif

sangat penting, yaitu 88,15%.

5.1.2 Pengembangan model  manajemen pelatihan  guru sekolah dasar inklusif

berdasarkan berdasarkan kebutuhan melalui  hasil  analisis  terhadap studi

lapangan  dan  hasil  tanggapan  guru  terhadap  kualitas  pelatihan  guru
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sekolah dasar inklusif yang pernah dilaksanakan dan kebutuhan pelatihan.

Pengembangan model  manajemen pelatihan  dengan ADDIE yang dapat

mengembangkan  pelatihan  berdasarkan  kebutuhan  peserta,  dan  hasil

penelitian yang relevan. 

5.1.3 Model  manajemen  pelatihan  guru  sekolah  dasar inklusif  berbasis

kebutuhan  layak  diterapkan  di  Kabupaten  Brebes  dengan skor  rata-rata

88,99%.

5.2 Implikasi

5.2.1 Model manajemen  pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  memperbaiki

kualitas penyelenggaraan pelatihan guru sekolah dasar inklusif bagi dinas

pendidikan  maupun  forum  komunikasi  sekolah  inklusif  selaku

penyelenggara pelatihan.

5.2.2 Model  mampu meningkatkan kompetensi  guru-guru sekolah dasar yang

mengajar di sekolah inklusif sehingga siswa berkebutuhan khusus dapat

terlayani dengan baik.

5.2.3 Model  mampu  meningkatkan  hasil  dan  motivasi  belajar  siswa

berkebutuhan khusus pada sekolah dasar inklusif.

5.3  Saran

5.3.1 Dinas  pendidikan  dan  Forum  Komunikasi  Sekolah  Inklusif  Kabupaten

Brebes selaku penyelenggara pelatihan guru sekolah dasar inklusif  dapat
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menggunakan  buku  panduan  model manajemen  pelatihan  guru  sekolah

dasar inklusif berbasis di Kabupaten Brebes.

5.3.2 Kepala  sekolah  dasar  inklusif  dapat menggunakan  model  manajemen

pelatihan  guru  sekolah  dasar  inklusif  ini  untuk  meningkatkan  kualitas

layanan pembelajaran terhadap  sekolah-sekolah dasar inklusif.

5.3.3 Guru  sekolah  dasar  inklusif  dapat  menggunakan  model  manajemen

pelatihan guru sekolah dasar inklusif untuk panduan dalam melaksanakan

pembelajaran di sekolah dasar inklusif.
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